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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada Negara dan
Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah
disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Tahun 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan
kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai
capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai
bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai
bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Diharapkan
program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat
bagi stakeholder kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak
terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Januari 2026
Kepala BPSPL Pontianak

Ditandatangani
Secara Elektronik
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Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025
merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target
(rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi
Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui http:/kinerjaku.kkp.go.id. Proses
perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun
sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis
sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 terdiri atas 10 Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 20 Indikator
Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau
Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan IV tahun 2025 yaitu 108,95% (masuk kategori
Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada tahun 2025 yaitu:

Tabel 1 Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada tahun 2025

No Indikator Kinerja Target Capaian Persentase
Nilai Efektivitas Pengelolaan
Kawaasan Konservasi Nasional di
L Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 55 59.10 107,54%
(%)

Daerah yang Difasilitasi Penilaian
Evaluasi Efektivitas Pengeelolaan
2. | Kawasan Konservasi daerah di 1 1 100%
wilayah kerja BPSPL Pontianak
(Provinsi)

Masyarakat yang Ditingkatkan
Kapasitas dalam Pemanfaatan
Kawasan Konservasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Orang)
Kerjasama Konservasi yang

4. | Diinisiasi di Wilayah Kerja 1 4 120%
BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
Jenis Ikan Terancam Punah yang
Dilakukan Pendataan,
Penyadartahuan, Perbaikan

5. | Habitat atau Pemulihan Populasi 7 10 120%
serta Penanganan Biota Dilindungi
di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Jenis)

Jenis Keanekaragaman Hayati
Perairan yang Dimanfaatkan
Secara Berkelanjutan di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Nilai Minimum Kinerja Pelayanan
7. | Perizinan Pemanfaatan 80 100 120%
Berkelanjutan Biota Perairan di

24 24 100%

4 9 100%
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No Indikator Kinerja Target Capaian Persentase
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Nilai)

Dokumen Identitifikasi
Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil
yang Disususn di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Dokumen)
Lokasi yang Difasilitasi

9. | Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa 3 3 100%
Bahari (Lokasi)

Nilai PM Sakip Lingkup BPSPL
Pontianak (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan
11. | Anggaran (IKPA) BPSPL 89 95,79 100%
Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan
12. | Anggaran (NKPA) BPSPL 715 98,57 120%
Pontianak (Nilai)

Laporan SPIP yang disusun

1 1 100%

10. 70 88,25 120%

13. | lingkup BPSPL Pontianak 4 4 100%
(Dokumen)
14 Indeks Profesionalitas ASN 80 86,43 108,04%

BPSPL Pontianak (Indeks)
Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja BPSPL
Pontianak (%)

Persentase Penyelesaian Temuan
16. | BPK Lingkup BPSPL Pontianak 100 100 100%
(%)

Nilai Unit Kerja Berpredikat
17. | Menuju WBBM Lingkup BPSPL 85 90,81 106,84%
Pontianak (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan
Internal BPSPL Pontianak (Nilai)
Persentase Rencana Umum
Pengadaan PBJ yang Diumumkan
pada SIRUP Lingkup BPSPL
Pontianak (%)

Persentase Keterbukaan Informasi
20. Publik BPSPL Pontianak %0 100 111%
Dokumen Operasional Perizinan
Pemanfaatan Ruang Laut yang
Disusun di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen)

15. 95 100 105,26%

18. 80 99,40 120%

19. 76 100 120%

21. 2 2 100%

Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477425/2025 dengan Pagu anggaran
sebesar Rp30,545,579,000. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di
https://spanint.kemenkeu.go.id/ . Pada Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak per tanggal 31
Desember 2025 sebesar Rp26,199,742,479 atau 85,77% dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum,
seluruh kegiatan yang diukur pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan target telah terapai.
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Meskipun demikian, capaian kinerja tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan guna
mendorong peningkatan kinerja BPSPL Pontianak pada tahun berikutnya.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Tahun 2024 yaitu telah dilakukan
koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Sekretariat Ditjen Pengelolaan
Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran melalui rapat pembahasan anggaran PNBP
secara daring. Telah terbit Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Ditjen Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-76/MK/AG/2025
tanggal 10 Mei 2025. Namun, masih belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP
yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari
dana PNBP belum dapat dilaksanakan sehingga tetap perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat
Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan anggaran yang bersumber dair PNBP.

Selain itu, juga telah dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Desember 2025,
menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut
meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada
aplikasi http://kinerjaku.kkp.go.id.

Tantangan yg menjadi perhatian:

1. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang memiliki status Pengelolaan
Optimum. Pada aspek penilaian Outcome belum dapat dilakukan penilaian karena belum
adanya kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi, dalam hal ini berupa belum adanya
identifikasi daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi.

2. Anggaran terkait Konservasi Ekosistem, yang meliputi pengelolaan kawasan konservasi
perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, pada tahun
2026 mengalami blokir anggaran kode 3 pada sumber anggaran RM dan PHLN (LAUTRA).

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang
telah ditetapkan yaitu:
1. Menyampaikan permohonan identifikasi daya dukung pemanfaatan kawasan konservasi
perairan Mahakam Wilayah Hulu kepada Direktur Konservasi Ekosistem, DJPK
2. Melakukan koordinasi dengan Eselon | dalam rangka buka blokir pada anggaran Konservasi
Ekosistem di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan
Kapoposan dan Laut Sekitarnya, dari sumber anggaran RM dan PHLN (LAUTRA).
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BPSPL Pontianak berupaya mencapai Kinerja terbaik secara transparan dan profesional dalam
melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan
pencapaian target dalam satu tahun anggaran, maka diperlukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas kinerja BPSPL Pontianak selama Tahun 2025.
Penyusunan LKj ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja
Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini menyajikan hasil capaian
target kegiatan BPSPL Pontianak yang mengacu pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yang
telah ditetapkan. Capaian kinerja BPSPL Pontianak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas SDM,
ketersediaan fasilitas, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan salah satu
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan
Perikanan. BPSPL Pontianak berfokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan
bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan
pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan
outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi
masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan
Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan. BPSPL Pontianak dipimpin oleh kepala dengan wilayah kerja di seluruh provinsi di
Kalimantan.

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas
melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau
kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain
itu, berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki
tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah
Hulu meliputi:

a. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di
Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
-
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Melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di
Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Melakukan penataan batas;

Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara
berkala;

Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan
Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;

Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan
Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah
Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

menyelenggarakan fungsi:

a.

Se@ oo

Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan
dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau
kecil, serta ekosistemnya;

Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-
pulau kecil, serta ekosistemnya;

Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir,
laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;

Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;

Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau
kecil; dan

Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara

umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain
sebagai berikut:

a.

Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta
ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;

Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam
pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;

Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi
dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi
nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan
daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah
nasional;

Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan
perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti
CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of Internasional
Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada
daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
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e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan
pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada
stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;

f.  Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui
pemberdayaan masyarakat pesisir;

g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG
(Sustainable Development Goals), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan,
menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam
pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat pesisir.

1.3. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau
Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan
kantor satuan kerja di Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kab. Kutai
Kartanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Satuan Pelayanan
Tarakan

Satuan Pelayanan
Mahakam Hulu

Satuan Pelayanan
Pangkalan Bun

Satuan Pelayanan
Balikpapan

Satuan Pelayanan
‘masin

Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri
dari Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional (meliputi Tim Kerja). Subbagian Umum
mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana,
program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik
negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta
ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang telah
diduduki pemangku jabatan di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP)
Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Penata Perizinan, Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan
(APK) APBN, dan Arsiparis.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada
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Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim Kkerja tersebut terdiri
dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani
Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3
(tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan
Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.
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Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2025
memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 71 orang terdiri dari 50 ASN (41 PNS, 2 CPNS,
dan 6 PPPK), dan 23 Tenaga Kontrak. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar
belakang. Adapun rincian jabatan Tenaga Kontrak yang berjumlah 23 orang merupakan Sekretaris
Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, Petugas Layanan Informasi, Content Creator,
dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan
salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun
keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah
ini.

2 KEMENTERIAN .
% KELAUTAN DAN KKP w’u'
U PERIKANAN 2028 T~ 98

0 )
Jumlah seluruh pegawai BPSPL Pontianak pada tahun 2025

f N
ASN HON A>N [ Berdasarkan Jenis Kelamin ]

d‘ 41 Pegawai Q 30 Pegawai
Berdasarkan Golongan

“ 3
Berdasarkan Komposisi Jabatan Golongan IV Golongan Il
@ Strukiural Fungsional Umum 2 Pegawai 38 Pegawai
@ Fungsional Tertentu ® Non ASN | |
trukturol
— o —0— —©
. 3 Golongan i Golongan IX Non ASN
V. 2 Pegawai 6 Pegawai 23 Pegawai
, ;“ Fungsional Tertentu \ L ———)

Fungsional Umu i Berdasarkan Pendidikan

/&375
—~ Pguw i ASN Degaw i ASN PgquSN Dgw i ASN Dgw i ASN
Vo)

3 2
Non ASN Non ASN Non ASN Non ASN Non ASN

N

Berdasarkan Penempatan ASN

Kalimantan Barat  Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan  Kalimantan Timur Kalimantan Utara

1 Pegawai 1Pe

Reiik 9000 © & =o:nnl

e BPSPL Pontianak

Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah
sebesar 542.430,35 km? dan terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota
di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota
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yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai
9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Potensi biofisik pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan memiliki keunikan
tersendiri yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki hutan mangrove
yang luas dan penting sebagai penyangga abrasi, tempat berkembang biak berbagai biota laut, dan
penyerap karbon. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi satwa endemik Kalimantan
seperti bekantan. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian
Kehutananan, luas mangrove eksisting di Wilayah Kalimantan seluas 333.251 hektar dan luas potensi
habitat mangrove sebesar 294.770 hektar. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia,
Kalimantan memiliki total luas mangrove terbesar ketiga di bawah Pulau Sumatera dan Pulau Papua.

Perairan Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur (seperti di Kepulauan Derawan dan
sekitarnya) dan Kalimantan Utara (seperti Pulau Nunukan), memiliki keanekaragaman terumbu karang
yang tinggi, bahkan termasuk dalam kawasan Coral Triangle. Berdasarkan data luas terumbu karang
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, luas terumbu karang di Perairan Kalimantan sebesar
117.426 hektar. Ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berpotensi
untuk pariwisata. Ekosistem padang lamun juga tersebar di wilayah pesisir Kalimantan dan menjadi
habitat penting bagi berbagai jenis ikan, duyung, dan biota laut lainnya.

Di wilayah Kalimantan terdapat berbagai keanekaragaman hayati perairan yang menjadi target
prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat,
Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Pari Air Tawar, Hiu, Pari dan mamalia laut serta Karang. Selain itu
terdapat keanekaragaman hayati perairan yang endemic ditemukan di wilayah Kalimantan, yaitu
Arwana Kalimantan (Scleropages formosus) yang menjadi komoditas perdagangan hingga skala global.

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi
tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

a. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum
terlaksananya perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan. Upaya dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan
Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi.

b. Setelah terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai melakukan beberapa
penanganan konflik buaya (Crocodilus sp.). Namun, terdapat gugatan pada UU Nomor 32
tahun 2024 tersebut sehingga dalam penanganan beberapa biota, KKP belum sepenuhnya
diberikan mandat atas konservasi beberapa biota. Hal ini perlu adanya kepastian hukum agar
penanganan konflik biota perairan dapat terlaksana dengan baik.

c. Tata niaga pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES masih belum
optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pelaku pemanfaatan jenis ikan
dilindungi yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. KKP sebagai Otoritas
Manajemen CITES perlu melakukan penguatan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang
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Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

d. Kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya
dukung. Hal ini perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk memantau aktifitas
pemanfaatan ruang laut yang sudah memiliki izin agar tetap sesuai dengan koridor hak dan
kewajiban yang telah terbit. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut
untuk melihat pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin sesuai dengan
implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

e. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut. Hal
ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan
laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

f. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang belum teridentifikasi dengan lengkap. Hal ini
menyebabkan risiko pemanfaatan pulau — pulau kecil yang melebihi daya dukung menjadi
tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan implementasi Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di
Sekitarnya dengan melakukan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.

g. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata
bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan  Kepala LAN Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 — 2024.

f.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja
Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

j.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan
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Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai
berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
(BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai
secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic
Issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.
3. Bab Il Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

i.  Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir;
iii.  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv.  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v.  Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif
solusi yang telah dilakukan;
vi.  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii.  Kegiatan Pendukung.
viii.  Realisasi Anggaran
ix.  Pengarusutamaan gender;
X.  Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
a. Perjanjian Kinerja
b. Data Dukung Capaian Kinerja
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Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 melalui
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025 — 2029 merupakan tahapan pertama dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting
dan merupakan tonggak awal dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan
mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden terpilih.
Visi Presiden periode 2025 - 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra dan putri terbaik
bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya
untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi
Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan
ekonomi biru

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan,
Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya,
serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di
berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Ouick Wins. Keseluruhan
upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat,
dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program
pembangunan nasional.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan
peran strategis Kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan.
Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata Kelola
yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang
kompeten, infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan terus
dilakukan pengelolaan Kesehatan ekosistem pesisir dan laut (ocean health), neraca sumber daya laut

1
LAPORAN KINERJA 2025 11



(ocean accounting), penerapan marine nature-based solution, inventarisasi potensi sumber daya
kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur dan
peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru
yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup:

1. penguatan tata kelola ekonomi biru;

peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir;

peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;
pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut;

penguatan industri transportasi laut

pengembangan pariwisata bahari dan danau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan sumber daya manusia ekonomi
biru.

Noookwd

Penyusunan RPJMN sesuai arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan
Perikanan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) Tahun 2025 — 2029 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) untuk
membangun Kelautan dan Perikanan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. BPSPL Pontianak juga
memiliki peran dalam pengelolaan Kelautan dan Perikanan seperti Pengelolaan Konservasi Ekosistem
dan Biota Perairan, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, dan Penataan Ruang Laut.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang
ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target),
anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain
menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun
2025 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). Lebih lanjut menindaklanjuti pembahasan
Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Juni 2025 dan
Desember 2025, BPSPL Pontianak melakukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kinerja pada bulan
Juni 2025 dan Perubahan kedua pada bulan Desember 2025. Adapun rincian Perubahan/Revisi Pertama
atas PK sebagai berikut.

1. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja (9 IKU dan 11 IKM).

2. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
memiliki 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja (1 IKU).

Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.1-1.1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (BPSPL Pontianak dengan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

(SK-4)  Meningkatnya Pengelolaan  dan
Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak

(SK-1) Meningkatnya Pengelolaan dan
Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak

(SK-5) Terverifikasinya kesesuaian usulan
penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah
di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(SK-2) Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(SK-7) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas
masyarakat dalam mendukung konservasi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(SK-3) Meningkatnya Kapasitas Masyarakat
dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(SK-6) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan
kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan
untuk mendukung konservasi yang efektif di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(SK-4) Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi
dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan
Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang
Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

(SK-8) Meningkatnya pengelolaan
keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi
dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

(SK-5) Terkelolanya Keanekaragaman Hayati
Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang
Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(SK-09) Meningkatnya pengelolaan
keanekaragaman  hayati  perairan  yang
dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

(SK-6) Terkelolanya Pemanfaatan
Keanekaragaman  Hayati  Perairan  yang
Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara
Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK-7) Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK-8) Tersusunnya Dokumen Identifikasi
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK-9) Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan
Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)

(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik
lingkup BPSPL Pontianak

(SK-10) Terwujudnya Layanan Dukungan
Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL
Pontianak

(SK-1) Meningkatnya Nilai
Pontianak

PNBP BPSPL

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat
dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan
pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir
dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK-10) Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut
Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

(SK- 11) Meningkatnya kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka

Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

LAPORAN KINERJA 2025

13




penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak
Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Tabel 2.1-2.2. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (BPSPL Pontianak dengan
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan | (SK-7) Terselenggaranya Pemanfaatan dan
pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir | Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut,
dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL | Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja
Pontianak BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1-3.1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025
(BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

(IKU-4)  Persentase  peningkatan  nilai | (IKU-1) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan
efektivitas kawasan konservasi nasional di | Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) Pontianak (%)

(IKU-5) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan | (IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penilaian
Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di | Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah) Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Provinsi)

(IKU-9) Masyarakat di Kawasan Konservasi | (IKU-3)  Masyarakat yang  Ditingkatkan
Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak | Kapasitas dalam  Pemanfaatan  Kawasan
yang difasilitasi  pengembangan  mata | Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
pencaharian baru (Orang) (Orang)

(IKU-6) Kerjasama konservasi yang diinisiasi | (IKU-4) Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi
di  Wilayah Kerja BPSPL Pontianak | di ~ Wilayah  Kerja  BPSPL  Pontianak

(Kesepakatan) (Kesepakatan)
(IKU-10) Jenis lkan terancam punah yang | (IKU-5) Jenis Ikan Terancam Punah yang
dilakukan pendataan, penyadartahuan, | Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan

perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan | Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan
penanganan biota dilindungi di wilayah kerja | Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL
BPSPL Pontianak (Jenis) Pontianak (Jenis)

(IKU-11) Jenis keanekaragaman hayati | (IKU-6) Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan
perairan yang dimanfaatkan secara | yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di
berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL | Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Pontianak (Jenis)
Tidak terdapat IKU (IKU-7) Nilai Minimum Kinerja Pelayanan
Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota
Periaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Nilai)

Tidak terdapat IKU (IKU-8) Dokumen Identifikasi Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Dokumen)

Tidak terdapat IKU (IKU-9) Lokasi yang Difasilitasi
Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari
(Lokasi)
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(IKM-18) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL | (IKU-10) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL
Pontianak (Nilai) Pontianak (Nilai)

(IKM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan | (IKU-11) Indikator Kinerja  Pelaksanaan
anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak | Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(Nilai)
(IKM-15) Nilai kinerja perencanaan anggaran | (IKU-12) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)

(IKM-19) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup | (IKU-13) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup
BPSPL Pontianak (Dokumen) BPSPL Pontianak (Dokumen)

(IKM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup | (IKU-14) Indeks Profesionalitas ASN BPSPL
BPSPL Pontianak (Indeks) Pontianak (Indeks)

(IKM-21) Persentase rekomendasi hasil | (IKM-15) Persentase Rekomendasi  Hasil
pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang | Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan
dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan | Kinerja BPSPL Pontianak (%)

disampaikan (%)

(IKM-22) Persentase penyelesaian temuan | (IKM-16) Persentase Penyelesaian Temuan BPK
lingkup BPSPL Pontianak (%) Lingkup BPSPL Pontianak (%)

(IKM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju | (IKM-17) Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju
WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai) | WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

(IKM-24) Nilai pengawasan internal | (IKM-18) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) | BPSPL Pontianak (Nilai)

Tidak terdapat IKM (IKM-19) Persentase Rencana Umum Pengadaan
PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup
BPSPL Pontianak (%)

Tidak terdapat IKM (IKM-20) Nilai Keterbukaan Informasi Publik
BPSPL Pontianak (Nilai)

(IKU-1) Nilai PNBP BPSPL Pontianak Tidak terdapat IKU

(Rp.000)

(IKU-2) Tenaga kerja yang terlibat dalam | Tidak terdapat IKU
Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan | Tidak terdapat IKU
pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah
kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

(IKU-7) Kemitraan konservasi yang diinisiasi | Tidak terdapat IKU
di  Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Kesepakatan)

(IKU-8) Bantuan pemerintah untuk kelompok | Tidak terdapat IKU
masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)
yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL
Pontianak (Kelompok)
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(IKU-12) Pemanfaatan air laut selain energi | Tidak terdapat IKU
yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen)

(IKU-13) Kawasan pesisir dan pulau-pulau | Tidak terdapat IKU
kecil yang dilakukan  penanggulangan
pencemaran di  Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Kawasan)

(IKM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL | Tidak terdapat IKM
Pontianak yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%)

(IKM-23) Tingkat efektivitas pelaksanaan | Tidak terdapat IKM
kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL
Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, terdapat pengurangan IKK sebanyak 7 (tujuh) IKU dan 2 (dua) IKM,
dan penambahan 2 (dua) IKM dan 3 (tiga) IKU. Pengurangan Indikator Kinerja disebabkan
berkurangnya pagu anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2025. Selain itu, juga terdapat
penyederhanaan indikator kinerja seperti Kemitraan dan Kerja Sama menjadi satu indikator kinerja.
Sementara itu, penambahan indikator kinerja dilakukan dalam rangka pengembangan indikator kinerja
yang menunjang layanan dukungan manajemen lingkup BPSPL Pontianak. Terdapat penambahan IKU-
9 Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi) dengan adanya
penambahan Top-Up PNBP kegiatan penataan pemanfaatan jasa kelautan.

Tabel 2.1-4.2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025
(BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan | (IKU-1) Dokumen Operasionalisasi Perizinan
pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah | Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di

kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Desember 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, terdapat 1 (satu) IKU antara BPSPL Pontianak dengan Direktorat
Jenderal Penataan Ruang Laut. IKU ini sebelumnya telah ada dalam Perjanjian Kinerja antara BPSPL
Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. IKU ini kemudian
dialihkan ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan diturunkan dari Direktur Jenderal Penataan
Ruang Laut ke Kepala BPSPL Pontianak.

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun
2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-5.1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

1. | Meningkatnya Pengelolaan dan |1. | Nilai  Efektivitas Pengelolaan 55
Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(%)
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2. | Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi |2. | Daerah yang Difasilitasi Penilaian 1
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan
Konservasi Daerah di Wilayah Kerja Kawasan Konservasi Daerah di
BPSPL Pontianak Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(Provinsi)

3. | Meningkatnya Kapasitas Masyarakat |3. | Masyarakat yang Ditingkatkan 24
dalam Pemanfaatan Kawasan Kapasitas dalam  Pemanfaatan
Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Kawasan Konservasi di Wilayah
Pontianak Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

4. | Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi | 4. | Kerja Sama Konservasi yang 1
dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL
dan Kemitraan untuk Mendukung Pontianak (Kesepakatan)

Konservasi yang Efektif di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak

5. | Terkelolanya Keanekaragaman |5. | Jenis Ikan Terancam Punah yang 7
Hayati Perairan yang Terancam Dilakukan Pendataan,

Punah dan/atau yang Dilindungi Penyadartahuan, Perbaikan Habitat
dan/atau  yang Dilestarikan di atau Pemulihan Populasi dan
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Penanganan Biota Dilindungi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Jenis)

6. | Terkelolanya Pemanfaatan |6. | Jenis Keanekaragaman Hayati 4
Keanekaragaman Hayati Perairan Perairan yang Dimanfaatkan secara
yang Dilindungi dan/atau Appendiks Berkelanjutan di Wilayah Kerja
CITES secara Berkelanjutan di BPSPL Pontianak (Jenis)

Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

7. | Meningkatnya Pelayanan Perizinan |7. | Nilai Minimum Kinerja Pelayanan 80
Pemanfaatan Biota Perairan di Perizinan Pemanfaatan
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Berkelanjutan Biota Perairan di

Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Nilai)

8. | Tersusunnya Dokumen Identifikasi |8. | Dokumen Identifikasi Pemanfaatan 1
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

(Dokumen)

9. | Terfasilitasinya Lokasi |9. | Lokasi yang Difasilitasi 3
Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa
Bahari Bahari (Lokasi)

10. 10. | Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL 70

Pontianak (Nilai)
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Terwujudnya Layanan Dukungan |[11. | Indikator Kinerja Pelaksanaan 89

Manajerial yang Baik Lingkup Anggaran (IKPA) BPSPL
BPSPL Pontianak Pontianak (Nilai)
12. | Nilai Kinerja Perencanaan 715

Anggaran (NKPA) BPSPL
Pontianak (Nilai)

13. | Laporan SPIP yang Disusun 4
Lingkup BPSPL Pontianak
(Dokumen)

14. | Indeks Profesionalitas ASN BPSPL 80

Pontianak (Indeks)

15. | Persentase Rekomendasi Hasil 95
Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja BPSPL

Pontianak (%)

16. | Persentase Penyelesaian Temuan 100
BPK Lingkup BPSPL Pontianak
(%)

17. | Nilai Unit Kerja Berpredikat 85

Menuju WBBM Lingkup BPSPL
Pontianak (Nilai)

18. | Nilai  Pengawasan  Kearsipan 80
Internal BPSPL Pontianak (Nilai)

19. | Persentase Rencana Umum 76
Pengadaan PBJ yang Diumumkan
pada SIRUP Lingkup BPSPL
Pontianak (%)

20. | Nilai Keterbukaan Informasi Publik 91
BPSPL Pontianak (Nilai)

Tabel 2.1-6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

1. | Terselenggaranya Pemanfaatan dan |1. | Dokumen Operasionalisasi 2
Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di yang Disusun di Wilayah Kerja
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak BPSPL Pontianak (Dokumen)

1
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Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan
antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator Kinerja pada setiap periode
capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing
indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja
yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran Kkinerja dilaksanakan setiap
bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran
yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level 11 sampai ke level 0); dan
c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari
pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja
Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK,
manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi
karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam
merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang
dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)

2. Menghitung Realisasi IKU

3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU

4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola
Kinerja (http://kinerjaku.kkp.go.id/app/)

5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang
diinput valid, reliabel dan obyektif.

6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level | dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data,
informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran Kinerja sesuai dengan Manual
IKU.

7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk
menghindari KP1 gaming).

9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian Kinerja.

10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di
tingkat kementerian dan unit kerja level | kepada masing-masing pimpinan unit kerja di bawahnya
paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

1
LAPORAN KINERJA 2025 19



Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi
penanggungjawab Kkegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PK dan Sesditjen PRL
merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.
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Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM
diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak,
sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi
Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses
penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun
sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis
sesuai dengan tanggungjawabnya.

KEMENTERIAN
‘ ) KELAUTANDAN == i
% ) pericanan — Kinerjaku Home Jumat 23 Januari 2026 3

unit:
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN v 2025 M

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan
Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja
menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta
menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja program.
Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai
dengan tanggungjawabnya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 vyaitu
108,95% (masuk kategori Hijau = Baik). NKO mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
NKO Tahun 2024 (107,50%). Secara umum, seluruh capaian IKU yang ditargetkan pada Tahun 2025
berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawaasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(%) tercapai 59,10% dari target 55% sehingga persentase capaian sebesar 107,54%

2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengeelolaan Kawasan Konservasi daerah
di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) tercapai 1 provinsi dengan target 1 provinis sehingga
persentase capaian sebesar 100%

3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai sebanyak 24 dengan target 24 orang sehingga persentase
sebesar 100%

1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kerjasama Konservasi yanag Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai
4 kesepakatan dengan target 1 Kesepakatan dengan Persentase 120%

Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau
Pemulihan Populasi serta Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
tercapai sebanyak 10 jenis dari target 7 jenis, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%
Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai sebanyak 9 jenis dari target 4 jenis, sehingga persentase capaian
kinerja mencapai 120%.

Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai sebesar 100 dari target 80, sehingga persentase capaian
kinerja mencapai 120%

Dokumen ldentitifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil yang Disususn di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dengan target 1 dokumen persentase capaian Kinerja
mencapai 100%

Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi) tercapai 3 Lokasi
dengan target 3 lokasi persentase mencapai 100%

Nilai PM Sakip Lingkup BPSPL Pontianak (nilai) tercapai 88,25 dengan target 70 sehingga
persentase capaian kinerja mencapai 120%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 95,79 dengan
target 89 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 107,63%.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 98,57 dengan
target 71,5 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%

Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target
4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai 86,43 dengan target 80 sehingga
persentase capaian kinerja mencapai 108,04%.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL
Pontianak (%) tercapai 100 dari target 95 sehingga persentase capaian sebesar 105,26%.
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dengan target
100% sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 90,81
dengan target 85 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 106,84%

Nilai Pengawasan Kearsipan internal BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 99,40 dengan target 80,
sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL
Pontianak (%) tercapai 100% dari target 76% sehingga persentase capaian sebesar 120%o.
Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 100 dengan target
91, persentase capaian kinerja mencapai 109,89%.

Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen) dengan capaian 2 dokumen dengan target 2 dokumen sehingga persentase
capaian kinerja sebesar 100%

1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 22



TREND NKO TAHUN 2025

116

114

112

110
108,95

108
108

104
TWIV 2020 TWIV2021 TWIV2022 TWIV 2023 TWIV 2024 TW IV 2025

Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak

NKO pada Tahun 2024 sebesar 107,5 dan NKO pada Tahun 2025 sebesar 108,95. Terdapat
peningkatan sebesar 1,45. Peningkatan NKO pada Tahun 2025 disebabkan adanya penambahan target
pada indikator kinerja yang diukur sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja secara
keseluruhan. Secara singkat capaian kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada infografis di atas.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.1-1, Kinerja
Organisasi BPSPL Pontianak selama Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai kinerja
pada Triwulan | mencapai 109,47%, Triwulan Il sebesar 110,92%, Triwulan 111 sebesar 109,47%, dan
Triwulan 1V mencapai 108,95%. Capaian tersebut secara konsisten berada di atas target yang
ditetapkan, dengan kategori Baik, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
serta komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja secara berkelanjutan
sepanjang tahun
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Hal Evaluasi Capaian Kinerja DJPK Triwulan IV Tahun 2025 melalui
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Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025
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Target: 1 %E Target: 7
&Cupciun: 4,00 (120,00%) S Capaian: 10,00 (120,00%)

Capaian berupa 4 PKS kerja sama konservasi yang

Capaian berupa 10 jenis meliputi
Terubuk, Kima, Pari Air Tawar, Lola,
Pesut, Karang, Mamalia Laut, Penyu,
Pari Manta, dan Buaya

@%& Target: 80

82Z8¢Capaian: 100,00 (120,00%)
Nilai Kinerja Pelayanan adalah 100

Proses Verifikasi Lapangan untuk
Penerbitan SIPJI (40);

Proses Penerbitan SAJI-DN (40);

Survei Kepuasan Masyarakat (10);
Penerapan Konvensi (10).
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Target: 1
Capaian: 1,00 (100,00%)

Copaian berupa 1 dokumen

identifikosi
pemanfaaton pulou-pulou kecil di wilayah
kerja BPSPL Pontianak, mencakup 10 pulay,
serta 90 peloku usoho dengan potensi PNBP
sebesar Rp1.417,908.887,50

Nilai Indikator Ki sanaan

ontianak
(Nilai)

loYt=] Target: 89
Capaian: 95,79 (107,63%)
Capaian berupa Niloi IKPA periode Semester
2 s.d. Tawulon IV) adaleh 9579
+ Kualitas Perencanaan Anggaran (91,13)
« Kuolitas Pelaksanoan Anggaran (96,12)
« Kualitas Hosil Pelaksanaan Anggoran (100]

Target: 3
Capaian: 3,00 (100,00%)

Capaion berupa 3 Lokasi yaitu Jawa Tengah,
DK Jakarto, dan Kalimantan Timur. Kegiatan

Jasa Bahari dan
Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari

meliputi  Goral
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Nilai PM S

Target: 70
Capaian: 88,25 (120,00%)
Capaian berupo  Nilai 88,25 dengan
finclan Perencanaan Kinerja  (26,10);
Pengukuran Kinerja (26,0); Pelaporan

Kinerja (15,05); dan Evaluasi
(23,00)

Internal

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

(NKPA ) BPSPL Pontianak (Nilai)

f— Target: 71,50
_qupcian: 98,57 (120,00%)

Capaion berupa Nilai NKPA adoloh 98,57

« Capaian RO (100)

« Penggunaan SEBK (85,71)
« Efisiensi SBK (100)

Laporan SPIP yang Disusun
Lingkup BPSPL Pontianak

(Dokumen)

 Targer: 4

Capaian: 4,00 (100,00%)

Penyusunan laporan SPIP, meliputi:
« Laporan SPIP TW IV Tahun 2024
« Laporan SPIP TW | Tahun 2025
« Laporan SPIP TW Il Tahun 2025
« Laporan SPIP TW Ill Tohun 2025
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Indeks Profesionalitas ASN

SPL Pontianak (Indeks)

A X Target: 80
i

4 s 1 Capaian: 86,43 (108,04%)
Capoaion s.d. TW IV (Semester 2) Tohun 2025
adalah 86,43

« Kualifikas! (2193)

« Kinerja (24,77)
+ Kompetensi (54,73)

« Disiplin (5)

KEMENTERIAN
3 KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Target: 95 @
Capaian: 100,00 (105,26%) s
Capaian s.d. TW IV Tahun 2025 adalah
100.

« Rekomendasi (0)
o Tindak Lanjut (0)

target triwulon.
o Sisa Rekomendasi (0)

Nilai Penga

san Kearsipan

Internal BPSPL Pontianak (Nilai)

Target: 80
ACGPCIGI\. 99,40 (120,00%)
Copaian adalah Nilal 99,40

« Aspek PAD (69,40)
o Aspek SDK (30,00)

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

'ontianak (Nilai

Target: 91
Capaian: 100,00 (109,89%)

Capolan adaloh 100
Kategori Informatif

Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025

Persentase Penyel

Target: 100
Capaian: 100,00 (100,00%)
Capoian s.d. TW IV Tahun 2025 adalah
100. Capaion ini telsh mencapai torget s
TW IV Tahun 2025 yaitu 100% (100%) dari i

ian Temuan

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju
ntaiank WBBM Lingkup BPSPL Pontianak

(Nilai)

{5‘%) Target: 85

Capaian: 90,81 (106,84%)

Capaian s.d. TW IV Tahun 2025 adalah

Target: 76
'Capaian: 100,00 (120,00%)
Capaian adalah 100 %

« Paket RUP terumumkan (Rp16.024.348.000)
« Total Pagu Pengadaan (Rp16.024.348,000)

7 3
Egii Capaian: 2,00 (100,00%)

Capaian adaloh 2 Dokumen meliputi
« Verifikasi Pemanfaatan Ruang Lout
« Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut
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Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang
dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya
menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020). Nilai Efektivitas Kawasan
Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian
Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi.

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas
pengelolaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam
Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penilaian EVIKA terhadap Kawasan Konservasi di
Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah 52,75%.
Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan.

Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor
28/KEP-DJPRL/2020.

Aspek penilaian efektivitas pdengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi
tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek
tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan
pada Kriteria input, proses, output, dan outcome.

Tabel 3.1.1-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria

Kriteria Jumlah Indikator Bobot Jumlah Pertanyaan
Input 6 10-25 9
Proses 8 10-25 12
Output 6 15-20 13
Outcome 4 20-30 8
Total 24 42
Tabel 3.1.1-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kriteria N, NmMax Nk (%) Bk NAK(O/O)
Input 1075 0,25
Proses 430 0,35
Output 650 0,25
Outcome 625 0,15

Nilai Akhir Evaluasi

Z NaK

Keterangan :

Nilai Indikator (N)) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (Nwmax) . Total nilai dari seluruh pertanyaan

Nilai Kriteria (Nk) © (Ni/Nmax) X 100%
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Bobot Kriteria (Bk)
Nilai Akhir Kriteria (Nax)
Nilai Akhir Evaluasi

Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria

Nk X Bk

Penjumlahan Nax

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut.

Tabel 3.1.1-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Indikator

1. Status Kawasan

2. Rencana Zonasi

3. Rencana
Pengelolaan

4. Sumber Daya
Manusia

§. Anggaran

6. Sarana dan
Prasarana

¢

1. SOP Pengelolaan
2. Pengawasan

3. Penjangkauan

4. Kemitraan

§. Pemantauan

sumber daya
Kawasan

6. Pengelolaan sarana

dan prasarana
7. Perizinan
8. Pemberdayaan
Masyarakat

’ 1. Pemanfaatan
terkendali

2. Ancaman

’ 1. Kondisi target

konservasi

3. Tingkat kepatuhan 2. Kondisi zona Inti

4. Penguatan 3. Kondisi soclal
Masyarakat Masyarakat

5. Pemberdayaan 4. Partisipasi
Masyarakat masyarakat

6. Data dan Informas|

Pengelolaan adaptif

Nilai Akhir Evaluasi Warna Status Keterangan
< 50% Perunggu Dikelola Desain dan rancangan kawasan sudah
Minimum dilakukan dan proses pengelolaan sudah
dilaksanakan namun masih diperlukan
upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 - 85% Perak Dikelola Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan
Optimum secara adaptif dan beberapa tujuan
pengelolaan sudah tercapai
>85% Emas Dikelola Manfaat pengelolaan dirasakan oleh
Berkelanjutan | masyarakat dengan nilai-nilai konservasi
yang terlindungi dan lestari
g
-‘3 O Input ﬂ Froces ﬁ Output Outcome
: all

Nilai Akhir Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebagai

berikut.

Keterangan

NET
Nak1
Nak?2
Nakn
Kn

Nakl + Nak2 +...+ Nakn

NET =

Kn

Nilai Rata-Rata Efektifitas Tahun Penilaian
Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 1
Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 2
Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi n
Jumlah Kawasan Konservasi yang di Evaluasi
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Tabel 3.1.1-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

IKU-1 Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(%)

Renstra DIPK
. Tahun 2025
Realisasi 2025-2029

2024 .. . 9 isasi 9 i

Target Tahun Realisasi Kenaikan Target ﬁ}gﬁ.ﬂgﬁ' Target t/;(ﬁg?éi?
2025 Tahun 2025 PK 2025 PK 2029 T
52,44 55 59,10 +6,7 55 107,45 58 94,83

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
dengan target 55%. Hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi untuk Kawasan
Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 59,10% dengan
status Perak (Dikelola Optimum). Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan
Pelestarian Nomor 5/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian
Kinerja IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (%). Rincian hasil penilaian Evaluasi Efekttivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di
Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

a. Skor Penilaian Kriteria Input : 895 dari total skor 1075 (83%)
b. Skor Penilaian Kriteria Proses : 295 dari total skor 430 (69%)
c. Skor Penilaian Kriteria Output : 340 dari total skor 650 (52%)
d. Skor Penilaian Kriteria Outcome : 50 dari total skor 625 (8%)
Jumlah Skor Penilaian : 1.580 dari total skor 2.780 (59,10%)

Adapun komponen kegiatan pendukung sebagai upaya dalam meningkatkan nilai dalam Evaluasi
Efektivitas Pengelolaan Konservasi untuk Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilakukan adalah Pendataan Jenis dan Biota Dilindungi di
Kawasan Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Monitoring Sosial
Ekonomi, Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi, Pendataan
Kondisi Ikan Ekonomis Penting, dan Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
Mahakam Wilayah Hulu serta dilakukan juga Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan.

Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah Nilai EVIKA 59,10% (107,45%) dari target tahunan 55%.
Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah persentase peningkatan nilai EVIKA 16,31% (116,5%) dari target
tahunan 14%. Nilai EVIKA Tahun 2024 yaitu 52,75%. Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
tidak dapat dibandingkan karena perbedaan output kegiatan. Tetapi hasil penilaian EVIKA mengalami
peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 yaitu 6,35%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dan
peningkatan efektivitas dalam pengelolaan kawasan konservasi nasional.

Dalam mengukur perbandingan capaian indicator ini dengan target nasional, BPSPL Pontianak
membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta
indicator kinerja yang ditargetkan. Capaian Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional
BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 59,10, sedangkan pada capaian BPSPL Denpasar tidak
ada indikator Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional, sehingga tidak dapat
dibandingkan.

1
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Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dapat mendorong tercapainya target di
akhir tahun. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini yaitu adanya SDM yang kompeten,
kerja sama yang baik dengan mitra Kkerja, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta
pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendampingan dalam pengukuran efektivitas pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Timur secara daring dan luring di Kantor DKP Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan
dihadiri oleh rekan NGO.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu
optimalisasi pegewai yang berada di Wilayah Kerja pelaksanaan kegiatan untuk melakukan identifikasi
sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi
pelaksanaan kegiatan juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, akademis,
organisasi non profit dan stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan dan pencapaian IKU ini.

Target Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029 pada Nilai
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada
tahun 2029 adalah 58. Perbandingan capaian Nilai EVIKA tahun 2025 di Kawasan Konservasi Perairan
Mahakam Wilayah Hulu (59,10%) dengan Target Renstra KKP Tahun 2029 (58%) adalah 94,83%

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2025 yang telah dilaksanakan
diantaranya:

a. Survei Habitat Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu

Kegiatan survei dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi yang ditetapkan secara nasional
melalui Peraturan Menteri Kelautan No 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah
Perairan Mahakam. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juli 15 - 22 2025 dengan melakukan pengambilan
data kualitas air di beberapa titik sampel. Pengambilan data yang dilakukan meliputi beberapa
parameter yaitu suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus, serta
pemantauan sepanjang lokasi menggunakan teropong dan kamera dengan tujuan untuk melihat kondisi
perairan dan pesut jika ada yang beraktivitas. Selain itu juga dilakukan pengambilan data pemetaan
dari udara dengan drone untuk melihat gambaran secara luas dari wilayah pengambilan data kualitas
air dan zona inti.
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Berdasarkan hasil pengamatan pesut mahakam Kkali ini didapatkan yaitu penemuan pesut saat
observasi dengan total penemuan pesut yaitu 45 ekor di daerah Muara Pela, Liang Ilir, Kota Bangun
Ilir, Muara Muntai llir, Batuq dan Loa Deras dengan rentang waktu ditemukan dari Pagi — Sore Hari.
Sampling kualitas air dilakukan pada 28 stasiun pengamatan dan 6 stasiun pengamatan pada lokasi
kemunculan pesut. Sedangkan pengambilan data yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak dilakukan
pada 11 Stasiun di Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas. Adapun rentang nilai hasil pengukuran
adalah sebagai berikut untuk Suhu (25,8 C - 33,3 C), pH (5,17 - 8,79), DO (2,4 - 6,0 mg/L), TDS (8 —
53.2 ppm).Berdasarkan nilai dari parameter kualitas air (suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan,
kedalaman, dan kuat arus) yang terdapat di Kawasan Konservasi berada pada kondisi yang kurang baik
sesuai dengan baku mutu air PP 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI
untuk di 2 titik. Baku mutu yang digunakan adalah lampiran tabel untuk air sungai dan air danau. Kelas
yang digunakan adalah kelas 2, yaitu peruntukan air untuk keperluan prasarana dan/atau rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi. Kemudian standar tersebut juga
tidak masuk nilai minimum untuk baku mutu air sungai kelas 3, yaitu air dengan peruntukan
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi, dan peruntukan lain dengan
syarat yang sama.

b. Monitoring Sosial Ekonomi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Pendataan lkan

Ekonomis Penting

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Sosial Ekonomi di Perairan Mahakam di Wilayah Hulu
dilakukan pada Tahun 2025 adalah pelaksanaan Focus Group Discussion di lokasi Desa Pela, Desa
Muara Wis, Desa Muara Muntai llir dan Desa Muara Kaman Ulu pada tanggal 14-20 Juli 2025.
Kegiatan Monitoring tersebut dilakukan dengan pemaparan hasil dari data tahun 2024 - 2025 untuk
mendapatkan gambaran informasi dan identifikasi hasil yang diberikan oleh masyarakat yang
dilanjutkan pelaksanaan wawancara langsung secara mendalam (depth interview) dengan
menggunakan alat peraga berupa kuesioner pada September 2025 dan metode pengambilan data
purposive sampling dengan masyarakat yang diwawancara berada di desa pada administrasi sekitar
Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu secara, sehingga sampel data dianggap sebagai
perwakilan yang representatif dari populasi.

Berdasarkan hasil kegiatan Monitoring didapatkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi
rencana pengelolaan dengan konten paparan yaitu regulasi, jenis ikan dilindungi, zonasi di kawasan,
lokasi zona inti, pemanfaatan yang diperbolehkan, dan statistik sosial ekonomi dari kegiatan
monitoring yang dilaksanakan di tahun sebelumnya. Jumlah seluruh tamu undangan pada kegiatan
adalah 30 orang pada tiap desa (total 120 orang).

Kegiatan pendataan sosial ekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemanfaat
di sekitar kawasan, meliputi nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan pelaku usaha
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pariwisata. Tim juga telah melakukan pembelian jenis ikan yang menjadi target pendataan (lepok dan
puyau), kemudian dilakukan pendataan berdasarkan morfologi dan meristik jenis ikan. Total jumlah
ikan yang telah disurvei pada kegiatan ini adalah 30,16 Kg
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“Gambar 3.1.1-2. Dokumentasi pelaksanaan Monitoring sosial ekonomi dan Pendataan Ikan Ekonomis

¢. Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu.

Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak di dalam
Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam triwulan
3 (ketiga) yakni dari bulan Juli hingga September 2025. Dalam triwulan kali ini, kegiatan pemantauan
dilakukan sebanyak 36 kali bersama Yayasan Konservasi Rasi dan 2 kali bersama personel dari Stasiun
PSDKP Tarakan serta DKP Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan monitoring dilakukan di wilayah
Kecamatan Kota Bangun melalui transportasi air atau kapal dengan rute pengawasan melalui Desa
Liang Ulu — Liang Ilir — Murunan — Kampung Baru — Muhuran — Sebelimbingan — Sangkuliman — Pela
— Kota Bangun Ulu — Kota Bangun Seberang — Kedang Murung — dan Rimba Ayu. Selain itu
pengawasan juga dilakukan di sebagian zona inti yang berada di Danau Semayang — Desa Pela —
Sangkuliman - Danau Kedang Murung

Berdasarkan hasil Monitoring didapatkan hasil dimana Pada bulan Juli hingga September 2025
aktivitas penyetruman terus terjadi di Kecamatan Kota Bangun dengan jumlah kejadian sebanyak (39
kali) dengan rincian kejadian (16 kali) pada pagi hingga siang hari, kemudian malam hari sebanyak (26
kali) dan subuh/dini hari (23 kali). Di triwulan ini frekuensi kegiatan Illegal fishing rata-rata mengalami
kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan bulan Juli adalah bulan paling banyak
kejadian dengan (19 kali) dan paling rendah pada bulan Agustus sebanyak (3 kali).
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Gambar 3.1.1-3.Monitoring Pegelola dan 6asi'Kawasan Konservasi erairan Mahak Iayah Hulu

d. Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi.

Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam
Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam aspek pemantauan ekosistem perairan
dan satwa endemik melalui penerapan teknologi survei udara yang efektif, efisien, dan akurat. Kegiatan
Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 5-10 Agustus 2025 dengan Seluruh rangkaian kegiatan
terselenggara dalam kurun waktu 6 (enam) hari (termasuk sesi daring, ujian teori, simulasi, dan ujian
lapangan) dan diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari Pengelola Kawasan Konservasi, Dinas
Kelautan dan Perikanan, UPT Ditjen PSDKP dan Universitas Mulawarman. Pemilihan lokasi di Kota
Balikpapan, khususnya di lingkungan Kodam VI/Mulawarman, didasarkan pada pertimbangan
keamanan, ketersediaan fasilitas memadai, serta aksesibilitas peserta dan instruktur. Hasil yang
didapatkan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemberian materi secara daring dengan 13 modul pembelajaran yang disusun secara sistematis.
Melalui sesi teori ini, peserta dibekali pengetahuan penting sebagai landasan sebelum
melaksanakan simulasi dan praktik lapangan, sehingga diharapkan mampu menguasai aspek
teknis maupun non-teknis yang berhubungan dengan operasional drone. Setelah seluruh
rangkaian penyampaian materi teori selesai;

- Tahap evaluasi yang terdiri dari ujian teori dan simulasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
9 Agustus 2025 bertempat di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan. Tahapan ini
menjadi momen penting karena berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai pemahaman peserta
serta kesiapan mereka sebelum terjun ke praktik lapangan secara langsung;

- Tahap akhir dari rangkaian pelatihan adalah ujian praktik lapangan dan sertifikasi, yang
dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kota
Balikpapan. Ujian ini menjadi puncak dari seluruh proses pembelajaran, di mana setiap peserta
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diuji secara langsung mengenai keterampilan mengoperasikan drone sesuai dengan standar
prosedur yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).

Ujian lapangan dan sertifikasi membuktikan kesiapan peserta dalam menerapkan teori ke praktik
langsung. Seluruh 15 peserta mampu menyelesaikan rangkaian manuver yang telah ditetapkan,
termasuk manuver navigasi, pengendalian kamera, Point of Interest, hingga pendaratan dengan tingkat
ketepatan yang memadai. Tingkat kelulusan mencapai 100%, yang menunjukkan efektivitas metode
pembelajaran dan pelatihan yang diterapkan

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi
Konservasi Ekosistem; [2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi
dan Keanekaragaman Hayati Laut; [2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya
Manusia Pengelola Kawasan Konservasi dengan total anggaran sebesar Rp1.074.718.000. Terdapat
blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana
PNBP. Rincian Realisasi anggaran IKU 1 tahun 2025 berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan
pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1-5. Realisasi Anggaran IKU 1 Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi
1. | [2362.PBW.001.053] Rp. 32.708.000 | Rp 32.708.000
Pengelolaan Efektivitas (100%)
Pengelolaan Kawasan Konservasi
P3K
3. | [2362.QMA.001.051] Rp 779,984,000 | Rp 771,918,658
Data dan Informasi Konservasi (98.97%)
Ekosistem
4. | [2362.RAL.001.051] Rp0 | Rp O
Sarana Pendukung (0%)
Penyelenggaraan Kawasan
Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut
5. | [2362.SCC.001.051] Rp80.100.000 Rp 80.100.000
Kapasitas dan Peningkatan (100%)
Sumberdaya Manusia Pengelola
Kawasan Konservasi
TOTAL Rp892.792.000 | Rp 884.726.658
(99,10%)
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Realisasi Anggaran
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Gambar 3.1.2-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 1 hingga Tahun 2025

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Tahun 2025 yaitu Rp884.726.658 atau 99,10%
dari pagu anggaran sebesar Rp. 892.792.000 Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan
Dinas Biasa, Belanja Sewa dan belanja bahan.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan
gender pada kegiatan pendukung IKU di Tahun 2025 dapat dilihat dari keterlibatan laki-laki maupun
perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Penilaian EVIKA Tahun 2026 difokuskan pada penguatan koordinasi dengan
pengelola kawasan, pemenuhan dan pemutakhiran data dukung penilaian, serta pendampingan
pelaksanaan EVIKA secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan nilai efektivitas
pengelolaan kawasan konservasi.
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3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas
Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

IKU 2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah
adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan
Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Dasar hukum indikator kinerja ini yaitu
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan
Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020
tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Teknik menghitung
indikator kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja
BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

Renstra DJPK 2025-
Tahun 2025
Realisasi 5 2029
Tahun 2024 5 =
. Target Tahun Realisasi Kenaikan Target % Realisasi Target t/t: dC .?.g?'z?

2025 Tahun 2025 PK 2025 thd Target PK 2029 g

Renstra

- 1 1 1 100 -

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) dengan target 1 Provinsi dan tercapai
1 Provinsi. Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No.
6/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Daerah yang
Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Provinsi).

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kawasan Konservasi Daerah dalam rangka Pembahasan
Pra Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di wilayah kerja Balai Pengelolaan
Sumber Daya Laut dan Pesisir Pontianak, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah daerah
dan para pemangku kepentingan terkait telah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai mekanisme, indikator, serta kerangka penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi (EVIKA). Semulasi penilaian yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran
meberikan gambaran awal mengenai tingkat kesiapan pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan antara kondisi pengelolaan yang
terdokumentasi dengan implementasi di lapangan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian tahun 2025 telah dilakukan pengukuran. Selanjutnya, terdapat perubahan indikator kinerja
pada tahun 2025 sehingga terdapat perbedaan antara metode perhitungan antara tahun 2024 dengan
tahun 2025. Hal itu menyebabkan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2025 tidak dapat dibandingkan.
Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 1 (satu) daerah yang dilakukan pendampingan

1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 34



pengusulan Kawasan Konservasi, sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) Provinsi
yang dilakukan pendampingan penilaian EVIKA.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak
melakukan pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan
pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja.
Capaian indikator Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan
Konservasi Daerah pada wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah sebanyak 1 provinsi. Sementara itu,
pada BPSPL Denpasar, capaian untuk indikator yang sama juga terealisasi sebesar 1 provinsi. Dengan
demikian, apabila dilakukan perbandingan, capaian kinerja BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar
menunjukkan hasil yang setara, yaitu masing-masing berhasil memfasilitasi penilaian pada 1 provinsi..

Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi
dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan
usulan penetapan Kawasan konservasi. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun
2025 dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan
pendampingan dari BPSPL Pontianak dengan DKP Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan
pada 11 Agustus 2025.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan
pencapaian kinerja. Upaya efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan pertemuan
secara daring. Langkah tersebut mampu menekan kebutuhan biaya perjalanan dinas dan penggunaan
sumber daya lainnya, tanpa mengurangi kualitas koordinasi dan capaian output kegiatan.

Target Capaian Kinerja BPPSL Pontianak dalam IKU Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)
dengan capaian 1 Provinsi. Sedangkan target dalam Renstra DJPK adalah Pemerintah Daerah yang
Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di tahun 2029 adalah 10. Sehingga
Target Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK 2025 — 2029.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini diantaranya pendampingan dan fasilitasi
penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung IKU 2 adalah Pertemuan pembahasan Pra-EVIKA
untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan
pada tanggal 11 Agustus 2025 di Samarinda. Kegiatan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur, dan perwakilan dari mitra kerja terdiri dari Yayasan Konservasi Alam
Nusantara, WWF Indonesia serta UPTD KDPS. Pada kesempatan tersebut dilakukan penyampaian
materi terkait penilaian EVIKA menggunakan matriks perbantuan yang memuat indikator-indikator
penilaian kawasan konservasi selain itu dilakukan proses pra penilaian, disajikan tabel yang bisa dipakai
sebagai alat evaluasi kinerja SUOP (Satuan Unit Operasi Pengelola) kawasan konservasi perairan, baik
dari aspek administratif (anggaran, SOP, izin), teknis (monitoring biofisik, pengawasan), maupun
sosial-ekonomi (dampak ekonomi & partisipasi masyarakat).Struktur tabel ini membagi indikator ke
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dalam Input, Proses, Output, dan Outcome, sehingga bisa digunakan sebagai kerangka Monitoring dan
Evaluasi (Monev).

Jalan Harmonika
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Gambar 3.1.3-1. Pembahasan Pra-EVIKA utuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pertemuan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

— Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika) membutuhkan data yang
lengkap dan valid, termasuk aspek anggaran, sarpras, SOP, dan kemitraan.

— Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki
beberapa komponen yang perlu diperkuat, terutama SOP perizinan dan infrastruktur.

— Kemitraan dengan NGO dan masyarakat (seperti Pokdarwis) menjadi faktor penting untuk
meningkatkan nilai EVIKA.

— Materi penyadartahuan dan data populasi target harus dikelola dengan baik agar dapat
menjawab indikator sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi
Konservasi  Ekosistem  dengan total anggaran  sebesar Rp32.708.000. berdasarkan
Komponen/Subkomponen. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen
disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2025

1. | [2362.PBW.001.053] Rp32.708.000 Rp32.708.000 | -
(100%)
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Pengelolaan Efektivitas
Pengelolaan Kawasan
Konservasi P3K
TOTAL Rp32.708.000 Rp32.708.000 -

(100%0)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 (akumulatif dari Januari
2024) yaitu sebesar Rp. 32.708.000 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp 32.708.000. Realisasi
anggaran digunakan untuk Belanja Bahan berupa Seminar Kit, Spanduk, Perelengkapan kegiatan dan
konsumsi.

Realisasi Anggaran

Rp250.000.000
Rp200.000.000
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Gambar 3.1.3-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan
gender pada kegiatan pendukung IKU di Tahun 2025 dapat dilihat dari keterlibatan laki-laki maupun
perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi
dan/atau pendampingan dan simulasi penilaian EVIKA pada Kawasan Konservasi Daerah.
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3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam

Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak

IKU 3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan
Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan
Konservasi adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang dilakukan
peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan
konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang
mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan
kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik perhitungan Indikator
Kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jumlah masyarakat (orang) yang
ikut serta dalam peningkatan kapasistas pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

Renstra DJPK 2025-
Tahun 202
Realisasi ahun 2025 2029
Tahun 2024 . % Realisasi
Target Tahun Target % Realisasi Target
2025 Target 2024 | Target2024 | pyonos | thd Target PK | 2029 thdzgggget
- 24 - 24 100 42 57.14

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang) sebanyak 24 orang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan
Kawasan Konservasi bagi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi. Hal ini berdasarkan Nota
Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No. 7/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 8 Januari
2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam
Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang).

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi yaitu melalui kegiatan
“Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone” untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi, pada hari
Kamis, 28 Agustus 2025 secara daring melalui media Zoom Meeting. Peserta kegiatan berasal dari
pemerintah daerah, pemerintah desa, universitas, pelaku usaha, lembaga swadaya masayarakat,
perusahaan dan warga setempat dengan total peserta 130 orang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian tahun 2025 dilakukan pengukuran pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara
tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 70 orang masyarakat di Kawasan Konservasi
Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian
Baru. Sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 24 orang masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya. Capaian pada tahun 2025 dengan 2024 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan obyek
indikator kinerja. Selanjutnya terdapat penurunan target peserta (masyarakat dalam dan/atau sekitar
kawasan koservasi) yang disertakan dalam pelatihan karena adanya penurunan anggaran yang
signifikan.
-
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Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak
melakukan pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan
pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja.
Capaian Kinerja Masayarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi
di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang) adalah sebanyak 24 orang. Sementara itu, pada BPSPL
Denpasar, tidak memiliki indikator Masayarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan
Kawasan Konservasi . Dengan demikian, capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

Pencapaian target IKU ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam
upaya peningkatan kapasitas sumber daya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi yang
dilaksanakan secara daring pada 28 Agustus 2025. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan
pemahaman dan kemampuan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung
pengelolaan kawasan konservasi secara lebih efektif.

Pada Indikator Kegiatan ini terdapat perbedaan antara capaian (24 orang) dengan realisasi kegiatan
(130 orang). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan kinerja dengan satuan biaya per
orang (masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan pada Rincian Output 2362.SCC.002 Masyarakat
Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan
dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

Target Capaian Kinerja BPPSL Pontianak dalam IKU Masayarakat yang ditingkatkan kapasitas
dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang) dengan capaian
24 orang, sementara di Renstra DJPK 2029 target indikator masyarakat kelautan dan perikanan yang
dilatih adalah sebesar 42 orang. Jika dibandingkan dengan BPSPL Pontianak dengan Renstra DJPK
tahun 2025 — 2029 terealisasi tahun sebesar 57.14%.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi secara daring pada Tanggal 28
Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Narasumber
menyampaikan materi ialah pak Ihsan Ramli, S.T., M.Si selaku perwakilan dari Dir. KSG yang
menyampaikan materi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sedangkan Dr. Ismail Fahmy Almadi,
S.Pi, M.P. menyampaikan materi Tentang Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan
Konservasi. Bapak Anton Chandra selaku wakil Ketua Umum APDI. Beliau menyampaikan materi
tentang Videografi Drone untuk Pengembangan Potensi dan Promosi Ekowisata Desa di Kawasan
Konservasi. Kegiatan dihadiri sebanyak 130 Peserta yang berasal dari berbagai institusi pemangku
kepentingan dalam dan luar kawasan konservasi.
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Gambar 3.1.4-1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan
Konservasi

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.SCC.002.051] Kapasitas dan
Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi sebesar Rp22.480.000. Rincian
Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-2 Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2025

1 | [2362.SCC.002.051] Rp22.480.000 Rp 22.480.000 -
Kapasitas dan Peningkatan (100%)
Sumberdaya Manusia
Pemanfaat Kawasan
Konservasi

TOTAL Rp22.480.000 Rp 22.480.000 -

(100%)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 22.480.000
atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp Rp22.480.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja

Bahan, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi.

1
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Realisasi Anggaran
Rp300.000.000

Rp250.000.000 (o,

Rp200.000.000
Rp150.000.000

Rp100.000.000

Rp50.000.000 Rp20,560.000

Rp- Rp-
Triwulan | Triwulan I Triwulan Il Triwulan IV

mmm Realisasi —O0—Pagu Anggaran

Gambar 3.1.4-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan
gender pada kegiatan pendukung IKU di Tahun 2025 telah diimplementasikan pada setiap kegiatan
dengan adanya keikutsertaan masyarakat laki-laki dan perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Tahun 2026 dalam peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan konservasi
diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan secara
berkelanjutan melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,
pemanfaatan teknologi pendukung, serta pengembangan usaha berbasis konservasi. Kegiatan akan
dilaksanakan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra terkait serta
memanfaatkan metode daring dan luring secara efektif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan
kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan
konservasi nasional.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman
Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja
Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan
satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan
menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk
mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan
Unit Kerja Eselon 1.

Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk
Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU-4 Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
Renstra DJPK
Realisasi Tahun 2025 2025-2029
Tahun T %
2024 Realisasi Tahun| Kenaikan % Realisasithd Target | Capaian
2"’(‘)“2‘;” 2025 |Tahun2o2s| Target PK 2025 Target PK 2029 thd Targe
Renstra
1 1 4 3 1 120

Sumber data; BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian IKU Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Tahun
2025 dengan target 1 Kesepakatan dan tercapai 4 kesepakatan (berupa Perjanjian Kerja Sama)
berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No. 8/BPSPL.2/TU.140/1/2026
tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan), meliputi:

a. BPSPL Pontianak dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura (No.
B.358/BPSPL.2/KS.320/11/2025 dan No. 1157/UN22.3/PM.01.01/2025) tanggal 10 Februari
2025.

b. BPSPL Pontianak dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) (No.
B.359/BPSPL.2/KS.320/11/2025 dan No. 001/PK-KTG/11/2025) tanggal 10 Februari 2025

c. BPSPL Pontianak dengan  Yayasan WEBE  Konservasi  Ketapang  (No.
B.360/BPSPL.2/KS.320/11/2025 dan No. 14.008/WEBE.KTG/I1/2025) tanggal 10 Februari
2025.

d. BPSPL Pontianak dengan Politeknik Negeri Pontianak (No. B.914/BPSPL.2/KS.320/1\VV/2025
dan No. 4172/PL16/KS.00.00/2025) tanggal 28 April 2025.

Inisiasi tersebut telah melalui serangkaian penjajakan dan pembahasan judul, ruang lingkup, dan
rencana aksi kerja sama yang telah disepakati dengan Mitra Konservasi. Berdasarkan draft final
dokumen PKS yang telah disepakati oleh BPSPL Pontianak dengan masing-masing Mitra Konservasi,
dilakukan finalisasi kerjasama melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kerjan Sama (PKS).
Penandatanganan dokumen PKS antara BPSPL Pontianak dengan Mitra Konservasi menjadi tonggak
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penting dalam perjalanan konservasi terhadap ekosistem dan biota perairan yang dilindungi khususnya
di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Target IKU pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebanyak 4 kesepakatan,
sedangkan pada Tahun 2024 realisasi yang dicapai sebanyak 1 kesepakatan. Capaian yang relatif rendah
pada Tahun 2024 disebabkan karena indikator tersebut masih merupakan IKU pengembangan dari IKU
Kerja Sama, Jejaring, dan/atau Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak, sehingga pelaksanaannya masih berada pada tahap awal. Pada Tahun 2025, capaian IKU
tersebut mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan semakin matangnya perencanaan,
penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatnya komitmen mitra dalam
mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

1. Fakultas Perikanan | B.1485/BPSPL.2/KS.220/ | Fakultas  Pertanian | B.358/BPSPL.2/
dan llmu Kelautan | /2025 dan | Universitas KS.320/11/2025
Universitas B583/UN17.6/KS/2024 Tanjungpura dan
Mulawarman 1157/UN22.3/P

M.01.01/2025

2 Yayasan Webe | B.360/BPSPL.2/

Konservasi Ketapang | KS.320/11/2025
dan
14.008/WBE.KT
G/11/2025
3 Yayasan Inisiasi | B.359/BPSPL.2/
Alam Rehabilitasi | KS.320/11/2025
Indonesia dan 001/PK-
KTG/11/2025
4 Politeknik Negeri | B.914/BPSPL.2/
Pontianak KS.320/1\V/2025
dan
4172/PL16/KS.0
0.00/2025

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator ini dengan target nasional, BPSPL Pontianak
membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta
indicator kinerja yang ditargetkan. Capaian Kinerja Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar 4 kesepakatan, sedangkan pada capaian BPSPL
Denpasar tidak ada indikator Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap mampu mendorong pencapaian
target kinerja pada akhir tahun. Keberhasilan tersebut didukung oleh terjalinnya kerja sama strategis
dengan berbagai pemangku kepentingan, yang ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura,
Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, dan
Politeknik Negeri Pontianak. Kolaborasi ini berperan dalam memperkuat sinergi pelaksanaan program,
memperluas jejaring kemitraan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan konservasi.
|
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Sebagai alternatif solusi untuk menjaga keberlanjutan capaian, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan
kerja sama terus dilakukan secara berkala guna memastikan kesepakatan yang telah ditandatangani
dapat diimplementasikan secara optimal.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui optimalisasi
perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta penguatan koordinasi dengan para
mitra dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan pemanfaatan pertemuan
daring menjadi upaya strategis dalam menekan kebutuhan biaya perjalanan dinas dan penggunaan
anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sinergi dengan mitra kerja
memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian IKU Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Tahun
2025 dengan target 1 Kesepakatan dan tercapai 4 kesepakatan. BPSPL Pontianak melaksanakan inisiasi
kerjasama dengan 4 Mitra Konservasi, sementara itu, Renstra DJPK 2029 tidak memiliki indikator yang
sama, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 untuk mendukung capaian
indikator kinerja ini, yaitu:
a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

e Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Nomor
B.358/BPSPL.2/KS.320/11/2025 dan 1157/UN22.3/PM.01.01/2025 Tentang Penguatan
Pengelolaan Konservasi ekosistem dan Biota Perairan Melalui Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.

e Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Yayasan Webe Konservasi Ketapang Nomor B.360/BPSPL.2/KS.320/11/2025
dan 14.008/WBE.KTG/I1/2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perairan di Kabupaten
Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

e Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Yayasan |Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Nomor
B.359/BPSPL.2/KS.320/11/2025 dan 001/PK-KTG/11/2025 Tentang Perlindungan dan
Pelestarian Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah di Provinsi Kalimantan
Barat.

e Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Politeknik Negeri Pontianak Nomor B.914/BPSPL.2/KS.320/1\VV/2025 dan
4172/PL16/KS.00.00/2025 Tentang Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
Melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

. Pembahasan Rencana Kerja Tahunan pada Perjanjian Kerja Sama.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dengan Periode Semesteran.

1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 44



8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring
dan Kemitraan dengan pagu anggaran sebesar Rp40.224.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan
Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Tahun 2025

1 | [2362.PEE.001.051] Inisiasi Rp40.224.000 Rp40.224.000 -
Jejaring dan Kemitraan (1000%)
TOTAL Rp40.224.000 Rp40.224.000 -
(100%0)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan IV yaitu sebesar Rp.
40.224.000 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp Rp40.224.000. Realisasi anggaran digunakan
untuk Belanja Bahan, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi.

Realisasi Anggaran

Rp160.000.000
Rp140.000.000
Rp120.000.000
Rp100.000.000
Rp80.000.000
Rp60.000.000
Rp40.000.000
Rp20.000.000

Rp- Rp-
Triwulan | Triwulan I Triwulan Il Triwulan IV

o,

.244.000
Rp40.244.000

mmm Realisasi —O0—Pagu Anggaran

Gambar. 3.1.4-1. Grafik Realisasi Anggaran IKU 4 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dapat
dilihat pada keikutsertaan semua gender pada pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penandatangan
kesepakatan kerja sama.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dalam menunjang IKU diatas adalah penyusunan Laporan
Monitoring dan Evaluasi atas Kerja Sama yang dilakukan olen BPSPL Pontianak, YIARI, Yayasan
WeBe, Politeknik Negeri Pontianak dan Universitas Tanjungpura.

1
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Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau
pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah
Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan,
perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan
keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) jenis yaitu Pesut, Kima, Lola,
Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis
ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis lkan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Pesut, Kima, Lola,
Terubuk, dan Pari Air Tawar.

b. Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis
Karang.

c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi
seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan
menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan
Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak Tahun 2025

SK-5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi
dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU-5 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau
Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
.. Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Realisasi
Tahun Target o % :
2024 Tahun Realisasi Kenaikan Target Realisasi Target 2029 % Capaian thd
Tahun 2025 PK 2025 | thd Target Target Renstra
2025 PK
8 7 10 - 7 120 8 125

Sumber data; BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan
habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Target capaian sebanyak 7 (tujuh) jenis, yaitu
Pesut, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Berdasarkan hasil pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2025, capaian yang berhasil direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) jenis, yang
meliputi Pesut, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, Mamalia Laut, Buaya, Penyu, dan Pari
Manta. Hal ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian No.
9/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Kinerja IK Jenis Ikan
Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan
Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis). Dengan
demikian, target penanganan biota dilindungi telah tercapai dan terlampaui, yang menunjukkan
peningkatan kinerja dalam upaya perlindungan dan pengelolaan jenis ikan terancam punah di wilayah
kerja BPSPL Pontianak.
|
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Pada Tahun 2024, capaian kinerja IKU tercatat sebanyak 8 jenis dari target 7 jenis, sehingga target
telah terlampaui. Jika dibandingkan dengan Tahun 2025, capaian IKU menunjukkan peningkatan
menjadi 10 jenis biota dilindungi yang berhasil ditangani. Peningkatan capaian tersebut antara lain
dipengaruhi oleh bertambahnya penanganan Buaya yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, sehingga menambah jenis biota dilindungi yang dikelola oleh KKP. Hal ini
mencerminkan adanya perluasan ruang lingkup penanganan biota dilindungi serta peningkatan Kinerja
pengelolaan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan
pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan pada
kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian
IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau
pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun
2025 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10 Jenis. Sementara itu, BPSPL Denpasar
tidak memiliki IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan
habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota dilindungi, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah
daerah, mitra konservasi, serta masyarakat, meningkatnya intensitas kegiatan pendataan dan
penyadartahuan, serta respon cepat terhadap penanganan biota dilindungi di lapangan. Selain itu,
integrasi berbagai pendekatan kegiatan konservasi memungkinkan perluasan jenis biota yang ditangani,
sehingga target IKU tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampar menjadi strategi
penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam menjangkau lokasi
kejadian yang sulit diakses. Melalui jejaring ini, koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan
mitra terkait dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga meminimalkan kebutuhan
mobilisasi sumber daya, waktu, dan biaya penanganan, tanpa mengurangi kualitas respons terhadap
kejadian biota terdampar.

Target capaian kinerja dalam penanganan Jenis lkan Terancam Punah yang dilakukan melalui
kegiatan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, serta penanganan biota
dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) jenis.
Sedangkan pada Renstra DJPK 2029 target yang harus dicapai sebesar 8 (delapan) jenis, sehigga
realisasi yang dicapai sebesar 125%

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Tahun 2025 vyaitu:

a. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat;
Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan

Barat dilaksanakan pada tanggal 2-6 Juli 2025 di Kabupaten Kubu Raya. Metode pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan adalah dimulai dari proses pengambilan data secara purposive
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sampling terhadap responden. Responden diantaranya pengepul ikan hias di Pontianak, Pengepul
ikan Kubu Raya dan beberapa warga yang berada di sekitar Rasau ,Bintang mas dan Sungai Kakap,
selain itu juga dilakukan proses FGD pada tanggal 5 Juli 2025. Proses pengambilan data melalui
proses wawancara meliputi habitat, waktu penangkapan dan ukuran yang biasa tertangkap.
Berdasarkan hasil pengambilan data melalui wawancara tersebut didapatkan daerah habitat dari
Pari Air Tawar di Lokasi Kab. Kubu Raya, lalu dilakukan proses survei dengan menggunakan alat
penangkapan ikan berupa pancing dan rawai, berdasarkan hasil survey melalui penangkapan

tersebut didapatkan sebanyak 2 ekor Pari Air Tawar dengan jenis spesies
al) At Skt e : e
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Gambar 3.1.6-1. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di
Kalimantan Barat
b. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat
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Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat dilaksanakan
pada Tanggal 16-20 Juli 2025 di Pulau Lemukutan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (KKP3K), Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya, Kab.
Bengkayang Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode belt
transect pada 4 stasiun. Stasiun pengamatan Teluk Surau, Teluk Maknon, Pulau Randayan, dan
Tanjung Merohom.

Gambar 3.1.6-2. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan
Barat

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan pada Stasiun 1 ditemukan kima lubang (Tridacna
crocea), sebanyak 38 ekor, Kima kecil (Tridacna maxima) sebanyak 30 ekor, dan kima sisik
(Tridacna squamosa) sebanyak 123 Ekor. Stasiun 2 ditemukan kima lubang (Tridacna crocea)
sebanyak 34 ekor, kima kecil (Tridacna maxima) sebanyak 25 ekor, dan kima sisik (Tridacna
squamosa) sebanyak 18 ekor. Pada Stasiun 3 didaptkan hasil kima lubang (Tridacna crocea)
sebanyak 22 ekor, kima kecil (Tridacna maxima) sebanyak 10 ekor, dan kima sisik (Tridacna
squamosa) sebanyak 6 ekor; Stasiun 4 didapatkan kima lubang (Tridacna crocea) sebanyak 52
ekor, kima kecil (Tridacna maxima) sebanyak 29 ekor, dan kima sisik (Tridacna squamosa)
sebanyak 5ekor.

c. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat.

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat dilaksanakan pada
Tanggal 10-15 Juli 2025 di Pulau Lemukutan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(KKP3K), Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya, Kab. Bengkayang
Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode belt transect pada
4 Stasiun. Lokasi Stasiun penelitian berada di Tanjung Jati, Penata Besar dan Tanjung Batu Bedaun
dan Melanau Timur.
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Barat

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pada stasiun 1 ditemukan sebanyak Pada
transek 1 didapatkan lola 5 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 4 ekor, dan pada transek
3 jumlah lola yang didapat adalah 3 ekor; Pada stasiun 2 ditemukan sebanyak pada transek 1
didapatkan lola 8 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 5 ekor, dan pada transek 3 jumlah
lola yang didapat adalah 2 ekor. Pada Stasiun 3 didapatkan sebanyak 28 ekor. Pada transek 1
didapatkan lola 14 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 7 ekor, dan pada transek 3 jumlah
lola yang didapat adalah 6 ekor sebanyak 28 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 14 ekor, pada
transek 2 didapatkan lola sebanyak 7 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 6
ekor. Pada stasiun 4 didapatkan sebanyak 13 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 7 ekor, pada
transek 2 didapatkan lola sebanyak 2 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 4
ekor.

d. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat.

Pelaksanan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat
dilaksanakan pada 28 Juli 3 Agustus 2025 di Kab. Mempawah, Kota Singkawang dan Kab. Sambas
Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

e Berdasarkan hasil penelurusan yang dilakukan di sepanjang pesisir Kabupaten Mempawah,

Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, diperoleh total sebanyak 46 sampel ikan
terubuk, yang diantaranya sebanyak 12 sampel dari Kabupaten Mempawah, 8 sampel dari
Kota Singkawang, dan 26 sampel dari Kabupaten Sambas. Selain itu, Tim juga mendapat
jenis ikan yang mirip dengan ikan Terubuk, dimana masyarakat lokal menyebutnya ikan
Selangat maka diperoleh total sebanyak 46 sampel ikan terubuk yang selanjutnya akan
dilakukan sampling untuk analisis/uji DNA guna mengetahui keragaman spesies
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o Berdasarkan hasil wawancara serta FGD dengan nelayan dan masyarakat, diketahui bahwa
ikan terubuk ditangkap dengan menggunakan jaring insang dengan ukuran mata jaring 2-
3 inch. Ikan terubuk bukan merupakan target utama nelayan, namun pada musimnya hasil
tangkapan ikan terubuk bisa mendominasi jumlah tangkapan nelayan, hingga 70% dari
hasil tangkapan. Adapun musim puncak ikan terubuk berkisar antara bulan Juni hingga
September yaitu pada saat musim angin Selatan. Harga ikan terubuk berbeda-beda pada
setiap ukuran, dan rentang harga tersebut juga berbeda-beda di tiap daerah. lkan terubuk
hasil tangkapan dari Perairan Mempawah dan Sambas pada umumnya diperdagangkan ke
Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Lebih lanjut perlu dilakukan analisis terhadap hasil
wawancara yang akan dituangkan dalam laporan final kegiatan.

Aug 01,2025 10:35AM
2.088263° N,109.699384° E ol

Gambar 3.1.6-4. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kal

et

imantan Barat

e. Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur
Pelaksanan kegiatan Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur
dilaksanakan pada 12-15 Agustus 2025 di luar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu.
Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
o Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada tanggal 12 — 15 Agustus 2025 tidak
ditemukan keberadaan Pesut Mahakam selama dilakukan kegiatan survei di luar Kawasan
Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu adapun hasil dari Observation Effort Form.
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Gambar 3.1.6-5. Dokumenta3| Penyedlaan Data Potensi Popula5| Pesut di Kallmantan
Timur
Kegiatan dilanjutkan pada hari kedua tanggal 13 Agustus 2025, tim melakukan
pemantauan di wilayah Penyinggahan - Muhur - Ngudupan - Tepiang Ulag - Teluk
Tempudau - Sebelang - Muara Pahu - Sungai Kedang Pahu — Muara Beloan - Gunung
Bayan - Sungai Kedang Pahu. Kami tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam. Pada
kegiatan survei ini ditemukan beberapa aktivitas nelayan di Sungai Mahakam, yang
menangkap ikan menggunakan alat setrum.
Pada survei tanggal 14 Agustus 2025 kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penelusuran
di Sungai Kedang Pahu-Beloan-Sungai kedang Pahu- Sebelang- Teluk Tempudau-
Tepiang Ulag- Ngudupan- Muhur- Penyinggahan.Kami tidak menemukan kemunculan
Pesut Mahakam. Pada kegiatan survei ini ditemukan beberapa aktivitas nelayan khususnya
di anak Sungai Kedang Pahu seperti menangkap ikan dengan cara memancing.Selain itu
pada survei hari ini juga kami bertanya kepada dua nelayan yang sedang mencari ikan
menggunakan rengge dari bahan nilon sambil bertanya pula apakah beliau melihat pesut
akhir-akhir ini.Berdasarkan informasi dari nelayan tersbut terakhir dia melihat Pesut
sekitar 1 tahun yang lalu.
Pada tanggal 15 September 2025 kegiatan survey dilakukan di Penyinggahan-Minta-
Bakung-Loa Deras. Pada survei hari ini tim tidak menemukan kemunculan Pesut
Mahakam di sepanjang jalan survei. Selain itu pada survei hari ini juga kami bertanya
kepada satu nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan rengge dari bahan nilon
sambil bertanya pula apakah beliau melihat pesut akhir-akhir ini.Berdasarkan informasi
dari nelayan tersebut terakhir dia melihat Pesut sekitar 3 bulan yang lalu.

f. Penanganan Biota Perairan Dilindungi
Pelaksanaan kegiatan Penanganan Biota Perairan Dilindungi pada Tahun 2025 ini yang
dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

Selama tahun 2025 tercatat 136 (seratus tiga puluh enam) informasi kejadian terkait
penanganan biota dilindungi dan/atau terancam punah baik yang terdampar maupun perlu
penanganan respon cepat

Terdapat 10 (sepuluh) jenis/kategori biota dilindungi dan/atau terancam punah yang
dilakukan penanganan yaitu Buaya, Lumba-Lumba, Dugong, Penyu Sisik, Penyu Hijau, Hiu
Paus, Pari Manta, Pesut, Pari Air Tawar;

Sebanyak 117 (seratus tujuh belas) laporan kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode
1) dan 19 (sembilan belas) laporan/kejadian merupakan biota dengan kondisi mati kode 2,
3, dan 4; dan

Penanganan biota dalam kondisi hidup jenis buaya yang masih banyak menemukan kendala
di lapangan. Pelibatan Instansi lain seperti BKSDA, BPBD, Damkar serta Masyarakat dapat
mempermudah dalam proses penanganan di lapang. Sedangkan pada kejadian paus pilot,
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serta penyu terdampar dikarenakan lokasi yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk
dilakukan pendataan lebih lanjut, juga beberapa laporan tidak dapat dilakukan penguburan
terhadap biota yang mati dikarenakan kondisi alam yang kurang mendukung sehingga tidak
dapat ditangani sebagaimana mestinya. Untuk penyu yang terdampar oleh pelapor kemudian
dilakukan pendataan serta penguburan di sekitar lokasi penemuan bangkai dengan
mempertimbangkan pasang tertinggi. Terdapat 2 laporan terkait pari air tawar di Kabupaten
Kutai Barat, di mana satu laporan menginformasikan bahwa biota pari yang ditemukan
sudah dikonsumsi oleh warga sehingga tidak dapat dilakukan pendataan lebih lanjut.
Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait biota dillindungi.
Untuk 1 laporan lainnya sampel biota berhasil diamankan dan kemudian dilakukan
pendataan oleh tim wilker Mahakam ulu. Sedangkan 2 laporan lainnya terkait kemunculan
pari manta menjadi informasi untuk basis data keberadaan biota dilindungi di wilayah kerja

BPSPL Pontianak

/ N R P
Gambar 3.1.6-6. Dokumentasi Penanganan Biota Perairan Dilindungi
g. Pembuatan Stock Center Karang.
Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Stock Center Karang dilakukan pada 2 Lokasi yaitu lokasi di
Pulau Lemukutan Kalimantan Barat dan Pulau Maratua Kalimantan Timur.
- Kegiatan pembuatan Stock Center Karang di Pulau Lemukutan dilakukan pada tanggal 22-
26 Agustus 2025. Kegiatan melibatkan BPSPL Pontianak, Orca Diving Club dan
perwakilan masyarakat Pulau Lemukutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Pantai Barat
Pulau Lemukutan, media transpalntasi yang digunakan adalah rak spider web sebnyak 20
unit. Bibit yang digunakan yaitu dari genus Acropora sp dan Porites sp. Pengambilan bibit
untuk fragmen karang dilakukan dengan memotong fragmen pada koloni karang Acropora
kemudian diletakkan di dalam keranjang dan disusun dengan baik sehingga tidak
menumpuk satu dengan yang lainnya untuk menghindari bibit karang patah (rusak).
Fragmen karang kemudian diangkut ke daerah pantai menggunakan speed boat untuk diikat
pada rangka spider. Pengikatan dilakukan pada daerah yang masih tergenang air laut untuk
menghindari fragmen karang mengalami stres yang berlebihan selanjutnya dilakukan
penanaman bibit karang pada media tanam tesebut.
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Gambar 3.1.6-7. Dokumentasi Pembuatan Coral Stock di Kalimantan Barat
- Kegiatan pembuatan Stock Center Karang di Pulau Maratua Kalimantan Timur dilakukan
pada tanggal 12-18 Agustus 2025. Pelaksanaaan kegiatan dilaksanakan di Desa Payung-
Payung,Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada koordinat 02°12'10.1"
LU; 118°3525.2" BT. Jumlah media tranplantasi yang digunakan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan inisiasi coral stock center di Pulau Maratua ini adalah 50 rak dengan
jumlah bibit yang ditanam per media adalah 16 pcs sehingga total jumlah bibit yang
ditanam sebanyak 800 fragmen bibit karang. Media transplantasi karang rak besi Spider
adalah sebuah kerangka besi yang dibuat menyerupai jaring laba-laba (spider web) untuk
menampung dan menumbuhkan fragmen karang di dasar laut. Rangka ini dibuat dari besi
berukuran 12 mm yang dipotong dan dilas sebagai perekat substrat agar fragmen karang
yang diikatkan tidak mudah bergeser dan bisa tumbuh dengan baik. etode atau teknik
transplantasi Mars Accelerated Coral Reefs Rehabilitation System (MARRS) atau
hexaframe (kerangka jaring laba-laba) ini adalah dengan menggunakan struktur besi jaring
laba-laba tempat karang menempel. Desain ini dirancang untuk menstabilkan terumbu
karang, membatasi reruntuhan karang dan menyediakan substrat untuk habitat pemulihan,
serta peningkatan alami keanekaragaman hayati karang.

-~
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Gambar 3.1.6-8. Dokumentasi Pembuatan Coral Stock di Kalimantan Timur
- Indukan karang yang digunakan dalam transplantasi dapat didasarkan oleh penentuan jenis
dari beberapa aspek yaitu salah satunya keberhasilan aspek, jenis-jenis karang yang dapat
transplantasi diantaranya yaitu Acropora spp, Pocillopora spp, Montipora spp, Porites spp,
Echinopora spp, Turbinaria spp. Bibit karang yang digunakan untuk transplantasi adalah
karang yang telah dipotong menjadi beberapa bagian (fragmen karang).

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.QMA.002.051] Data dan
Informasi Konservasi Biota Perairan dan [2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan
Dilindungi/Terancam Punah dengan total anggaran sebesar Rp1.122.690.000. Rincian Realisasi
anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2025

1 | [2362.QMA.002.051] Data dan | Rp183.026.000 Rp183.026.000 -
Informasi Konservasi Biota (100%)
Perairan
2 | [2362.REB.001.051] Rp1.180.885.000 | Rp1.180.885.000 -
Penyediaan Data Informasi (100%)
Jenis Ikan Dilindungi/Terancam
Punah
TOTAL Rp3.013.911.000 | Rp3.013.911.000 -
(100%0)

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.
3.013.911.000 atau 69,00% dari pagu anggaran sebesar Rp 3.013.911.000. Realisasi anggaran
digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan.
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Realisasi Anggaran
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Gambar 3.1.6-9. Grafik Realisasi Anggaran IKU 5 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum
terlihat.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Seluruh kegiatan yang menunjang IKU 5 telah dilaksanakan, selanjutnya melakukan koordinasi
dengan Sekretariat Direktorat Pengelolaan Kelautan (DJPK) terkait dengan penentuan target kinerja
dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Selain itu juga melakukan penanganan jenis ikan dilindungi
yang terdampar apabila ada kasus.
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Dasar hukum kegiatan ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-
KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-
KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam
Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang
dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau
look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).

b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks
CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).

c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan
Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan
adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis
keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan
Pemanfaatan Jenis lkan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan
data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi
stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks
CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU-6 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Jenis)
. Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Realisasi
Tahun - %
2024 Target Realisasi K_T_gﬁlllf:n leirlget Realisasi Target 2029 % Capaian thd
Tahun 2025 | Tahun 2025 thd Target Target Renstra
2025 2025 PK
8 4 9 - 4 120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, 30 Desember 2025

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 meliputi pelayanan operasional
perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES, dan look alike species melalui verifikasi
SIPJI, SAJI, serta pemberian rekomendasi yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan
Desember 2025. Pada Tahun 2025, kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan telah
dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) jenis, yaitu Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, Arwana
Formosus, Napoleon, Pari Air Tawar, Buaya, Belida, dan Arwana Brazil. Hal ini berdasarkan Nota
Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 12/BPSPL.2/TU.140/1/2026
tanggal 7 Januari 2026 hal Laporan Kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan. Selain itu,
kegiatan pendukung lainnya yang turut dilaksanakan meliputi survei pemanfaatan Buaya di Kalimantan
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Utara, evaluasi layanan perizinan, pemeriksaan pemanenan dan stok jenis ikan, pemeriksaan penandaan
ikan arwana, serta pemeriksaan keberangkatan ikan..

Pada Tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebanyak 9 (sembilan) jenis. Jika dibandingkan dengan
capaian Kinerja pada Tahun 2024 sebesar 8 (delapan) jenis, maka progres kegiatan mengalami
peningkatan sebanyak 1 (delapan) jenis. Peningkatan capaian tersebut disebabkan oleh adanya
penambahan penanganan terhadap Buaya dan Pari Air Tawar, yang sebelumnya belum termasuk dalam
capaian kinerja pada Tahun 2024.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak
melakukan pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan
pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan Kerja.
Capaian Kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) sebanyak 9 jenis dengan targer 4 (empat) jenis. Sementara itu,
BPSPL Denpasar capaian kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara
Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (jenis) sebesar 7 (tujuh) jenis dengan target 5 (lima)
jenis. Sehingga jika dibandingkan capaian kinerjanya BPSPL Pontianak lebih tinggi dari BPSPL
Denpasar.

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat mendukung tercapainya target di
akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari —
Desember). Keberhasilan progres kegiaan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim
pelayanan dan pengelola PNBP. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan
memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan
Pegawai Kontrak berupa Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis
ikan.

Efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan perizinan jenis ikan pada
Tahun 2025 dilakukan melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan sistem pelayanan perizinan
secara terintegrasi, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal. Pelaksanaan verifikasi dan
evaluasi perizinan dilakukan secara selektif dan terjadwal, sehingga mampu menekan penggunaan
waktu, biaya, dan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas layanan. Selain itu, pemanfaatan
komunikasi dan koordinasi daring dengan pemohon serta instansi terkait turut mendukung percepatan
proses perizinan, meningkatkan kepastian layanan, dan memastikan pelayanan perizinan jenis ikan
berjalan secara efektif dan efisien.

Target Capaian Kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara
Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 10
(sepuluh) jenis. Sementara pada Renstra DJPK ada perbedaan satuan pada indikator kinerja tersebut,
sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Tahun 2025 diantaranya:
a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2025 (Januari —
Desember) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal
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Pengelolaan Kelautan serta BPSPL Pontianak. Pelaksanakan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh
kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai
dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan
verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

» Verifikasi Surat 1zin Pemanfaatan Jenis lkan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat 1zin Pemanfaatan Jenis lkan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis
ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali
kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil
verifikasi permohonan SIPJI pada tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 65
BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan
perlaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Mei dan
Juni dengan jumlah masing-masing sebanyak 11 permohonan. Berdasarkan jenis SIPJI yang
dimohonkan, terdapat 3 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri
dan SIPJI perdagangan luar negeri.

Rekapitulasi Verifikasi SIPJI Tahun 2025 Perbulan Rekapitulasi Verifikasi SIPJI Perjenis
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Gambar 3.1.6-1. Statistik Verifikasi SIPJI Tahun 2025

» Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memilki
kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan
dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman
saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung
atau daring (area remote). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang
memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.
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Gambar 3.1.6-2. Berat Total Hiu Pari Look Alike Species
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Selama Tahun 2025 terdapat total 169 Surat Rekomendasi hiu dan pari look like species. Surat
rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit pada Tahun 2025 berada pada bulan agustus
sebanyak 22 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah permintaan
produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan. Ditinjau
berdasarkan data rekapitulasi perdagangan periode januari sampai desember 2025 total lalu lintas
produk hidup untuk komoditas hiu dan pari non-apendiks mencapai 134 ekor. Puncak pengiriman
produk hidup terjadi pada bulan agustus sebanyak 22 ekor, diikuti bulan juni sebanyak 19 ekor serta
bulan februari dan juli masing-masing mencatat pengiriman sebanyak 16 ekor. Sebaliknya volume
pengiriman produk hidup terendah tercatat pada bulan april hanya 1 ekor produk yang dilalu lintaskan.

Berdasarkan data rekapitulasi perdagangan rekomendasi dalam negeri (DN) untuk komoditas hiu
dan pari non-appendiks selama tahun 2025 didistribusikan aktivitas pemanfaatan jenis ikan di wilayah
kerja BPSPL Pontianak menunjukan karakteristik yang berbeda di setiap provinsi. Kalimantan Selatan
merupakan kontributor utaman volume berat produk dengan total mencapai 38.449,00 kg yang dikelola
oleh 8 pengusaha melalui 41 dokumen SAJI. Sementara itu, Kalimantan Utara mendominasi pengiriman
specimen dalam kondisi hidup dengan total 55 unit, sekaligus menempati posisi kedua untuk volume
berat produk sebesar 29,784,85 kg. provinsi Kalimantan barat mencatat volume berat produk sebesar
24,218,48 kg dari 5 pengusaha tanpa adanya lalu lintas hidup, sedangkan Kalimantan tengah
melalulintaskan 15,948,82 kg produk melalui 27 dokumen saji. Adapun Kalimantan timur mencatat
volume berat produk terkecil yaitu 6,112,00 kg, namun tetap aktif dalam pengiriman produk hidup
sebanyak 49 unit dengan frekuensi penerbitan dokumen yang cukup tinggi sebanyak 42 SAJI. Secara
kumulatif, seluruh wilayah kerja telah melayani 30 pengusaha dengan total volume perdagangan
mencapai 114,513,15 kg dan 134 unit produk hidup nyang seluruhnya terdokumentasi dalam 169
dokumen saji.

Rekapitulasi Jumlah Dokumen Rekomendasi Hiu Pari Non
Appendiks Perbulan
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Gambar 3.1.6-3. Jumlah Surat Rekomendasi Hiu dan Pari

Selama tahun 2025, jumlah pelaku yang aktif sebanyak 30 orang. Dari total 30 orang tersebut,
tersebar diseluruh provinsi di pulau Kalimantan dan jumlah terbanyak berada di Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Utara sebanyak 8 pelaku usaha. Rekapitulasi tujuan surat rekomendasi hiu dan pari
didominasi kepada pelaku usaha dalam negeri dengan 8 provinsi tujuan. Tujuan dalam negeri paling
banyak yakni menuju Jawa Timur dengan total 56 surat rekomendasi, sementara paling sedikit menuju
ke Bali dan Sumatera Utara sebanyak 6 surat rekomendasi.
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Surat rekomendasi dalam negeri teripang, sepajang periode januari hingga desember terdapat 79
surat rekomendasi yang telah diterbitkan. Jumlah surat rekomendasi terendah sebanyak 4 surat di bulan
februari dan tertinggi pada bulan juli sebanyak 10 surat. Total produk yang diterbitkan surat
rekomendasi selama sat tahun mencapai 26.720,20 kg. berat tertinggi tercatat pada bulan juni dan juli
masing-masing sebesar 3.469,22 kg dan 3.285,79 kg sedangkan berat terendah terjadi pada bulan
februari dan desember.

Surat rekomendasi luar negeri hiu dan pari Look A Like Species berdasarkan rekapituasi
perdagangan rekomendasi LN hiu dan pari non-Appendiks berdasarkan rekomendasi terbit per bulan,
sepanjang periode pelaporan tercatat total 8 tekomendasi dengan volume perdagangan sebesar 6.319 kg
yang melibatkan 4 pelaku usaha. Dari sisi berat produk, volume terbesar tercatat pada desember sebesar
259,32 kg dengan 2 rekomendasi dan 2 pelaku usaha, yang menunjukan peningkatan aktivitas pada
akhir tahun. Surat rekomendasi luar negeri teripang berdasarkan rekapitulasi rekomendasi luar negeri
teripang non-Appendiks (look-alike species), sepanjang periode pelaporan hanya terctatat 1
rekomendasi dengan total berat 64.2 kg yang melibatkan 1 pelaku usah. Disisi waktu, kegiatan
perdagangan hanya terjadi pada bulan januari, yang menunjukan bahwa aktivitas pemanfaatan dan
perdagangan teripang non-Appendiks bersifat snagat terbatas dan belum berlangsung secara rutin
sepanjang tahun.

» Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis
ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan
kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan
efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan
yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari
kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat
diakses pada laman saji.kkp.go.id.
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Gambar 3.1.6-4. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring

Selama Tahun 2025 terdapat 131 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah
diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan desember dengan total
sebanyak 24 surat merupakan puncak penerbitan saji yang mengidikasikan adanya peningkatan
aktivitas perdagangan atau pengajuan izin menjelang akhir tahun. Ditinjau berdasarkan provinsi asal
SAJI DN hiu dan pari tahun 2025, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak
menerbitkan sebanyak 75 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan
pari adalah Kalimantan Timur dengan 27 surat dan Kalimantan Tengah sebanyak 20 saji, sementara itu
tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.
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Gambar 3.1.6-5. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari Perprovinsi

Jenis produk yang dilalulintaskan menggunakan SAJI DN hiu dan pari terdapat 5 jenis yakni
daging, hidup/utuh, kulit, sirip dan tulang. Jenis produk yang paling dominan adalah sirip dengan berat
19.366,29 kg dan jumlah saji paling tinggi yaitu 109 SAJI, yang menunjukan bahwa komoditas sirip
menjadi focus utama dalam perdagangan hiu dan pari Appendiks serta memiliki intensitas permohonan
dokumen yang sangat tinggi.

Surat angkut jenis ikan dalam negeri jenis napoleon berdasarkan hasil rekapitulasi SAJI DN yang
diterbitkan untuk jenis ikan Napoleon selama periode tahun 2025 adalah sebanyak 8 SAJI. Produk ini
berasal dari Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari produk ini yaitu ke Kota Bali, Makassar dan
Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan
(Formosus) selama tahun 2025 adalah sebanyak 1.588 dokumen untuk arwana Kalimantan, 300
dokumen untuk Arwana Silver, 110 dokumen untuk saji barang bawaan dan 9 dokumen saji manual
untuk keperluan penelitian atau kontes. Selain itu, telah dilakukan verifikasi lapangan SAJI Luar negeri
dengan menerbitkan 818 dokumen BAP untuk komoditas Arwana Kalimantan dan 114 dokumen BAP
untuk komoditas Arwana Silver. Selanjutnya telah dilakukan pula verifikaasi hasil pemanenan ikan
arwana dengan total 587 dokumen BAP, serta diterbitkan sertifikasi hasil pemanenan ikan arwana
sebanyak 232.018 sertifikat.
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Gambar 3.1.6-6. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

»  Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan

Berdasarkan rekapitulasi SAJI barang bawaan berdasarkan bulan, sepanjang periode pelaporan tercatat
total 110 SAJI yang diterbitkan dengan jumlah 179 ekor ikan dan melibatkan 86 pemohon. Aktivitas
penerbitan SAJI menunjukkan fluktuasi bulanan, dengan jumlah SAJI tertinggi terjadi pada Januari
sebanyak 17 SAJI, diikuti Februari dan Juli masing-masing 14 SAJI, serta Maret sebanyak 11 SAJI.
Sebaliknya, jumlah SAJI terendah tercatat pada September yaitu 3 SAJI, yang sejalan dengan rendahnya
jumlah ikan dan pemohon pada bulan tersebut. Dari sisi jumlah ikan, volume tertinggi terjadi pada
|
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Februari (25 ekor) dan Januari (24 ekor), sementara jumlah ikan paling sedikit tercatat pada September
sebanyak 3 ekor. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas pengajuan SAJI barang bawaan cenderung
lebih tinggi pada awal tahun dan pertengahan tahun, serta relative menurun pada bulan-bulan tertentu,
yang mengindikasikan bahwab pergerakan barang bawaan sangat dipengaruhi oleh mobilitas pemohon
dan intensitas perjalanan pada periode tertentu.

» Verifikasi Surat Angkut Jenis lkan (SAJI) Luar Negeri (LN)
Peran BPSPL Pontianak dalam pelayanan publik dokumen ketelusuran tidak hanya terbatas pada
penerbitan surat rekomendasi dan SAJI DN saja, BPSPL Pontianak juga melakukan tugas dalam
melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi
Ekosistem dan Biota Perairan. Selama Periode tahun 2025 berdasarkan hasil rekapitulasi aplikasi E-
SAJl telah terbit sebanyak 818 BAP SAJI LN Arwana Kalimantan

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN
yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN
dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau
appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita
Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEBP. Pelayanan
dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman

saji.kkp.go.id.

Gambar 3.1.6-7. Pemeriksaan SAJI secara Daring

Jenis produk dari SAJI LN Arwana Kalimantan merupakan jenis arwana hidup, dengan total
sebanyak 146.358 ekor, yang berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jumlah pelaku
usaha aktif pada Periode tahun 2025 sebanyak 20 pelaku usaha, dimana 19 pelaku usaha berasal dari
Kalimantan Barat.
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Gambar 3.1.6-8. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah ikan terbanyak berada pada bulan Desember dengan jumlah 19.917 ekor, sementara paling
sedikit berada pada bulan April dengan jumlah hanya sebanyak 6.349 ekor. Strain Arwana Kalimantan
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pada Periode tahun 2025 untuk SAJI LN terdiri hanya dari 4 (empat) yakni super red sebanyak 144.508
ekor, Golden sebanyak 145 ekor, Green sebanyak 20 ekor dan banjar red sebanyak 1.685 ekor (Tabel
26). Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 14 negara, dimana China
merupakan negara paling banyak dengan 430 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 123 SAJI, dan Taiwan
sebanyak 69 SAJI.

Berdasarkan rekapitulasi perdagangan DN arwana Brazil berdasarkan bulan terbit SAJI, sepanjang
periode pelaporan diterbitkan sebanyak 114 SAJI. Penerbitan dokumen berfluktuasi antarbulan, dengan
jumlah SAJI tertinggi terjadi pada November sebanyak 18 SAJI, diikuti Oktober (17 SAJI) dan
Desember (13 SAJI). Sementara itu, jumlah SAJI terendah tercatat pada Agustus yaitu 4 SAJI dan Juli
sebanyak 5 SAJI. Pola ini menunjukkan bahwa intensitas penerbitan SAJI cenderung meningkat pada
paruh akhir tahun, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan permohonan
dokumen pada periode tersebut Dari sisi jumlah ikan, total arwana Brazil yang diperdagangkan
sepanjang tahun mencapai 482.144 ekor. Volume tertinggi tercatat pada Oktober sebesar 106.800 ekor,
disusul November (64.636 ekor) dan Juni (46.120 ekor), yang menunjukkan puncak distribusi pada
bulan-bulan tersebut. Sebaliknya, jumlah ikan paling sedikit terjadi pada Juli yaitu 11.100 ekor, diikuti
Maret (17.600 ekor) dan Mei (18.203 ekor). Variasi jumlah ikan antarbulan ini mengindikasikan adanya
perbedaan kapasitas produksi dan distribusi, serta menunjukkan bahwa peningkatan jumlah SAJI tidak
selalu berbanding lurus dengan jumlah ikan yang diperdagangkan pada setiap bulan.

» Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang
termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan
dengan cara pengembangiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara
Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan
tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakkan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena
kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun
regulasi internasional.
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Gambar 3.1.6-9. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Pada tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 587 kali dengan jenis ikan
Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Juli sebanyak 54
BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan April sebanyak 66 BAP. Ditinjau dari lokasi
pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di
Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang
biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur atapun
Kalimantan Selatan. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana
Kalimantan sebanyak 232.957 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan oktober
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dengan 27.957 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan januari dengan 5.629 sertifikat.
Sedangkan dari Januari sampai dengan Tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 232.018 Sertifikat.

» Pemeriksaan Penandaan Microchip lkan Arwana

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana
dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah
memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan
nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan
dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (scan) pada ikan Arwana. Selama
tahun 2025 total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 743 dokumen dengan 130.144 ekor arwana.
Dari sisi jumlah ikan, pemeriksaan terbanyak terjadi pada Maret sebanyak 16.535 ekor, diikuti April
(12.972 ekor) dan Februari (12.676 ekor), sementara jumlah ikan paling sedikit tercatat pada Januari
yaitu 5.326 ekor. Dari sisi jumlah permohonan, permohonan tertinggi terjadi pada Maret sebanyak 89
permohonan, disusul Februari (77 permohonan) dan Oktober (70 permohonan), sedangkan permohonan
terendah tercatat pada Januari sebanyak 34 permohonan. Adapun keterlibatan pelaku usaha relative
merata, dengan jumlah tertinggi pada Mei sebanyak 18 pelaku usaha, serta terendah pada Januari
sebanyak 10 pelaku usaha. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan
penandaan ikan arwana cenderung meningkat pada awal hingga pertengahan tahun dan tetap konsisten
hingga akhir tahun, mencerminkan kesinambungan aktivitas produksi dan pengawasan di tingkat pelaku
usaha..
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Gambar 3.1.6-10. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip
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» Pemeriksaan Keberangkatan

Proses pemeriksaan keberangkatan merupakan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dengan
jenis dan jumlah ikan yang dikirim. Selama Periode tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap
2.702 dokumen SAJI dengan total ikan terkirim sebanyak 1.186.715 ekor.

» Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan rekapitulasi nilai transaksi per bulan, baik melalui pencatatan manual maupun sistem
Simponi, total nilai yang tercatat sepanjang tahun adalah Rp2.227.693.035,00, dengan nilai yang
sepenuhnya konsisten dan identik antara kedua metode pencatatan pada setiap bulan. Hal ini
menunjukkan kesesuaian data dan validitas pencatatan antara sistem manual dan Simponi tanpa adanya
selisin. Dari sisi tren bulanan, nilai transaksi tertinggi tercatat pada Desember sebesar Rp
214.974.212,00, diikuti November (Rp208.646.210,00) dan Oktober (Rp198.245.835,00), yang
mengindikasikan peningkatan aktivitas transaksi pada akhir tahun. Sementara itu, nilai transaksi
terendah terjadi pada April yaitu Rp145.709.865,00, dengan kecenderungan nilai yang lebih rendah
pada awal hingga pertengahan tahun.

Tabel 3.1.6-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No. Bulan PNBP
1 | Januari Rp173.036.070
2 | Februari Rp233.711.925

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 65



3 | Maret Rp178.479.000
4 | April Rp145.709.865
5 | Mei Rp183.199.620
6 | Juni Rp177.163.495
7 | Juli Rp170.623.150
8 | Agustus Rpl179.877.763
9 | September Rp164.025.890
10 | Oktober Rp198.245.835
11 | November Rp208.646.210
12 | Desember Rp214.974.212

TOTAL Rp2.227.693.035

b. Enumerasi dan Pendataan Hiu dan Pari

Kegiatan penyediaan data hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga
Enumerator dari bulan Juli — September 2025. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia
(PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur.
Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Appendiks dari tiap-tiap Lokasi berupa jumlah ikan hiu dan pari yang
didaratkan, jenis hiu dan pari yang didaratkan, panjang dan berat ikan yang didaratkan, jenis kelamin
ikan yang didaratkan dan informasi lain yang diperlukan.

c. Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan
pada 2 tahap yaitu 28-31 Juli 2025 untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan 5-6
Agustus 2025 dalam rangka pendalaman data. Kegiatan dilaksanakan Lokasi penangkaran PT. Harapan
Kaltim Utama, yang terletak di JI. Aki Balak, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat,
Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan kegiatan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

e Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari observasi langsung, forum group
discussion (FGD), wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi
aktual di lapangan, baik di lokasi penangkaran maupun di kantor pelaku usaha. Wawancara dan
FGD dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai proses kegiatan usaha yang
sudah berjalan dan aspek legalitasnya, FGD juga dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi
penangkaran guna melihat persepsi masyarakat terkait penangkaran buaya;

¢ Penangkaran buaya di Kalimantan Utara hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha, yakni PT.
Harapan Kaltim Utama yang berlokasi di Kota Tarakan dengan nomor izin penangkaran
91200093326840002

¢ Manejemen penangkaran yang dilakukan oleh PT. Harapan Kaltim Utama yakni dengan eksitu,
dikarenakan tidak tergantung pada ketersediaan buaya dialam serta diluar habitat alaminya.

1
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Buaya dalam penangkaran dipisah berdasarkan umurnya serta fungsinya, diantaranya yakni
buaya dewasa untuk indukan, anakan, serta buaya remaja hingga buaya siap jual.

e Proses pengembangbiakkan buaya dilakukan pada kolam khusus dengan perbandingan 1:1
antara jantan dan betina, telur yang telah menetas dimasukkan ke dalam ruang inkubator yang
kemudian apabila telah menetas dengan waktu tunggu selama kurang lebih 3 bulan akan
dimasukkan ke dalam kolam anakan dan dipelihara hingga ukuran jual;

¢ Jenis pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh PT. Harapan Kaltim Utama adalah kulit dan daging
buaya, kulit buaya dipasarkan untuk pasar domestik dan ekspor, sementara untuk daging buaya
digunakan untuk pakan buaya dan/atau konsumsi pribadi;

¢ Mekanisme dari perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pemanfaat buaya yakni izin
tangkar untuk melakukan penangkaran dan pengembangbiakkan, serta izin edar untuk
melakukan peredaran hasil produksi penangkaran, adapun beberapa tahapan juga dicatat seperti
pemeriksaan kelahiran, pemeriksaan kematian, serta pemeriksaan pemotongan;
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Gambar 3.1.6-13. Dokumentasi Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan

Utara

d. Evaluasi Layanan Perizinan

Rapat evaluasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai efektivitas layanan perizinan
yang telah berjalan, memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, serta merumuskan
rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. Melalui kegiatan ini,
diharapkan layanan perizinan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendix CITES,
khususnya ikan Arwana, dapat terus ditingkatkan sehingga mendukung pengelolaan sumber daya
ikan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 19 Agustus 2025
di Ruang Rapat BPSPL Pontianak yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Konservasi
Spesies dan Genetik, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Asosiasi Penangkar dan Pedagang
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Siluk (APPS); dan Pelaku usaha/pemegang izin Pengembangbiakan dan Perdagangan ikan Arwana
berdasarkan kegiatan diatas didapatkan hasil sebagai berikut

o Dalam proses perizinan dan sertifikasi ikan arwana, terdapat berbagai kendala yang sering
ditemui di lapangan. Pada penerbitan SIPJI, permasalahan yang muncul umumnya terkait
dengan legalitas lahan dan bangunan, seperti tidak adanya dokumen IMB/PBG, status
kepemilikan tanah yang hanya berupa SKT, SHM yang belum terdaftar di sistem Bhumii
ATR, serta perbedaan nama antara dokumen IMB/PBG dengan SHM karena masih tercatat
atas nama developer. Pada penerbitan SAJI Dalam Negeri, kendala yang kerap terjadi
adalah adanya tujuan pengiriman fiktif di mana penerima yang tercantum berizin, tetapi
ikan sebenarnya ditujukan kepada pihak lain yang tidak memiliki izin, serta perbedaan
ukuran ikan dengan sertifikat panen yang tidak sesuai ketentuan umur ikan. Untuk SAJI
Luar Negeri, permasalahan meliputi adanya selisih antara jumlah ikan yang tercantum
dalam dokumen dengan realisasi pengiriman, keterlambatan terbitnya import permit, batal
kirim akibat ikan sakit, hingga habisnya masa berlaku SAJI sebelum ikan dikirim. Kendala
juga ditemukan pada penerbitan BAP Pemanenan, antara lain ketidaksesuaian data pada
SPTJM, perbedaan jumlah ikan dalam permohonan dengan hasil pemeriksaan. Dalam
penerbitan sertifikat arwana, sering dijumpai ketidaksesuaian data seperti perbedaan
tanggal panen atau filial dengan BAP pemanenan, serta pengajuan jumlah sertifikat yang
melebihi jumlah ikan pada BAP. Pada proses penandaan ikan, ditemukan pula ikan yang
telah memiliki nomor microchip lain, padahal sesuai ketentuan setiap ikan hanya boleh
memiliki satu nomor tagging. Sementara itu, dalam penerbitan kartu penghobi, kendala
yang sering terjadi adalah adanya permohonan dari individu berbeda dengan lokasi
instalasi yang sama yang berpotensi menimbulkan duplikasi data, serta dokumen
permohonan yang tidak sesuai format atau belum lengkap sehingga memperlambat proses
verifikasi.

e Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerbitan izin, sertifikat, dan dokumen terkait
arwana, diperlukan upaya perbaikan berupa: (1) meningkatkan sosialisasi kepada pelaku
usaha agar lebih memahami dan memenuhi persyaratan dokumen serta data yang benar;
(2) memperkuat sistem verifikasi dan validasi dengan dukungan teknologi digital, seperti
database indukan dan pelacakan microchip; (3) menstandarkan prosedur pemeriksaan dan
kewajiban dokumentasi tambahan agar meminimalisir perbedaan data dan jumlah; (4)
memperkuat koordinasi lintas instansi terkait untuk mempercepat proses validasi
dokumen; serta (5) menerapkan penegakan aturan yang lebih tegas terhadap pelanggaran

berulang agar tercipta kepatuhan dan ketertiban administrasi.

. ee
Slinice 98

EVALUA
P[_llﬂlll PERIZINAN

A ey

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 68



Gambar 3.1.6-15. Dokumentasi Evaluasi Layanan Perizinan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.051] Perizinan Produk
Konservasi Biota Perairan dengan total anggaran sebesar Rp1.752.592.000. Terdapat blokir anggaran
seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP sehingga
belum ada realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan
Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1.6-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Tahun 2025

1 | [2362.PCA.002.051] Perizinan Rp. 3.101,333,000 | Rp 3.099,651,431 -
Produk Konservasi Biota (99,95%)
Perairan
TOTAL Rp. 3.101,333,000 | Rp 3.099,651,431 -
(99,95%)

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal Desember 2025)

Realisasi Anggaran

Rp3.500.000.000
Rp3.099.651.431
Rp3.000.000.000
Rp2.500.000.000

Rp2.000.000.000

Rp1.500.000.000
Rp1.000.000.000

Rp386(»49.701

- D [

Triwulan | Triwulan I Triwulan Il Triwulan IV

Rp500.000.000

mmm Realisasi —O0—Pagu Anggaran

Gambar 3.1.6-16. Grafik Realisasi Anggaran IKU 6 hingga Tahun 2025

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.099,651,431
(99,95%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.101,333,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja
Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan
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9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilanka, serta
mendapatkan manfaat dari program Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu dengan melibatkan
semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan. Hal ini dapat dilihat
pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor B.127/BPSPL.2/KP.440/1/2025.

10. Rencana Aksi Tahun 2026
Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dengan
penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.
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3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota
Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai minimum Kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan biota perairan
merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan
berkelanjutan spesies dan 71ystem71. Indikator kinerja ini merupakan indikator Kinerja baru yang
ditambahkan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada bulan Juni tahun 2025.

Dasar Hukum:

e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan
Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan
Perikanan;

e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan
Perikanan

Ruang Lingkup:

e Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi
terbatas);

e Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;

e Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan

e Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1)
pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan
kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan;
(4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring
dan evaluasi pelayanan perizinan.

Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 71ystem71 meliputi:
Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), dengan proses bisnis sebagai berikut:

Mengajukan
Permohonan Membayar

Verifikasi Teknis I I PNBP I

Melakukan I Bukti Bayar
Verifikasi
Teknis
Penerbitan lzin
SIPJI

UPT LIBPSPL PEMOHON

DIT KKHL 0ss

Men KP

Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dengan proses bisnis sebagai berikut:
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Mengajukan
Permohonan
Verifikasi Teknis

Mengajukan
Permohonan
SAJILN

Dokumen Pembayaran

persyaratan
SAJI LN

PEMOHON

UPT

Melakukan I BAP
Verifikasi Teknis Surat Perintah
Berita Acara Pembayaran

Verifikasi
Administrasi

Penerhitan
SPP PNBP

KKHL

Validasi Bukti o
B PNBP Kty
ayar Pembayaran
PNBP
Menandatangani I

Persetujuan
Penerbitan SAJI LN

SAJILN

PEJABAT
PENANDATANGAN

Formula Perhitungan:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 72ystem72, diperoleh dari
penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-
DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

KPP = Z(bobot aspek x YA) + Y. (bobot aspek x YB) + Y. (bobot aspek x Y.C)

+ Y (bobot aspek x D)

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan
(bobot aspek x 2 A) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI
(bobot aspek x 2 B ) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN
(bobot aspek x 2 C ) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat
(bobot aspek x 2 D) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan komponen perhitungan

Bobot : Bobot Nilai Indikator
AR Aspek el ety Indikator 50 75 100
Proses 40% | Dashboad Terdapat Terdapat Terdapat
Verifikasi SAJI informasi informasi informasi
lapangan jenis SIPJI | jenis SIPJI, | jenis SIPJI,
untuk 10% dan jenis jenis ikan, jenis ikan,
Penerbitan ikan dan provinsi | provinsi, dan
SAJI DN nama pelaku
usaha

Rekapan 30% Ketelitian Ketelitian Ketelitian

Penerbitan rendah sedang tinggi

Dokumen Tidak Diarsipkan, | Diarsipkan,

diarsipkan 10% diarsipkan | data tidak data lengkap

lengkap

Kesesuaian > 50% > 50% Sesuai baku

baku waktu dokumen dokumen waktu

pelayanan 20% diselesaika | diselesaikan

n sesuai sesuai baku
baku waktu | waktu
Penanganan 20% Tidak Direspon > | Direspon, <
Pengaduan direspon 14 x 24 jam | 14 x 24 jam
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Aspek Bobot - ngot Nilai Indikator
Aspek Indikator 50 75 100
Jumlah 10% <50% > 50% 100%
permohonan
yang diproses
Penggunaan 10% Tidak ada Digunakan | Digunakan
Sistem sebagian seluruhnya
Informasi
Proses 40% | Dashboard 10% Tidak Diupdate, Diupdate,
Penerbitan SAJI diupdate data tidak | data lengkap
Rekomenda lengkap
Si Rekap 10% Tidak Direkap, Direkap, data
Penerbitan direkap data tidak | lengkap
lengkap
Dokumen 10% Tidak Diarsipkan, | Diarsipkan,
diarsipkan diarsipkan | data tidak | data lengkap
lengkap
kesesuaian 40% Melebihi Sesuai  baku
baku  waktu baju waktu waktu
pelayanan
Penanganan 10% Tidak Direspon > | Direspon, <
Pengaduan direspon 14 x 24 jam | 14 x 24 jam
Jumlah 10% <50% > 50% 100%
permohonan
yang diproses
Penggunaan 10% Tidak ada Digunakan | Digunakan
Sistem sebagian seluruhnya
Informasi
Survey 10% | Dilaksanakan 70% Tidak Dilaksanaka | Dilaksanakan
Kepuasan dilaksanaka | nsebagian | seluruhnya
Masyarakat n
Nilai SKM 30% <76,6 76,6 -88,7 | >88,7
Penerapan 10% | Penerapan 100% Belum Masih Telah
Konvensi Konvensi Diterapkan | dalam diterapkan
proses
penerapan

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU-7 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
. Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Realisasi
Tahun . %
2024 Target Realisasi K.T.';?]'llfr? f Target Realisasi Taraet 2029 % Capaian thd
Tahun 2025 | Tahun 2025 PK 2025 | thd Target g Target Renstra
2025 PK
80 100 80 120 80 125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

73




Capaian Tahun 2025 IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan
Biota Perairan (Nilaii) dengan target sebesar 80 dan tercapai nilai 100, dengan rincian Proses Verifikasi
Lapangan untuk Penerbitan SIPJI (40); Proses Penerbitan SAJI-DN (40); Survei Kepuasan Masyarakat
(10); dan Penerapan Konvensi (10). Nilai ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan
Pemanfaatan Ruang Laut No. 4/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Capaian Kinerja
IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (Nilai).

Proses penilaian dilakukan secara mandiri berdasarkan aspek dalam komponen perhitungan yang
meliputi Proses penerbitan SAJI-DN dengan indicator Dashboard SAJI, Rekap Penerbitan, Dokumen
diarsipkan, Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Jumlah permohonan diproses
dean Penggunaan Sistem Informasi. Proses penerbitan Rekomendasi dengan indicator Dashboard SAJI,
Rekap Penerbitan, Dokumen diarsipkan, Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan, Penanganan Pengaduan,
Jumlah permohonan diproses dean Penggunaan Sistem Informasi. Survei Kepuasan Masyarakat dengan
Indikator dilaksanakan dengana Nilai SKM dan Penerapan Konvensi dengan indicator penerapan
konvensi. Adapun Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan | s.d. Triwulan IV Tahun 2025
secara berturut-turut adalah 96,26; 97,45; 90,73; dan 94,97.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan
Biota Perairan di lingkup BPSPL Pontianak didapatkan nilai sebesar 100.

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan tidak
dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena indikator Kinerja utama tersebut merupakan
IKU baru yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada bulan Juni Tahun 2025. Dengan demikian, pada
Tahun 2024 belum terdapat pengukuran capaian kinerja untuk 1IKU dimaksud, sehingga perbandingan
kinerja antar tahun belum dapat dilakukan.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan
pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan pada
kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian
Tahun 2025 IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota
Perairan (Nilai) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebesar 100. Sementara itu, BPSPL Denpasar
memperoleh nilai 90. Sehingga jika dibandingkan, capaian BPSPL Pontianak lebih tinggi dari capaian
BPSPL Denpasar.

Progres kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 mampu mendukung tercapainya target
kinerja pada akhir tahun, mengingat pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan secara rutin
setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember. Keberhasilan progres kegiatan tersebut didukung
oleh pemanfaatan aplikasi pelayanan perizinan serta kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sistem aplikasi
sehingga pada kondisi tertentu pelayanan dan pencatatan harus dilakukan secara manual. Selain itu,
tingginya jumlah permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan dukungan sumber daya
manusia yang memadai. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pengadaan pegawai kontrak
berupa petugas pelayanan guna membantu pelaksanaan pelayanan operasional perizinan jenis ikan agar
tetap berjalan efektif dan tepat waktu..
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Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui optimalisasi
perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta penguatan koordinasi dengan para
mitra dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan pemanfaatan pertemuan
daring menjadi upaya strategis dalam menekan kebutuhan biaya perjalanan dinas dan penggunaan
anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sinergi dengan mitra kerja
memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Target Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota
Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai) pada Tahun 2025 ditetapkan nilai 80 dengan
capaian 100. Sedangkan pada Renstra DJPK, target Nilai Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan
Berkelanjutan Biota Perairan sebesar 80, sehingga tahun 2025 realisasi yang didapatkan sebesar 125% .

a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2025 (Januari —
Desember) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan serta BPSPL Pontianak. Pelaksanakan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh
kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai
dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan
verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

» Verifikasi Surat 1zin Pemanfaatan Jenis lkan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat 1zin Pemanfaatan Jenis lkan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis
ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali
kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil
verifikasi permohonan SIPJI pada tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 65
BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan
perlaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Juli dan
Agustus dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 permohonan. Berdasarkan jenis SIPJI yang
dimohonkan, terdapat 3 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri
dan SIPJI perdagangan luar negeri.

Rekapitulasi Verifikasi SIPJI Tahun 2025 Perbulan Rekapitulasi Verifikasi SIPJI Perjenis

12 11 11 20 40
3 ‘& 35 16

7

8 8 14 ¢
8
12§
= 4 4 8 =
Ea 5 3 & = 0 —
2
2 2 N & > & >
< A o
2 & 3 o $
L ! & & & &
( 0 & & 2
& & & > 3 $ & & g
e ¥y ¢ F &
W S o &

erifikasi

&
> I
>

i)
Y

o

® Jumlah Verifikasi @ Jumlah Pemohon B Jumlah Verifikasi B Jumlah Pemohon

Gambar 3.1.7-1. Statistik Verifikasi SIPJI Tahun 2025

» Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memilki
kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan
dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman
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saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung
atau daring (area remote). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang
memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.
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Selama Tahun 2025 terdapat total 169 Surat Rekomendasi hiu dan pari look like species. Surat
rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit pada Tahun 2025 berada pada bulan Agustus
sebanyak 22 surat, sementara surat rekomendasi hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan februari
dan juni sebanyak 9 dan 6 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah
permintaan produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan.
Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi hiu dan pari, selama Tahun 2025 diperoleh hasil
Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi hiu dan

pari sebanyak 41 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi hiu dan
pari adalah Kalimantan Barat dengan total hanya 16 surat rekomendasi.
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Gambar 3.1.7-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan untuk jenis teripang
selama tahun 2025 adalah sebanyak 79 surat rekomendasi. Surat rekomendasi teripang yang paling
banyak terbit berada pada bulan Juli dengan total sebanyak 10 surat, sementara surat rekomendasi
teripang paling sedikit berada pada bulan Februari dengan hanya sebanyak 4 (empat) surat. Ditinjau
berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi teripang, diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan
provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi teripang sebanyak 25 surat, sementara itu
provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi teripang adalah Kalimantan Barat dengan hanya
14 (satu) surat rekomendasi.
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Gambar 3.1.7-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomenadsi Teripang Look Alike Species

» Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)
Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis
ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan
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kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan
efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan
yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari
kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat
diakses pada laman saji.kkp.go.id.

Selama Tahun 2025 terdapat 131 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah
diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan desember dengan total
sebanyak 24 surat, sementara SAJI DN hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Januari dengan
hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN hiu dan pari, sampai dengan Tahun
2025, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan sebanyak 75 surat,
sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan pari adalah Kalimantan Timur
dengan 27 surat, sementara itu tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.
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Gambar 3.1.7-5. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan
(Formosus) selama tahun 2025 adalah sebanyak 1.588 SAJI. 300 dokumen untuk Arwana Silver, 110
dokumen untuk saji barang bawaan dan 9 dokumen saji manual untuk keperluan penelitian atau kontes.
Selain itu, telah dilakukan verifikasi lapangan SAJI Luar negeri dengan menerbitkan 818 dokumen BAP
untuk komoditas Arwana Kalimantan dan 114 dokumen BAP untuk komoditas Arwana Silver.
Selanjutnya telah dilakukan pula verifikaasi hasil pemanenan ikan arwana dengan total 587 dokumen
BAP, serta diterbitkan sertifikasi hasil pemanenan ikan arwana sebanyak 232.018 sertifikat.
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Jumlah SAJI DN Arwana Kalimantan Perbulan Jumlah Ikan Arwana Kalimantan Perbulan
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Gambar 3.1.7-6. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

Sementara itu, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Brazil Selama tahun 2025
adalah sebanyak 63 SAJI. SAJI DN Arwana Brazil sepanjang Tahun 2025 paling banyak terbit berada
pada bulan September dengan total sebanyak 28 surat, sementara SAJI DN Arwana Brazil paling sedikit
berada pada bulan Agustus sebanyak 15 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana
Brazil, keseluruhan SAJI DN berasal dari Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman
dari SAJI DN Arwana Brazil hingga Triwulan 11, terdapat setidaknya 7 provinsi tujuan dengan tujuan
terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Brazil adalah Jawa Barat dengan total 110 surat dan
DKI Jakarta dengan 59 surat.

» Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan

Pelayanan penerbitan SAJI DN Bawaan dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam
jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan
barang bawaan dengan jumlah maksimal 2 ekor. Hingga Triwulan 1V tahun 2025, jumlah SAJI DN
barang bawaan yang diterbitkan yaitu sebanyak 110 SAJI. SAJI DN barang bawaan paling banyak terbit
berada pada bulan Januari dengan total sebanyak 17 surat, sementara SAJI DN barang bawaan paling
sedikit berada pada bulan September dengan hanya sebanyak 3 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal
SAJI DN barang bawaan, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling dominan, dengan total
SAJI DN barang bawaan sebanyak 66 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI
DN barang bawaan adalah Kalimantan Selatan dengan total 3 SAJI DN barang bawaan saja.

» Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN
yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN
dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau
appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita
Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEBP. Pelayanan
dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman

saji.kkp.go.id.

Gambar 3.1.7-7. Pemeriksaan SAJI secara Daring
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Pada tahun 2025 terdapat 818 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan
(Formosus) telah dilakukan dengan hasil akhir berupa Berita Acara Pemeriksaan. Hingga Tahun 2025,
permohonan SAJI LN berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 573 surat dan Kalimantan
Selatan sebanyak 20 surat. Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 14 negara,
dimana China merupakan negara paling banyak dengan 310 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 93
SAJl, dan Taiwan sebanyak 50 SAJI.
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Gambar 3.1.7-8. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah BAP SAJI LN untuk Arwana Brazil pada Tahun 2025 adalah sebanyak 114 BAP, dimana
terbanyak pada bulan November dengan 18 BAP, sedangkan paling sedikit pada bulan Agustus dengan
jumlah 4 BAP. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari BAP SAJI LN Arwana Brazil hingga
Triwulan 1V, terdapat setidaknya 7 negara tujuan, adapun tujuan terbanyak berdasarkan jumlah BAP
SAJI LN adalah China dengan total 68 SAJI, kemudian Thailand sebanyak 22 SAJI.

» Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang
termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan
dengan cara pengembangiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara
Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan
tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakkan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena
kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun
regulasi internasional.
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Gambar 3.1.7-9. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Jumiah Sertifikat

Pada tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 587 kali dengan jenis ikan
Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Oktober sebanyak
66 BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan April sebanyak 36 BAP. Ditinjau dari lokasi
pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di
Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang
biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur atapun
Kalimantan Selatan. Sementara itu, sepanjang Triwulan 1V tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk
- - ]

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 79



Arwana Kalimantan sebanyak 232.018 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan
Oktober dengan 27.957 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan September dengan
12.9424 sertifikat. Sedangkan dari Januari sampai dengan desember telah diterbitkan sebanyak 232.018
Sertifikat.

» Pemeriksaan Penandaan Microchip lkan Arwana

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana
dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman lkan Arwana yang telah
memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan
nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan
dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (scan) pada ikan Arwana. Selama
triwulan 111 total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 503 dokumen dengan 90.175 ekor arwana.
Frekuensi terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah SAJI 84 dokumen dan 15.435 ekor.
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Gambar 3.1.7-10. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip

» Pemeriksaan Keberangkatan

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan
dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa
jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah
terbit. Hingga Triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan keberangkatan untuk 2.703
dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim untuk Arwana Kalimantan sebanyak
1.187.839 Ekor dan Arwana Silver 976.508 Ekor.

» Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan IV tahun 2025
(Kumulatif) sebesar Rp2.227.693.035. Pada periode Triwulan IV, PNBP terbesar pada Tahun 2025
terdapat pada bulan Februari dengan total Rp.233.711.925, sementara PNBP terkecil terdapat pada
bulan April dengan total Rp.145.709.865.

Tabel 3.1.7-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No. Bulan PNBP
1 | Januari Rp173.036.070
2 | Februari Rp233.711.925
3 | Maret Rp178.479.000
4 | April Rp145.709.865
5 | Mei Rp183.199.620
6 | Juni Rp177.163.495
7 | Juli Rp170.623.150
8 | Agustus Rp179.877.763
9 | September Rp164.025.890
10 | Oktober Rp198.245.835
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11 | November Rp208.646.210
12 | Desember Rp214.974.212
TOTAL Rp2.227.693.035

a. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan mengirimkan
kuisioner kepada pengguna jasa layanan. Penilaian ini mencakup layanan pendampingan dan verifikasi
SIPJI meliputi aspek persyaratan, survey dan mekanisme, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk
spesifikasi jenis/layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta
sarana dan prasarana., penerbitan surat rekomendasi dan penerbitan SAJI. Aspek-aspek yang dinilai
dalam survey ini

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2025 Komponen Penilaian IKM
100
P Sarana can Prasarana [ 3 57
® 9745 Penanganan Pengacuan N 3 ¢
7 96,26 Kempatensi Pelaksana N O o0
* 94,92 Produk Spesifkasi N
e
it

a4 Biaya/Tarif 392
o Waktu Penyelesaian [ 3 53
2 Sistem, Mekanisme dan Produk I 3,92
o 90,73

Persyaratan I .52
%0 |

Triwulan | 2025 Triwulan Il 2025 Triwulan lll 2025 Triwunal | IV 2025 3 31 32 33 34 35 38 37 38 39 4

Gambar 3.1.7-3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat
sebesar 94,92 dengan predikat A (Sangat Baik). Nilai indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan IV
meningkat dari Triwulan Ill, jika dibandingkan dengan Triwulan | Tahun 2025 terdapat penurunan.
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Triwulan | melibatkan responden sebanyak 116 orang
pengguna jasa yang terdiri dari berbagai rentang usia, Triwulan Il melibatkan responden sebanyak 60
orang, Triwulan 111 melibatkan 83 responden dan Triwulan IV melibatkan 128 responden.

6. Realisasi Anggaran
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.] Verifikasi Penilaian
Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar 3,101,333,000. Rincian Realisasi anggaran

berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1.7-3. Realisasi Anggaran IKU 7 Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir
1 | [2362.PCA.002.051] Perizinan Rp. Rp 3,099,651,431 | -
Produk Konservasi Biota Perairan | 3,101,333,000 (59,11%)
TOTAL Rp. Rp 3,099,651,431 | -
3,101,333,000 (99,95%)

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)

Realisasi Anggaran
Rp3.500.000.000
Rp3.000.000.000
Rp2.500.000.000 R 851.431
Rp2.000.000.000
Rp1.500.000.000
Rp1.000.000.000

Rp 9.701
Rp500.000.000
- 5 N |
Triwulan | Triwulan 1l Triwulan 11l Triwulan IV

mmmm Realisasi —O—Pagu Anggaran

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 81



Gambar 3.1.7-16. Grafik Realisasi Anggaran IKU 6 hingga Tahun 2026

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp3,099,651,431
atau (99,95%) dari pagu anggaran sebesar Rp3,101,333,000. Realisasi anggaran digunakan untuk
Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan

Realisasi Anggaran
Rp3.500.000.000
Rp3.000.000.000
Rp2.500.000.000 R 651.431
Rp2.000.000.000
Rp1.500.000.000
Rp1.000.000.000

Rp 9.701
Rp500.000.000
- 5 D I
Triwulan | Triwulan 11 Triwulan Il Triwulan IV

mmm Realisasi —O—Pagu Anggaran

Gambar 3.1.7-13. Grafik Realisasi Anggaran IKU 7 hingga Tahun 2026

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2026 yaitu sebesar Rp.
Rp3,099,651,431 atau (99,95%0) dari pagu anggaran sebesar Rp3,101,333,000. Realisasi anggaran
digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu
dengan melibatkan semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan.
Hal ini dapat dilihat pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor
B.127/BPSPL.2/KP.440/1/2025.

8. Rencana Aksi Tahun 2026
Melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES
dan look alike species (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
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Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang
dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik
perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan Dokumen Identifikasi Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-8 Tersusunnya Dokumen ldentifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak
IKU-8 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen)
. Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Realisasi
Tahun : %
2024 ;r_g[ﬁ: Realisasi K_?_r;z;l]:(:n Target Realisasi Target 2029 % Capaian thd
Tahun 2025 PK 2025 | thd Target g Target Renstra
2025 2025 PK
4 1 1 - 1 100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK 31 Desember 2025

Kegiatan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar pada Tahun 2025 telah
dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada 10 (sepuluh) pulau di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, yaitu Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Adongabu, Pulau
Pabahanan, Pulau Sialod, Pulau Bakungan Hea, Pulau Bakungan Diki, Pulau Kaniungan Besar, Pulau
Lemukutan, dan Pulau Temajo. Berdasarkan hasil identifikasi ini memiliki Potensi PNBP dengan Rp
1.417.908.887,50. Capaian ini sesuai Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nomor
11/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyampaian Dokumen Identifikasi
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi pemanfaatan pulau
sebagai dasar pemberian rekomendasi perizinan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil identifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan
dalam mendukung proses pengambilan keputusan perizinan serta memastikan pemanfaatan pulau-pulau
kecil dan terluar dilakukan secara tertib, terukur, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen. Sementara itu, pada Tahun
2024 tidak terdapat indikator kinerja utama (IKU) ini, sehingga capaian kinerja tidak dapat
dibandingkan antar tahun.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak melakukan
pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan pada
kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja. Capaian
Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Dokumen) sebesar 1 (satu) dokumen, sementara itu, BPSPL Denpasar capaian ldentifikasi
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun sebesar 1 (satu) dokumen. Sehingga, capaian Kinerja
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BPSPL Pontianak dan BPSPL Denpasar menunjukkan hasil yang setara, yaitu masing-masing berhasil
menyusun identifikasi Pulau — Pulau Kecil sebanyak 1 (satu) dokumen.

Capaian kinerja IKU Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak pada Tahun 2025 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung
oleh perencanaan kegiatan yang matang, ketersediaan data pendukung, serta koordinasi yang efektif
dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan identifikasi dilakukan
secara terarah pada pulau-pulau prioritas sehingga menghasilkan dokumen yang komprehensif dan
dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi perizinan. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga
keberlanjutan dan peningkatan kinerja ke depan, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor,
pemutakhiran data secara berkala, serta optimalisasi metode pengumpulan data melalui pemanfaatan
teknologi dan dukungan jejaring lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas
hasil identifikasi serta efisiensi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya..

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan IKU Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dilakukan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan,
pemanfaatan data sekunder yang telah tersedia, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah
dan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan identifikasi difokuskan pada pulau-pulau prioritas dan
dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain yang sejenis, sehingga mampu menekan kebutuhan
biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Selain itu, pemanfaatan komunikasi dan koordinasi daring
dalam tahapan persiapan dan validasi data turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa
mengurangi kualitas hasil dokumen yang disusun.

Target Capaian Kinerja ldentifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen. Sementara itu, dalam Renstra DJPK Tahun 2025-
2029, indikator kinerja yang digunakan adalah Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
yang disusun untuk Rekomendasi Kebijakan. Perbedaan definisi dan ruang lingkup indikator kinerja
tersebut menyebabkan capaian kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan
indikator kinerja pada Renstra DJPK 2025 - 2029.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan Sosialisasi
dan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan tersebut dilakukan 31 Juli 2025 hingga 10
Agustus 2025 di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya
alam bernilai ekonomis dan strategis, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun yang
berfungsi untuk mendukung perikanan, pariwisata, konservasi, serta jasa lingkungan lainnya. Pulau-
pulau kecil terluar juga berperan penting dalam pertahanan dan keamanan negara, serta berpotensi
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Namun demikian, pemanfaatannya
masih menghadapi berbagai permasalahan seperti status kepemilikan tanah, keterbatasan infrastruktur,
sulitnya akses, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, belum adanya rencana zonasi, serta
adanya isu strategis seperti penguasaan pulau oleh pihak asing, penutupan akses bagi nelayan lokal,
hingga konflik pemanfaatan lahan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024, kegiatan identifikasi perizinan ini bertujuan untuk
mendukung tertib administrasi, menjaga kedaulatan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi pulau-pulau
kecil melalui pendataan, sosialisasi, dan pengambilan data spasial. Berdasarkan hasil kegiatan
didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:
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e Sosialisasi dan pengumpulan data perizinan serta data spasial pemanfaatan pulau-pulau kecil
dilakukan di 8 pulau yaitu Pulau Derawan (38 titik usaha), Pulau Maratua (39 titik usaha), Pulau
Bakungan Besar (1 titik usaha), Pulau Bakungan Kecil (1 titik usaha), Pulau Pabahanan (1 titik
usaha), Pulau Adongabu (1 titik usaha), Pulau Sialod (1 titik usaha) dan Pulau Kaniungan Besar
(11 titik usaha).

e 093 titik usaha yang sudah diidentifikasi kegiatan usahanya, 10 diantaranya tercatat sudah tidak
beroperasi lagi.

e 76 dari 83 usaha di pulau-pulau kecil yang masih aktif, modalnya bersumber dari penanaman
modal dalam negri (PMDN) dan 7 sisanya modalnya bersumber dari penanaman modal asing
(PMA).

2 Alg 2025 9:42:05'am
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8. Realisasi Anggaran
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2365.PBW.001.51] Rekomendasi

Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dengan total pagu anggaran sebesar Rp200.000.000.

Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.8-2. Realisasi Anggaran IKU 8 Tahun 2025

1 | [2365.PBW.001.51] Rekomendasi | Rp200.000.000 | Rp199.822.692 | -
Perizinan Pemanfaatan Pulau- (99.91%)
Pulau Kecil/Terluar
TOTAL Rp200.000.000 | Rp199.822.692 | -
(99.91%)

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)
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Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 vyaitu sebesar
Rp199.822.692 atau 99,91% dari pagu anggaran sebesar Rp Rp200.000.000. Realisasi anggaran
digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, dan Belanja Bahan.

Realisasi Anggaran

Rp200.050.000

Rp200.000.000
Rp199.950.000
Rp199.900.000
Rp199.850.000
Rp199.800.000
Rp199.750.000 I
Rp199.700.000

Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
B Pagu Anggaran Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp200.000.000
M Blokir Rp200.000.000 = Rp200.000.000
M Realisasi Rp199.822.692 Rp199.822.692

Grafik.3.1.9-1. Grafik Realisasi Anggaran IKU 9 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Pada kegiatan ini telah dilakukan pengarusutamaan
gender karena pada seluruh kegiatan pada IKU 8 ini telah mengurangi kesenjangan antara laki- laki dan
perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026
Melakukan survei lapangan dalam rangka identifikasi pemanfaatan pulau — pulau kecil di wilayah
kerja BPSPL Pontianak lainnya seperti di Kalimantan Barat
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Kegiatan penyadartahuan masyarakat tentang pemanfaatan jasa bahari yang berupaya untuk
meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat pesisir, pelaku usaha local dan pemangku
kepentingan terkait. Kegiatan ini mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep dan jenis jasa
bahari yang dapay dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi secara legal dan berkelanjutan, mendapatkan
regulasi dan prosedur perizinan pemanfaatan ruang laut, termasuk ketentuan yang mengatur kegiatan
wisata bahari, reklamasi, serta pembangunan bangunan/infrastruktur di wilayah perairan. Memberikan
prinsip pengelolaan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan
perlindungan lingkungan laut dan memberikan peluang usaha berbasis jasa bahari yang dapat
dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri, inovatif dan ramah lingkungan.

Tabel 3.1.90-1. Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak

SK-9 Terfasilitasinya Lokasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari
IKU-9 Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi)
. Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Realisasi
Tahun . %
2024 %L%ﬁ]t Realisasi K_?_r;zlllj(:n Target Realisasi Target 2029 % Capaian thd
Tahun 2025 PK 2025 | thd Target g Target Renstra
2025 2025 PK
3 3 - 3 100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK 31 Desember 2025

Capaian kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa
Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dilaksanakan melalui kegiatan gerai jasa bahari dan
penyadartahuan pemanfaatan jasa bahari di 3 (tiga) lokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Provinsi
Jawa Tengah pada tanggal 16-21 November 2025, di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21-26
November 2025, serta di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6-12 Desember 2025. Pelaksanaan
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan
dalam pemanfaatan jasa bahari secara berkelanjutan. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim
Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 13/BPSPL.2/TU.140/1/2026 tanggal 9 Januari 2026
hal Capaian Kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa
Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Lokasi).

Capaian kinerja pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
karena pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja utama (IKU) ini, sehingga perbandingan
capaian antar tahun belum dapat dilakukan.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator dengan target nasional, BPSPL Pontianak
melakukan pembandingan dengan BPSPL Denpasar. Pemilihan unit pembanding tersebut didasarkan
pada kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan pada kedua satuan kerja.
Capaian kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dilaksanakan melalui kegiatan gerai jasa bahari dan penyadartahuan
pemanfaatan jasa bahari di 3 (tiga) lokasi. Sementara itu, pada BPSPL Denpasar, tidak memiliki
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indikator Masayarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi . Dengan
demikian, capaian kinerja tidak dapat dibandingkan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun mampu mendorong tercapainya target
kinerja pada akhir tahun. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta
penyelenggaraan gerai perizinan pemanfaatan jasa bahari yang dilakukan secara langsung kepada para
pemangku kepentingan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan akses masyarakat
terhadap layanan perizinan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sebagai alternatif
solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, kegiatan sosialisasi dan gerai perizinan akan
terus dioptimalkan dengan perluasan jangkauan lokasi serta penguatan koordinasi dengan pemerintah
daerah dan mitra terkait.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan IKU Lokasi yang Dilakukan Pendampingan
dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025
dilakukan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan dan pemanfaatan sinergi dengan pemerintah
daerah serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan gerai perizinan
dilakukan secara terintegrasi, sehingga penggunaan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia dapat
ditekan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, koordinasi secara daring pada tahap
persiapan dan evaluasi turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan serta memastikan capaian
kinerja dapat tercapai secara efektif..

Terdapat perbedaan indikator kinerja antara Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dan indikator kinerja
yang digunakan olen BPSPL Pontianak. Pada Renstra DJPK, indikator yang digunakan adalah
Persentase Perizinan Berusaha Jasa Bahari, sedangkan pada BPSPL Pontianak indikator kinerjanya
adalah Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi). Perbedaan definisi
dan satuan pengukuran indikator tersebut menyebabkan capaian kinerja tidak dapat dibandingkan
secara langsung.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan gerai perizinan yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta yang
terdiri atas pemerintah daerah serta pelaku usaha telah memberikan kontribusi positif dalam
meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap perizinan usaha jasa bahari, termasuk
pemahaman mengenai alur, persyaratan, serta mekanisme perizinan berusaha di sector jasa bahari.
Penyampaian materi dan interaksi dalam kegiatan ini membantu peserta memperoleh gambaran yang
lebih komprehensif mengenai proses perizinan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan gerai perizinan
berperan efektif dimana sebanyak 14 pelaku usaha hadir pada kegiatan tersebut sebagai sarana
konsultasi dan pendampingan teknis, khususnya dalam penyusunan dokumen proposal wisata bahari
serta pemenuhan administrasi perizinan, pendampingan yang diberikan meningkatkan kesiapan pelaku
usaha dalam mengajuka perizinan dan mendukung kelancaran serta percepatan proses perizinana usaha
jasa bahari sesuai ketentuan yang berlaku.

1
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Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Kalimantan Timur pelaksanaan pada tanggal 9 — 10
Desember 2025 di Ruang Petemuan Aqualunk Water Resort Pulau Derawan, Kab. Berau Kalimantan
Timur. Kegiatan Pendampingan Pemanfaatan Jasa Bahari di Kalimantan Timur dilaksanakan atas 2
tahapan yaitu kegiatan penyadartahuan Pemnfaatan Jasa Bahari dan Pelaksanaan Gerai Jasa Bahari.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang dilaksanakan oleh panitia sebagai dari persiapan
administrasi dan yang pendataan kehadiran peserta. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat
penyampaian materi dari Hendra Nurcahyo, S.Pi, M.P, materi ini bertujuan memberikan pemahaman
dasar kepada peserta mengenai ruang lingkup jasa bahari, kewenangan pemerintah, serta alur dam
pesyaratan perizinan usaha jasa bahari. Materi kedua mengenai tantangan dan upaya percepatan
perizinan berusaha sektor jasa bahari di Kalimantan Timur. Materi ini membahas berbagai kendala yang
dihadapi dalam proses perizinan serta upaya strategis dalam mendorong percepatan dan peningkatan
kualitas pelayanan perizinan.

Gerai jasa bahari dilaksanakan dengan membuka meja-meja pelayanan dimana pelaku usaha dapat
langsung melakukan konsultansi kepada petugas pelayanan berusaha Jasa Bahari. Pelaksanan
dilakasanakan pada tanggal 9 — 10 desember 2025 di Aula Pertemuan Aqualunk Cottage. Kegiatan gerai
jasa kelautan dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dengan petugas pelayanan.
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8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2363.PBW.006] dalam bentuk Gerai
Jasa Bahari [2363.PBW.006.52.A] dan Penyadartahuan Pemanfaatan Jsaa  Bahari
[2363.PBW.006.052.A] dengan total pagu anggaran sebesar Rp700.000.000. Rincian Realisasi
anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.10-2. Realisasi Anggaran IKU 9 Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir
1 | [2363.PBW.006.52.A] Rp700.000.000 Rp699.757.450 | -
[2363.PBW.006.052.A] Gerai Jasa (99.97%)

Bahari dan Penyadartahuan
Pemanfaatan Jasa Bahari
TOTAL Rp700.000.000 | Rp699.757.450 | -
(99.97%)
Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025)
|
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Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp699.757.450
atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp Rp700.00.000. Realisasi anggaran digunakan untuk
Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, dan Belanja Bahan.

Realisasi Anggaran
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Grafik.3.1.10-3 Grafik Realisasi Anggaran IKU 9 hingga Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan
perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Pada kegiatan ini telah
dilakukan pengarusutamaan gender karena pada seluruh kegiatan pada IKU 9 ini telah mengurangi
kesenjangan antara laki- laki dan perempuan, dengan melibatkan serta mendorong partisipasi laki-
laki dan perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Tahun 2026 untuk IKU Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan
Jasa Bahari difokuskan pada pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan gerai perizinan jasa bahari
pada lokasi prioritas secara terintegrasi dan efisien guna meningkatkan pemahaman serta kepatuhan
pemanfaatan jasa bahari sesuai ketentuan.

1
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Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88
Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam
evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%);
Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak
adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan. Terdapat
perubahan Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.11-1. Kategori Nilai PM SAKIP
Predikat Nilai Interpretasi

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola
dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien
(Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level
individu.

AA >90 - 100

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja

A >80 -90 dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit
kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.
Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai
kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

BB >70 - 80

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit
kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu
adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen
dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

B >60-70

Cukup

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun
demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya akuntabilitas Kinerja pada unit kerja.

CcC >50 - 60

1
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Predikat Nilai Interpretasi

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.
Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga
masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

C >30-50

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat
diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan
manajemen Kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar,
khususnya dalam implementasi SAKIP.

D 0-30

Capaian IKM 10 Sebagai berikut:
Tabel 3.1.11-2. Capaian IKM 10 BPSPL Pontianak

SK-10 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-10 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
E%hzlj'n EL?Jent TReaIisasi Peningkatan Tz;r&et (ﬁg ?Fi::;ﬁi Target 2029 G (0
2025 ahun 2025 2025 PK Target 2025
88,55 70 88,25 70 126.07 87.80 100.51%

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2025
1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar 88,25
dengan predikat A (Memuaskan) dari target 70. Sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jendral
Pengelolaan Kelautan dengan Nomor: B.3742/DJPK.1/RC.610/XI11/2025 tanggal prihal Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Pontianak.

Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada aplikasi Kinerjaku KKP,
dengan rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1.11-3 Rincian Hasil Penilaian PM SAKIP BPSPL Pontianak Tahun 2025

No Aspek Penilaian Bobot Nilai
1 | Perencanaan Kinerja 30 26.10
2 | Pengukuran Kinerja 30 26.10
3 | Pelaporan Kinerja 15 13.05
4 | Evaluasi Internal 25 23.00

Nilai 100 88.25

Predikat A

Capaian Indikator Kinerja PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 mencapai 88,25,
melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 70. Jika dibandingkan dengan capaian
Tahun 2024 sebesar 85,55. Terdapat peningkatan capaian 4,38% dan Nilai 2,7 pada tahun 2025.
Peningkatan kinerja yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan dan pengelolaan SAKIP di
lingkungan BPSPL Pontianak.

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak
tahun 2025, BPSPL Pontianak membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya
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tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian Nilai PM
SAKIP BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 88,25, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai PM SAKIP
Tahun 2025 sebesar 86.90. Sehingga jika dibandingkan Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih tinggi
dari BPSPL Denpasar.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam
penerapan manajemen Kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta konsistensi dalam
melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. Selain itu, tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai PM SAKIP pada
tahun berjalan. Aspek pengukuran kinerja BPSPL Pontianak juga diperkuat dengan adanya inovasi
Montan (Monitoring Kegiatan) yang menjadi sarana pengumpulan data dukung dan pelaporan
kegiatan setiap bulan. Inovasi ini memudahkan proses pemantauan realisasi Kinerja, meningkatkan
ketepatan dan kecepatan penyediaan data, serta membantu memastikan bahwa setiap capaian dapat
terdokumentasi dengan baik dan terukur. Dengan demikian, kualitas pengukuran dan akuntabilitas
kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Evaluasi AKIP Tahun 2024 terdapat 2 (dua) rekomendasi yaitu:

a. Memastikan bahwa seluruh indikator kinerja dapat memenuhi target, termasuk IK nilai IKPA,
yang perlu melakukan pemantauan IKPA secara rutin setiap bulan hingga akhir Tahun; dan

b. Menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja pada dokumen laporan kinerja
tahun 2024. Perbandingan dilakukan per Indikator Kinerja yang dapat dibandingkan dengan
unit kerja lainnya.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPSPL Pontianak melalui surat
B.355/BPSPL.2/TU.140/11/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut terhadap
Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada
BPSPL Pontianak.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 tidak ditemukan kelemahan pada
pelaksanaan SAKIP Tahun 2025 pada unit pelaksana teknis BPSPL Pontianak. Tetapi adanya
penambahan anggaran PNBP sebesar Rp103,145 miliar (optimasi persetujuan penggunaan PNBP dari
10% menjadi 23%) melalui Revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025. Perubahan signifikan ini
berdampak langsung pada peningkatan pelayanan perizinan dan dukungan PNBP lingkup Ditjen PKRL,
yang seharusnya diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) level 2 Pusat dan UPT. Namun,
hingga saat evaluasi, BPSPL Pontianak belum mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
tersebut.

Rekomendasi di atas telah ditindaklanjuti melalui penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak
kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor
B.3331/BPSPL.2/HP.440/X11/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut
terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada BPSPL Pontianak, pada tautan http://tiny.cc/TLAKIP2025.

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan
capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan
memanfaatkan dropbox, google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat
pengembangan google form Montan (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai Inovasi
pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis google form untuk memudahkan dalam pemantauan
dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat
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membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-
lain pada setiap bulan.

Capaian kinerja Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 88.25, sementara itu,
pada Renstra DJPK target tahun 2029 ada sebesar 87.80, sehingga realisasi yang diperoleh sebesar
100.51%.

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai target IKU ini yaitu:

a.

Melakukan rapat bulanan pada 3 Januari 2025 sesuai Meorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor
1/BPSPL.2/TU.330/1/2025 tanggal 2 Januari 205 hal Rapat Bulanan Awal Tahun 2025.
Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal PKRL tanggal 7 Januari 2024 nomor
B.42/DJPKRL.1/TU.110/1/2025 perihal Permohonan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan DJPKRL Tahun 2025 melalui surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen
PKRL nomor B.86/BPSPL.2/TU.110/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal Penyampaian Nama
Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di BPSPL Pontianak Tahun 2025.

Melakukan penyusunan laporan kinerja Triwulan 1\VV/Tahunan 2024 BPSPL Pontianak. Laporan
kinerja BPSPL Pontianak telah disampaikan kepada Direktur Jenderal PKRL melalui surat Kepala
BPSPL Pontianak nomor B.176/BPSPL.2/TU.140/1/2025 tanggal 17 Januari 2025.

Melakukan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 BPSPL Pontianak kepada internal kantor
sesuai memorandum Kepala BPSPL Pontianak 9/BPSPL.2/TU.140/1/2025 tanggal 31 Januari 2025.
Melakukan rapat evaluasi dan perencanaan kinerja bulan Februari 2025 lingkup BPSPL Pontianak
pada tanggal 3 Februari 2025 sesuai dengan memorandum Kepala BPSPL Pontianak nomor
10/BPSPL.2/TU.210/1/2025.

Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 melalui perbaikan laporan kinerja
sesuai dengan Berita Acara Reviu Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024.

Melakukan dialog kinerja dan rapat kinerja bulan Maret 2025 lingkup BPSPL Pontianak pada
tanggal 4 Maret 2025 sesuai dengan surat undangan Kepala BPSPL Pontianak nomor
B.548/BPSPL.2/TU.339/11/2025.

Menyusun dokumen perencanaan Kinerja lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi Rincian Target,
Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan, Manual IKU dan Matriks Peran Hasil.

Melakukan monitoring kegiatan BPSPL Pontianak yang telah dilaksanakan tiap bulannya
menggunakan formulir elektronik “Montan” pada laman bit.ly/MontanPNK2025

Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini
meliputi kali revisi DJA pada 22 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.865/BPSPL.2/HP.320/1V/2025 tanggal 21 April 2025 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat hal Usulan Revisi Anggaran.
Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor
B.124/DJPK.1/TU.210/1V/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Pemutakhiran Rencana Penarikan
Dana Halaman I11 DIPA Triwulan 11 2025

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor
B.439/DJPK.1/TU.210/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Penyampaian Indikator Halaman I11
DIPA Bulan Mei 2025 dengan melakukan pemantauan terhadap target output (keluaran) kegiatan
dari mulai Perencanaan, Penyerapan dan Deviasi.

Melakukan pengusulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BPSPL Pontianak Tahun 2025
berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.882/BPSPL.2/KU.440/1V/2025.
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n. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke-13 sesuai surat Kepala KPPN Pontianak
nomor S-754/KPN.1701/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji-13.

0. Menghadiri Undangan Rilis APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode April 2025,
Asistensi dan Evaluasi SAKT]I serta Digitalisasi Pembayaran.

p. Menindaklanjuti surat Kepala KPPN Pontianak nomor S-785/KPN.1701/2025 tanggal 26 Mei 2025
perihal Penyampaian Informasi Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Tahun
Anggaran 2025.

g. Melakukan pengusulan Penetapan Akun Signifikan PIPK BPSPL Pontianak Tahun 2025
berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.882/BPSPL.2/KU.440/1V/2025.

r.  Melakukan Penginputan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup BPSPL Pontianak
melalui Aplikasi Kinerjaku KKP (http://kinerjaku.kkp.go.id).

s.  Menyusun Perubahan Dokumen Kinerja Tahun 2025 lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi:
perjanjian kinerja, capaian target, manual IKU dan rencana aksi.

t.  Mengumpulkan Dokumen Pendukung untuk Penilaian Mandiri SAKIP dan Menghadiri Undangan
Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL 2025 tanggal 10 — 11 Juli 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen
Pengeloaan Kelautan nomor B.1114/DJPK.1/TU.330/V11/2025.

u. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan Il 2025
sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1625/BPSPL.2/TU.140/V11/2025 tanggal 17 Juli
2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan Il Tahun 2025.

v. Melakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan
nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian
kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi
http://Kinerjaku.kkp.go.id

w. Melakukan Pemantauan Kinerja Lingkup BPSPL Pontianak bulan Juli s.d. September 2025
melalui formulir online Monitoring Kegiatan BPSPL Pontianak (Montan) pada laman
https://bit.ly/MontanPNK2025.

X. Melakukan Pengisian Pelaporan Online bulan Juli s.d. September Tahun 2025 melalui Aplikasi e-
Monev Bappenas (https://e-monev.bappenas.go.id).

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051] Layanan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan total pagu anggaran sebesar Rp40.500.000. Tidak terdapat
blokir anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025 tercapai Rp40.499.317. Rincian
Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-3. Realisasi Anggaran IKM 10 Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Revisi Realisasi Blokir
1 | [2367.EBD.953.051] Layanan
Monitoring, Evaluasi dan Rp 40.500.000 Rp 40.499.317 -
(0%)
Pelaporan
TOTAL Rp40.499.317
Rp40.500.000 (100%) -

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim
Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.86/BPSPL.2/TU.110/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim
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Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Selain itu
komitmen pengarusutamaan gender melalui penetapan Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di
Lingkungan BPSPL Pontianak dengan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.260/BPSPL.2/KP.440/1/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025.
Selain itu juga perlu melakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait
dengan dokumen perencanaan kinjera pasca pemisahan organisasi eselon I.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas
pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan
anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA — Bobot Penilaian 10%

Devisiasi RPD (Halaman 11l DIPA) — Bobot Penilaian 15%

Penyerapan Anggaran — Bobot Penilaian 20%

Belanja Kontraktual — Bobot Penilaian 10%

Penyelesaian Tagihan — Bobot Penilaian 10%

Pengelolaan UP dan TUP — Bobot Penilaian 10%

Dispensasi SPM — Pengurang Nilai IKPA

Capaian Output — Bobot Penilaian 25%
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Perhitungan Nilai IKPA didapatkan dari rumus berikut ini:

Nilai IKPA =Y,7_,(Nilai Indikator n x Bobot Indikator n) + Konversi Bobot — Dispensasi SPM
Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

Sangat Baik, apabila nilai IKPA > 95;
Baik, apabila 89 < nilai IKPA > 95;
Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau
Kurang, apabila nilai IKPA >70
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Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian
Keuangan pada laman https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/

Tabel 3.1.11-4. Capaian IKM 11 Nilai IKPA BPSPL Pontianak
SK-9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM-11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPk 2025-2029
Tahun : 5 —
2024 gﬁf ezl ey K'err;?mlllf: " | Terget ﬁm? %::SZ? Target 2029 410 a7
oops | Tahun2025| 0L | PK 2025 PR g g Target 2029
94,98 85 95,79 +0,81 89 107,63 01 105,26

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025
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1. Capaian IKM Tahun 2025

Capaian indicator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL
Pontianak tahun 2025 ini adalah sebesar 95,79 dengan target 85, sebagaimana pemantauan pada aplikasi
OM-Span terhadap nilai IKPA BPSPL Pontianak pada periode Desember 2025 dan Nota Dinas Kepala
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 111/SJ.2/RC.610/1/2026 Tanggal 10 Januari 2026
prihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester Il Tahun 2025. Adapun capaian nilai indicator kinerja
pelaksanaan anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.11.-5 Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA BPSPL Pontianak Tahun 2025

1 Kualitas Perencanaan | Revisi DIPA 10 100.00
Deviasi Hal. Il1l DIPA 15 82.26
2 | Kualitas Pelaksanaan | Penyerapan Anggaran 20 100.00
Belanja Kontraktual 10 93.33
Penyelesaian Tagihan 10 100.00
Pengelolaan UP dan TUP 10 91.14
3 | Kualitas Hasil Capaian Output 25 100.00

| Nilai Akbir -~

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Capaian Tahun 2025 adalah 95,79 (107,63%) dari target semester 89. Capaian Tahun 2024 adalah
94,98 (105,55%) dari target semester 90. Terdapat peningkatan capaian 2,08% dan Nilai 0,81 pada
tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup
BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya
tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 sebesar 95.79, sementara itu,
BPSPL Denpasar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebesar 94.11. Sehingga
jika dibandingkan Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih tinggi.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pemantauan nilai IKPA tahun 2025, tren nilai IKPA hingga Tahun 2025 mengalami
fluktuasi. Terdapat penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan pada bulan April 2025 dan perlahan
meningkat pada bulan Mei dan Juni. Penurunan ini disebabkan karena pada Triwulan | terdapat
dispensasi nilai IKPA menjadi 100 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu
penurunan nilai IKPA juga disebabkan penururan nilai penyerapan anggaran, dimana pada awal
Triwulan 11 belum dapat dimaksimalkan untuk menghindari tingginya nilai deviasi penyerapan
anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD). Pada Triwulan Il mengalami penurunan kembali
disebabkan dari nilai penyerapan anggaran dan adanya kendala dalma pelaksanaan kegiatan dan
administrasi keuangan antara lain keterlambatan realisasi anggaran, ketidaksesuaian rencana penarikan
dana dengan realisasi aktual, serta keterlambatan penyampaian dokumen pendukung pembayaran.
Triwulan IV terdapat penambahan PNBP yang mempengaruhi nilai IKPA. Masuknya penambahan
PNBP menyebabkan terjadi perubahan pada perencanaan dan target dana penarikan dana, sehingga
realisasi anggaran pada bulan berjalan belum sepenuhnya dapat mengimbangi peningkatan pagu yang
tersedia. Kondisi ini berdampak pada beberapa indikator IKPA, khususnya yang berkaitan dengan
deviasi perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga nilai IKPA mengalami penurunan dibandingkan
bulan sebelumnya.
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Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025
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Gambar 3.1.11-1. Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian IKM ini ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan
indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi,
ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Kendala yang muncul yaitu
sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaan mempengaruhi capaian nilai IKPA. Selain itu,
proses pengembangan aplikasi SAKTI juga berdampak kepada layanan keuangan. Selanjutnya dalam
rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan
penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran berkoordinasi secara aktif dengan Kantor KPPN
Pontianak dan melakukan monitoring secara berkala sehingga permasalahan yang ditemukan dapat
diatasi dan dimonitor perkembangannya. Sebagai upaya perbaikan, satuan kerja telah melakukan
penyesuaian rencana penarikan dana pasca TOP Up PNBP, percepatan pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari PNBP, serta peningkatan koordinasi antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan.
Selain itu, dilakukan monitoring secara lebih intensif terhadap realisasi anggaran dan indikator IKPA
agar dampak penurunan dapat diminimalisir dan capaian kinerja tetap terjaga pada periode berikutnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi
DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan
whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan
keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra DJPK 2025 — 2029

Capain Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025
sebesar 95.79, sementara itu, Nilai IKPA pada Renstra Tahun 2029 sebesar 91. Sehingga jika
dibandingkan capaian kinerja BPSPL Pontianak dan Renstra DJPK Tahun 2029 realisasi yang diperoleh
sebesar 105.26%.

7. Kegiatan Pendukung
Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :
Revisi anggaran meliputi

: Pagu
e I T e e
Triwulan | Rp16.846.280.000 Revisi POK 3 Januari 2025
21 Januari 2025
6 Februari
4 Maret 2025
Revisi DJA 25 Februari 2025
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Triwulan 11 Rp16.846.280.000 Revisi DJA 22 April 2025
Triwulan 111 | Rp16.846.280.000 Revisi DJA 2 Juli 2025
Revisi Kanwil 20 Juli 2025
8 September 2025
29 September 2025
Triwulan IV | Rp30.545.579.000 Revisi Kanwil 13 Oktober 2025
Revisi POK 15 Oktober 2025
Revisi DIPA DJA 31 Oktober 2025
Revisi POK 12 November 2025
12 Desember 2025
22 Desember 2025
23 Desember 2025
25 Desember 2025
26 Desember 2025

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.956.051] Layanan BMN;
[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan; [2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
dan [2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan dengan total pagu anggaran sebesar
Rp10.980.080.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp89.200.000. Realisasi anggaran pada Triwulan
Tahun 2025 sebesar Rp5.123.241.860, meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada
Triwulan 1. Realisasi anggaran ini digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Rincian
Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-5. Realisasi Anggaran IKM 11 Tahun 2025

No. | Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir
1. | [2367.EBA.956.051] Rp 20,135,928 i
Layanan BMN Rp20.140.000 (99,98%)
3. | [2367.EBA.994.001] Rp 7,196,133,637 i
Gaji dan Tunjangan Rp 7,872,395,000 (91,41%)
4. | [2367.EBA.994.002]
Operasional dan | Rp2.719.000.000 Rp2.718.413.514 -
> (99,98%)
Pemeliharaan Kantor
5. | [2367.EBD.955.051]
Layanan Manajemen Rp29.900.000 Rp29.900.000 -
K (100%)
euangan
TOTAL Rp10.641.435.000 Rp9.964.583.079 -
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Realisasi Anggaran

Rp25.000.000.000

Rp20.000.000.000

Rp15.000.000.000 Rp12.932.471.90

o 583.079

Rp10.000.000.000

Rp5.000.000.000 Rp5. 1.860

Rp
Triwulan | Triwulan I Triwulan 11l Triwulan IV

mm Realisasi  ==O==Pagu Anggaran

Gambar 3.1.11-2. Tren Realisasi Anggaran per Tahun 2025

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan
pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan
BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  nomor
5/BPSPL.2/KU.110/1/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan
TA 2025, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan
anggaran.

IKM 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak
(Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan
anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka
peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan
oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui
aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2025
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran
Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan
Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot
pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi
menjadi 5 (lima), antara lain:

Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
Baik, apabila NKPA >80 — 90;
Cukup, apabila NKPA >60 — 80 ;
Kurang, apabila NKPA >50 — 60;
Sangat Kurang, apabila <50

® o0 o
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Teknik Menghitung

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK
dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel Uraian Bobot
Efektivitas (75) 1.Capaian RO 75
1.Penggunaan SBK 10
Efisiensi (25) 3 Efisiensi SBK 15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas
1) Capaian RO
Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
n RVROp 1
= _ 0,
CRO ((Z[:l Tvaof)x n) x 100%
Keterangan:
CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVRO; : Realisasi Volume RO i
TVRO; : Target Volume RO i
n :Jumlah RO
b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan
SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK
serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L
dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan
RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam
PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri
Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara
penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK
SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan
RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam
PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri
Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara
penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK
SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

Y RO SBKK + ¥ RO SBKU
Penggunaan sy = (z RO SBKK dalam PMK + %, RO memenuhi kriteria SBKU

) x 100%

2) Efisiensi SBK
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Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK
dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

_ n  Indeks SBK; — Indeks RA SBK;\ 1 0
Espi = (Zizl Indeks SBK; )xﬁ *100%
Keterangan:
Esek : Efisiensi SBK tingkat Satker
Indeks SBK; : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks RA SBK; : Indeks Realisasi RO i SBK
n :Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:
NKPA Satker = (CRO x Wcro) + (Penggunaansgk x WPenggunaansgk) + (NEaiokasi %X WEaiokasi)

Keterangan:

NKPA Satker - Nilai Kinerja Satker
CRO : Capaian RO
PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
NEAlokasi - Nilai Efisiensi Alokasi

Capaian IKM 12 NKPA BPSPL Pontianak Sebagai berikut:
Tabel 3.1.11-6 Capaian IKM 12 Tahun 2025

SK-10 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Realisasi -
2024 Target Realisasi K.?_r;?]'lll(:n Target % Realisasi Taraet 2029 % Capaian thd
2025 2025 2025 PK 2025 | thd Target PK 9 Target 2025
98,11 71,5 98,57 +0,46 71,5 120 72.5 103.03%

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPSPL Pontianak
tahun 2025 ini sebesar 98,57 dengan target 71,5, sebagaimana pemantauan pada aplikasi Monev
Kementerian Keuangan terhadap nilai NKPA BPSPL Pontianak pada periode Desember 2025 dan Nota
Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 138/SJ.2/RC.610/1/2026 Tanggal 13
Januari 2026 prihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit
Eselon | dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Adapun
rincian nilai pada NKPA meliputi Capaian RO (100); Penggunaan SBK (85,71); dan Efisiensi SBK
(100).

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak
pada Tahun 2025 tercatat sebesar 98,57 dengan target 71,5. Sementara itu, pada Tahun 2024 capaian
yang diperoleh juga sebesar 98,14 dengan target 71. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya
dorongan perbaikan standar kinerja dalam perencanaan anggaran.

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak Tahun
2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta
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indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL
Pontianak Tahun 2025 sebesar 98,57. Sementara itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL
Tahun 2025 sebesar 97,86. Sehingga jika dibandingkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL
Pontianak lebih tinggi dari BPSPL Denpasar.

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan
yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau
perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut
mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya..

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi
DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan
aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian
rincian output. Perhitungan NKPA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak
perlu melakukan perhitungan manual.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar 98.57,
sementara itu, target pada Renstra DJPK tahun 2029 sebesar 72.5. Sehingga diperoleh realisasi sebesar
136.03%.

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input
Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari hingga Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan
secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka perencanaan anggaran:

a. Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini
meliputi kali revisi DJA pada 22 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.865/BPSPL.2/HP.320/1VV/2025 tanggal 21 April 2025 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat hal Usulan Revisi Anggaran.

b. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor
B.124/DJPK.1/TU.210/1V/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Pemutakhiran Rencana Penarikan
Dana Halaman I11 DIPA Triwulan 11 2025.

c. Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor
B.439/DJPK.1/TU.210/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Penyampaian Indikator Halaman I11
DIPA Bulan Mei 2025 dengan melakukan pemantauan terhadap target output (keluaran) kegiatan
dari mulai Perencanaan, Penyerapan dan Deviasi.

d. Melakukan tindak lanjut atas Memorandum  Sekretaris Ditjen PK  Nomor
B.650/DJPK.1/TU.210/V1/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Usulan Tim Program Prioritas Ditjen PK
TA. 2026.

e. Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini
meliputi kali revisi DJA pada 2 Juli 2025 dan 1 (satu) kali Revisi Kanwil Halaman 111 DIPA tanggal
10 Juli 2025.

f.  Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor
B.565/DJPRL.1/TU.210/V11/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Usulan Persetujuan Penggunaan
PNBP TA. 2025.
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g. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor
B.1190/DJPK.1/KU.520/V11/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Penyampaian KAK dan RAB Izin
Penggunaan PNBP TA. 2025 dan Usulan Izin Penggunaan PNBP TA. 2026 s.d. 2028.

h. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor
B.1426/DJPK.1/TU.210/V111/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Penyampaian KAK dan RAB
untuk Usulan Tambahan Izin Penggunaan Dana PNBP TA. 2025.

i.  Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan nomor
B.1436/DJPK.1/TU.210/V111/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Penyampaian Rencana Kerja
Kegiatan, Prognosa dan Realisasi Anggaran TA. 2025.

j. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.2163/DJPK.1/TU.210/1X/2025
tanggal 22 September 2025 hal Penyampaian KAK dan RAB untuk Penyesuaian Usulan lzin
Penggunaan Dana PNBP TA 2026 https://bit.ly/Usulan PNBP_2026-2028.

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.951.051] Layanan
Perencanaan dan Penganggaran dengan total pagu anggaran sebesar Rp60.000.000. Terdapat blokir
anggaran sebesar Rp59.400.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025. Rincian Realisasi
anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-7. Realisasi Anggaran IKM 12 Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Revisi Realisasi Blokir
1 | [2367.EBD.951.051] Layanan Rp 54,765,862 i
Perencanaan dan Penganggaran Rp 54,844,000 (99.86%)
TOTAL Rp 54,844,000 Rp 54,765,862 -

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan
pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan
BPSPL  Pontianak sesuai dengan  Keputusan Kuasa Pengguna  Anggaran  nhomor
5/BPSPL.2/KU.110/1/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan
blokir anggaran yang bersumber dari RM/PNBP/PHLN. Selain itu juga melakukan revisi anggaran jika
diperlukan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan
SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan
yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun TW Il 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025. Teknik
perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan
yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon |.
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Tabel 3.1.11-8. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak
SK-10 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM-13 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Tahun Target L Kenaikan % .
2024 Tahun e Tahun ot Realisasi Target 2029 b1 G
2025 Tahun 2025 2025 PK 2025 Target PK Target 2025
4 4 4 - 4 100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian Tahun 2025 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 4 (dua) dokumen dari
target Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen. Adapun capaian indikator kinerja Dokumen laporan
SPIP yang disusun yaitu:

a. Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak
kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/1/2025 perihal
Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan IV Tahun 2024.

b. Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan | Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak
kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/1\V/2025 perihal
Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan | Tahun 2025.

c. Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan Il Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak
kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1527/BPSPL.2/TU.140/V11/2025
Tanggal 9 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan Il Tahun 2025.

d. Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan Il Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak
kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.2449/BPSPL.2/TU.140/1X/2025 Tanggal
6 Oktober 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan Il dan
Pemantauan MR Tahun 2025.

Capaian Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 tidak terdapat perbedaan
dengan capaian 4 (empat) laporan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam penyusunan Laporan
SPIP MR setiap tahun.

Dalam mengukur perbandingan capaian Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak tahun
2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta
indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL
Pontianak tahun 2025 sebanyak 4 Laporan, sementara itu, BPSPL Denpasar Laporan SPIP yang disusun
Tahun 2025 sebenyak 4 Laporan. Sehingga jika dibandingkan Laporan SPIP yang disusun BPSPL
Pontianak dan BPSPL Denpasar masing-masing menyusun laporan SPIP sebanyak 4 Laporan,

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 4 (empat)
laporan. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan 1V Tahun 2024 dan Trwulan I,
Triwulan 11 dan Triwulan 111 telah disampaikan ke Sekretariat DJPK tepat waktu.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP
dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan
menghadiri kegiatan pemantauan SPIP, yang dilakukan setiap bulan, secara daring.
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Capaian Kinerja Laporan SPIP lingkup BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebanyak 4 dokumen, smentara
itu, Renstra DJPK Tahun 2029 tidak memiliki indikator yang sama. Sehingga capaian tidak dapat
dibandingkan.

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

a. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan IV Tahun 2024
sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/1/2025 perihal Penyampaian
Laporan Penyelenggaran SPIP Triwulan IV Tahun 2024.

b. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Januari Tahun 2025
sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.370/BPSPL.2/TU.140/11/2025 perihal
Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Januari Tahun 2025.

c. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Februari Tahun
2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.616/BPSPL.2/TU.140/111/2025 perihal
Penyampaian Laporan Penyelenggaran SPIP Bulan Februari Tahun 2025.

d. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan 1 2025 sesuai
Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor
B.781/BPSPL.2/TU.140/1V/2025 tanggal 10 April 2025

e. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Bulan April 2025 sesuai
Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor
B.1021/BPSPL.2/TU.140/V/2025 tanggal 10 Mei 2025

f. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Mei 2025 sesuai Surat
Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor
B.1296/BPSPL.2/TU.140/V1/2025 tanggal 10 Juni 2025.

g. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan Il Tahun 2025
sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1527/BPSPL.2/TU.140/V11/2025 tanggal 9 Juli
2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan Il Tahun 2025.

h. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Bulan Juli Tahun 2025
sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1880/BPSPL.2/TU.140/VI111/2025 tanggal 8
Agustus 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Juli Tahun 2025.

i. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP BPSPL Pontianak Bulan Agustus Tahun
2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2160/BPSPL.2/TU.140/1X/2025 tanggal 10
September 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus 2025.

J- Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan Il Tahun 2025 sesuai Surat
Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2449/BPSPL.2/TU.140/1X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan 111 Tahun 2025.

k. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Bulan Oktober Tahun 2025 Surat Kepala
BPSPL Pontianak Nomor B.2749/BPSPL.2/TU.140/X1/2025 tanggal 10 November 2025 hal
Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Oktober Tahun 2025.

I. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Bulan November Tahun 2025 sesuai Surat
Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3129/BPSPL.2/TU.140/X11/2025 tanggal 12 Desember 2025
hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan November Tahun 2025

m. Menghadiri Sosialisasi Penerapan Pengendalian dengan Pendataan Manajemen Risiko Tahun 2025
pada tanggal 30 April 2025

n. Melakukan pemantauan pengendalian internal Periode Januari s.d. Desember 2025 secara berkala.

0. Pengisian kegiatan pengendalian internal Periode Januari s.d. Desember 2025 pada tautan
https://linktr.ee/lapbul_spipsatkerkkp.
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Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051.C] Layanan
Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13.500.000.
Terdapat blokir anggaran sebesar Rp13.200.000. Belum terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.
Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-9. Realisasi Anggaran IKM 13 pada Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir
1. | [2367.EBD.953.051.C] Rp40.500.000 Rp40.499.317 -
Layanan Penyelenggaraan (100%)
Pengendalian Internal (SPIP MR)
TOTAL Rp40.500.000 Rp40.499.317 -
(100%0)

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam
pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim
Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.262/BPSPL.2/KP.440/1/2025 tanggal 24 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak
Tahun 2025.

Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Tahun 2026.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan
dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian
kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Perhitungan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019
dengan rumus sebagai berikut:

4
Ip = lei = IP, + 1P, + IP; + IP,
L

4

dengan,
IP; = Wyj X Ry
IP; = Way X Ry
IP; = W3;; X Ry
1Py = Wym X Rym
Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP; = Indeks Profesionalisme ke-i

IP. = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP; = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP, = Indeks Profesionalisme Disiplin
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le X le
Wai X Rak
W3 X R3

= Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
= Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k
= Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-I

Wam X Ram = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai Kategori
91-100 | Sangat Tinggi
81-90 | Tinggi
71-80 | Sedang
61-70 | Rendah

<60 Sangat Rendah

Tabel 3.1.11-10. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak

SK-9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Tahun - —
Target o Kenaikan % Realisasi .
2024 Realisasi Target % Capaian thd
TZ%Z‘E” Tahun 2025 2%“2“5” pK2025 | ML | Target2029 Target 2025
93,65 80 86,43 -7,22 80 108,03 85 101.68

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 ini
adalah sebesar 86,43 atau tercapai 107,82% daritarget sebesar 80, sebagaimana Surat dari Sekretaris
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.190/DJPK.1/TU.210/1/2026 tanggal 12 Janauri
2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester
Il Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan berdasarkan pemantauan pada
aplikasi IP ASN KKP periode Desember 2025 yang dapat diakses pada tautan https://ipasn.sdmao.id/ip-
asn . Adapun rincian penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak meliputi Kualifikasi
(21,93); Kompetensi (34,73); Kinerja (24,77); dan Disiplin (5).

Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 telah adalah
86,43 (108,03%) dari target tahunan 80. Capaian Tahun 2024 adalah 93,65 (106,42%) dari target
semester 88). Terdapat peningkatan capaian 1,61% pada tahun 2025, tetapi nilai akhir mengalami
penurunan nilai 7,22 pada tahun 2025.
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Gambar 3.1.11-3. Tren IP ASN Tahun 2025

Dalam mengukur perbandingan capaian Indeks Profesional ASN lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025
membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator
kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian Indeks Profesional ASN lingkup BPSPL
Pontianak tahun 2025 sebesar 86,43. Sementara itu, BPSPL Denpasar capaian Indeks Profesional ASN
Tahun 2025 sebesar 86,85. Sehingga jika dibandingkan Indeks Profesional ASN BPSPL Denpasar lebih

tinggi.

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh
setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan
perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak. Pemantauan pengembangan kompetensi
pegawai setiap triwulan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelatihan dan pengembangan
kompetensi yang sudah dilakukan oleh pegawai BPSPL Pontianak. Selain itu, adanya pemberian
kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal juga
pegawai menjadi faktor pendukung.

Selanjutnya penurunan capaian IKM ini dimungkinkan karena Predikat Kinerja Pegawal
didominasi oleh Predikat Baik, serta adanya Predikat Kinerja Cukup. Selain itu, kualifikasi pendidikan
dari pegawai masih didominasi tingkat pendidikan S-1/D- IV.

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan
teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload langsung sehingga
mempercepat proses perhitungan IP ASN pada situs ropeg.kkp.go.id.

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target
indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra / Matrik
Pendanaan 2025-2029 KKP adalah sebesar 85 pada tahun 2025, sedangkan capaian Indeks
Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak di tahun 2025 adalah sebesar 86,43. Sehingga capaian
pada tahun 2025 telah berhasil melampui target pada renstra.
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Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang
diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada Juli — September 2025

b. Menyelenggarakan Kegiatan AYO PINTAR Il (Tema: Membangun Budaya Tanggap Pertolongan
Pertama) pada 23 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.849/BPSPL.2/TU.330/1V/2025.

c. Penyampaian usulan Calon Penerima Beasiswa Program Master dan Doktoral dari Pemerintah
RRT Tahun 2025 pada tanggal 5 s.d. 9 Mei 2025.

d. Penyampaian usulan Calon Peserta Pelatihan Singapore Cooperation Programme Tahun
2025/2026 tanggal 15 s.d. 21 Mei 2025.

e. Penyampaian usulan Layanan Pencantuman Gelar diluar Tugas Belajar dan 1zin Belajar tanggal
15 s.d. 21 Mei 2025.

f.  Menghadiri acara Sosialisasi Permen KP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar
bagi PNS di lingkungan KKP tanggal 23 Mei 2025.

g. Penyampaian Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar a.n. Aprizal Junaidi sesuai Surat
Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1206/BPSPL.2/KP.930/V1/2025 tanggal 2 Juni 2025.

h. Penyampaian Usulan Nama Peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan  Level I sesuai  Surat Kepala BPSPL  Pontianak  Nomor
B.1309/BPSPL.2/KP.510/V1/2025 tanggal 13 Juni 2025.

i. Monitoring Capaian Indeks Profesionalitas ASN Seluruh Pegawai BPSPL Pontianak periode April
s.d. Juni 2025.

J. Pelaksanaan Layanan Kepegawaian Internal meliputi Permohonan Penyampaian Laporan
Triwulan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Diri Pegawai sesuai Memorandum Kepala BPSPL
Pontianak Nomor 13/BPSPL.2/TU.210/111/2025 tanggal 4 Maret 2025

k. Pelaksanaan Layanan Kepegawaian yang ditujukan ke Pihak Eksternal BPSPL Pontianak meliputi
(a) Usulan Calon Peserta Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah, dan Ujian
Peningkatan Pendidikan; (b) Usulan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan; (¢) Usulan Kenaikan
Gaji Berkala; (d) Usulan Pencantuman Gelar Pegawai; (e) Surat Keterangan Lainnya; (f)
Permohonan lzin Belajar; (g) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan (f) Lain-
lain.

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output
[2367.EBC] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal dengan pagu anggaran sebesar
Rp47.600.000. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp47.567.952 atau sebesar 99,93% dari
pagu bersih. Terdapat peningkatan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran per
Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.11-11. Realisasi Anggaran IKM 13

No. | Komponen/Subkomponen Pagu Revisi Realisasi Blokir
1. | [2367.EBC.954.051] Rp 47.567.952 )
Layanan Manajemen SDM Rp 47.600.000 (99,93%)
TOTAL Rp47.567.952
Rp47.600.000 (99.93%) -
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Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun
perempuan.

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait
target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2026, serta mekanisme pemberian izin belajar
dan tugas belajar pegawai.

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit,
Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV
Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL
Pontianak. Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

Jumlah Rekomendasi Itjen yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPSPL Pontianak

Jumlah Rekomendasi yang Diberikan kepada BPSPL Pontianak x100
Keterangan:
a. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka
perhitungan capaian sebesar 100.
b. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada
Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100.

Tabel 3.1.11-12. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak

SK-10 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL
Pontianak (%)
Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Tahun : fenc
Target . | Kenaikan % Realisasi . 8
2024 Tahun TaRr?:r!IZaOSQS Tahun P‘}I’(a;%ezts thd Target Target 2029 /?rgfpe?gggtgd
2025 2025 PK g
100 95 100 - 95 105,26 89 112.36

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hsil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2025 sebesar 100% dari target 95%, sesuai dengan
Surat Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan Nomor B.233/DJPK.1/TU.210/1/2026 tanggal
14 Januari 2025 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK Triwulan IV Tahun 2025, tindak lanjut hasil
pengawasan dapat dilihat pada aplikasi SIDAK KKP.

Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah 100% (105,26% dari target triwulanan 80%), sedangkan
capaian tahun 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80). Sehingga Capaian Tahun 2025 sama
dengan capaian tahun 2024. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir,
capaian kinerja IKU ini stagnan meskipun terdapat peningkatan target secara perlahan.
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Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Persentase Rekomendasi Hsil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL
Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun
perbandingan Nilai Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hsil Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 sebesar 100%, sementara itu, BPSPL Denpasar
Persentase Rekomendasi Hsil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2025
sebesar 87%. Sehingga jika dibandingkan Capaian pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang Dimanfaatakn untuk Perbaikan Kinerja di BPSPL Pontianak lebih tinggi.

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh oleh
rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL
Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak
lanjutnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan
aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 -2029, target
indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
Ditjen Pengelolaan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan di
Renstra adalah sebesar 89 pada tahun 2025, sedangkan capaian persentase rekomendasi Hasil
Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak di tahun 2025 sebesar 100
atau tercapai dari target Renstra.

Pada Tahun 2025 tidak ada audit dari Inspektorat Jenderal sehingga tidak terdapat kegiatan
pendukung pada Tahun 2025.

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga
tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam
pelaksanaan pemenuhan dokumen hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu melakukan monitoring terhadap
temuan Inspektorat jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.
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Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang
diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan (LK) BPSPL Pontianak Tahun 2025.

Jumlah Temuan LHP BPK pada BPSPL Pontianak yang Diselesaikan
Jumlah Temuan dalam LHP BPK pada BPSPL Pontianak

x 100%

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan
capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.11-13. Capaian IKM 16 BPSPL Pontianak

SK-9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-16 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)
Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Tahun enci
Target o . % Realisasi .
2024 Realisasi Kenaikan Target % Capaian thd
Tahun - rohin2025|  Tahun | pk2ops | thd Target | Target 2029 Target 2025
2025 PK
100 100 100 100 100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2024

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Pontianak pada tahun
2025 adalah sebesar 100% atau tercapai dari target 100%, sebagaimana Nota Dinas Sekretaris
Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan Nomor 119/DJPK.1/TU.210/1/2026 tanggal 12 Januari 2026
perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun
2025,

Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sementara target capaian pada tahun 2025
yaitu sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian
kinerja IKU ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara perlahan.

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator Persentase Penyelesaian Temuan lingkup
BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya
tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Persentase
Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Pontianak pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sementara itu,
BPSPL Denpasar Nilai Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Tahun 2025 sebesar 100%.
Sehingga jika dibandingkan Nilai Persentase Penyelesaian Temuan BPSPL Pontianak dan BPSPL
Denpasar sama-sama memperoleh nilai 100%..

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya
target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring
menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Pontianak. Selain itu, tidak adanya
pemeriksaan oleh BPK pada Tahun 2025 terhadap BPSPL Pontianak menjadi faktor pendukung dalam
keberhasilan capaian IKM ini.
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Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak
dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100%,
sedangkan target pada Renstra DJPK Tahun 2029 tidak ada, sehingga indikator kinerja tidak dapat
dibandingkan dengan renstra.

Pada Tahun 2025 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada
Tahun 2025.

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga
tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini
sehingga tidak dapt dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapaianya
IKM ini di Tahun 2026.

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas
menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah
48.
Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit.
Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 19,50,
dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen
“Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 3,75.

d. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 15,75.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL
dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan
penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada
Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 — 17 Maret 2022
dengan hasil evaluasi senilai 90,81.

Tabel 3.1.11-14. Capaian IKM 17 Nilai WBK BPSPL Pontianak
SK-10 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM-17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)

Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
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Tahun Target . Kenaikan % Realisasi . .

2024 Tahun TaRt?::szagzls Tahun P‘}I’(a;goezts thd Target Target2029 & %gf%?'ggztgd
2025 2025 PK g

90.81 85 90,81 85 90.81

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian indicator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Pontianak tahun
2025 adalah sebesar 90,81 dari target 85, sesuai dengan Nota Dinas nomor 127/DJPK.1/TU.210/1/2026
tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan.

Capaian nilai WBK BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 sebesar 90,81 dengan target 75.
Sementara itu, pada Tahun 2025 target yang ditetapkan meningkat menjadi 85, dengan capaian tetap
sebesar 90,81. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai capaian relatif sama dengan tahun
sebelumnya, peningkatan target pada Tahun 2025 mencerminkan adanya standar kinerja yang lebih
tinggi dan tetap mampu dipertahankan oleh BPSPL Pontianak.

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM lingkup BPSPL
Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan
fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Unit Kerja Berpredikat
Menuju WBBM BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 90,81, sementara itu, BPSPL Denpasar
Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2025 sebesar 87,57.

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya
target di akhir tahun. Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal serta menuju WBBM, BPSPL
Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan
pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan
pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat
kontrol internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun2025 —2029. Terdapat
perbedaan indikator kinerja dimana pada Renstra DJPK indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas
DJPK (nilai) sedangkan pada Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak merupakan indikator kinerja Nilai
Unit Kerja Berprdikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak, sehingga indicator kinerja ini tidak dapat
dibandingkan dengan Renstra DJPK 2025 — 2029.

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

a. Melakukan Penyampaian Bukti Dukung Data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL
Pontianak Triwulan | Bulan Maret Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.791/BPSPL.2/TU.140/1V/2025 tanggal 11 April 20205.
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b. Menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan | Tahun
2025 pada 30 April 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.934/BPSPL.2/KP.750/1\V/2025.

c. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak
Triwulan 1l Bulan April tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.984/BPSPL.2/TU.140/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.

d. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak
Triwulan 11 Bulan Mei tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor
B.1198/BPSPL.2/TU.140/V1/2025 tanggal 2 Juni 2025.

e. Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 pada 2 Juni 2025.

f. Melakukan penjaringan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi setiap bulan melalui tautan
https://forms.gle/1jZpFi2AHWdsaaRr7.

g. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak
Triwulan 1l pada tautan https://shorturl.at/NnHhR.

h.  Mengumpulkan dan menyusun data dukung setiap Pokja secara berkala.

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.960.053] Layanan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP dengan pagu anggaran sebesar Rp37.600.000.
Terdapat blokir anggaran sebesar Rp26.400.000 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp10.894.245. Terdapat peningkatan realisasi anggaran
jika dibandingan dengan Triwulan | tahun 2025. Besaran realisasi berdasarkan komponen dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.11-15. Realisasi Anggaran IKM 17 Tahun 2025

No. Komponen/Subkomponen Pagu Realisasi Blokir
1. | [2367.EBA.960.051.B]
Layanan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di
Lingkungan KKP

TOTAL Rp37.600.000 Rp37.593.252 -

Rp37.600.000 Rp37.593.252 -

Realisasi Anggaran
Rp40.000.000 S 5 Rp37.593.252 Rp37,593.252
Rp35.000.000
Rp30.000.000
Rp25.000.000
Rp20.000.000
Rp15.000.000

Rp10.000.000 Rp .245
Rp 384
Rp5.000.000
Rp-

Triwulan | Triwulan Il Triwulan [l Triwulan IV

mmm Realisasi —0O—Pagu Anggaran

Gambar 3.1.11-4. Tren Realisasi Anggaran

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam
pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender
pada Tim Inti Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak sesuai
Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 7/BPSPL.2/KP.750/1/2025 tanggal 21 Januari 2025.
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https://forms.gle/1jZpFi2AHWdsaaRr7

Rencana aksi pada tahun 2026 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka
penilaian Zona Integritas Tahun 2026. Diharapkan pada tahun 2026 BPSPL Pontianak bisa
mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan
Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal
yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan
internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan
Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak
akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas
hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.11-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori Interval Skor
AA Sangat Memuaskan >90 - 100
A Memuaskan >80 - 90
BB Sangat Baik >70-80
B Baik >60 - 70
CcC Cukup >50 - 60
C Kurang >30 - 50
D Sangat Kurang 0-30
Tabel 3.1.11-17. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak
SK-9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-18 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Tahun : —
Target . Kenaikan % Realisasi .
2024 Tahun TRﬁ a|I52aS£ Tahun P‘}I’(a;gezt thd Target Target2029 O/SJI_Capalgnzthd
2025 ahun 2025 2025 025 PK arget 2025
81,35 80 99,40 80 100 80 80,5

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian indicator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPSPL Pontianak pada
Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun
2025 sebesar 99,40 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dari target yang ditetapkan sebesar 80,
sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: 2021/SJ.6/TU.220/X1/2025
tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun
2025. Berdasarkan hasil verifikasi, unit organisasi BPSPL Pontianak menempati peringkat ke-2 tingkat
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peringkat pertama pada lingkup eselon | masing-masing.
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Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam tata kelola kearsipan serta konsistensi dalam
pemenuhan standar pengelolaan arsip yang akuntabel dan berkualitas.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 tercatat sebesar 81,35. Sementara itu, pada Tahun 2025 target
nilai yang ditetapkan sebesar 80 dan berhasil direalisasikan sebesar 99,40. Dengan demikian,
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan capaian yang signifikan sebesar +18,05
poin, sekaligus menunjukkan bahwa target kinerja pada Tahun 2025 tidak hanya tercapai hamun juga
terlampaui..

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL
Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan
fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan
Internal lingkup BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 sebesar 99,40 dengan kategori AA (Sangat
Memuaskan, sementara itu, BPSPL Denpasar Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar
86.11. Sehingga jika dibandingkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak lebih tinggi.

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong tercapainya
target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu adanya
Arsiparis Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas kearsipan dapat dilakukan
oleh SDM yang berkompeten. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak
keikutsertaan kegaitan secara daring.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut
adalah melalui keikutsertaan pegawai pada kegiatan bimbingan teknis kearsipan. Melalui kegiatan ini,
kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip meningkat sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih
efektif, meminimalkan kesalahan, serta mengurangi kebutuhan perbaikan berulang yang berpotensi
menambah penggunaan waktu dan biaya..

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 — 2029.
Target indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Pengelolaan Kelautan dan
Perikanan sebesar 80 pada tahun 2025, sedangkan capaian Niilai Pengawasan Kearsipan Internal
Lingkup BPSPL Pontianak di tahun 2025 sebesar 99,40. Sehingga capaian pada tahun 2025 telah
berhasil melampui target renstra.

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM vyaitu:

a. Pembenahan Arsip Usul Musnah BPSPL Pontianak
Penyusunan Arsip Usul Musnah dan Persiapan Penilaian Arsip pengisian ASKI
Menyelenggarakan Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Permen KP Nomor 42 Tahun
2022 Tentang Tata Naskah Dinas pada tanggal 27 Mei 2025

d. Pendampingan pengawasan kearsipan & asistensi arsip lingkup BPSPL Pontianak
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Gambar 3.1.11-5. Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output
[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan dengan pagu anggaran sebesar
Rp12.950.000. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp12.949.615. Realisasi anggaran dari
kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2025 (akumulatif dari Januari - Desember 2025) yaitu.

Tabel 3.1.11-18. Realisasi Anggaran IKM 18 Tahun 2025

1. | [2367.EBA.962.051]
Layanan Persuratan, Tata Usaha | Rp12.950.000 ?1%%%%%49.615
dan Kearsipan
TOTAL Rp12.949.615
Rp12.950.000 (10096)

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini
didukung dengan adanya  Surat  Tugas Kepala  BPSPL Pontianak Nomor
B.301/BPSPL.2/KP.440/11/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk proses penyeleksian arsip terhadap arsip
yang akan diusulmusnahkan di lingkungan BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025
Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapaianya
IKM ini di Tahun 2025.

IKM 19. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan

pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi
pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui
RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh
KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan
kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan
barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan
merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP

P t RUP PB] = 1009
ersentase j Pagu Pengadaan Barang)jasa X %
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Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih
dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap
angka capaian indikator ini.

Capaian IKM 19 Sebagai berikut:
Tabel 3.1.11-19. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-19 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL
Pontianak (%)
. Tahun 2025 Matriks Kinerja dan| Renstra DJIPKRL
R_Tf\’/'\'lsﬁs' Pendanaan 2025-2029
Target s Kenaikan % Realisasi .
2024 9
Tahun TaRr?L?LISZaOSES Tahun P-Il;a;g()z[s thd Target Target 2029 /?I_gf%?'ggztgd
2025 2025 PK 9
76 100 - 76 120 76 131.58

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada
SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 75%, sesuai dengan
Nota Dinas 41/SJ.7/PL.410/1/2026 dari Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa tanggal 13 Januari
2026 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum
Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%, sementara pada Tahun 2024 tidak terdapat
indikator kinerja yang sama. Tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2025
dengan Tahun 2024 karena tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada tahun 2024.

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator perbandingan Persentase Rencana Umum
Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan
dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang
ditargetkan. Adapun perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada
SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 100%, sementara itu, BPSPL Denpasar
Nilai Indikator Kinerja perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan
pada SIRUP Tahun 2025 sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya komitmen pimpinan
dalam memastikan seluruh paket pengadaan barang/jasa diumumkan melalui platform SIRUP secara
tepat waktu dan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut mendorong peningkatan transparansi, ketertiban
administrasi, serta akurasi perencanaan pengadaan. Selain itu, koordinasi yang baik antarunit kerja turut
memastikan proses penginputan dan pemutakhiran data berjalan optimal. Untuk menjaga keberlanjutan
capaian, dilakukan pemantauan secara berkala serta penguatan disiplin pelaporan agar seluruh paket
pengadaan dapat terpublikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan .

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Kkinerja ini tercermin dari
pengelolaan serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang
telah memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kompetensi tersebut mendukung proses
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pengadaan berjalan lebih efektif, tepat waktu, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi
maupun kebutuhan penggunaan sumber daya tambahan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara
optimal.

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025 — 2029.
Target indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP
Ditjen adalah sebesar 76 pada tahun 2025, sedangkan capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan
PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BPSPL Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 100. Sehingga
capaian kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target renstra.

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

a. Belanja Keperluan Perkantoran berupa Pengadaan Seragam Pegawai beserta Atribut sebanyak 51
pcs sesuai SP Nomor SP.32/BPSPL.2/PPK/SPK/V1/2025 Tanggal 10 Juni 2025.

b. Belanja Sewa berupa Pengadaan Sewa Mobil Kendaraan Roda Empat Operasional sebanyak 2 Unit
selama 6 Bulan sesuai SP Nomor SP.33/BPSPL.2/PPK/SPK/V1/2025 Tanggal 12 Juni 2025.

c. Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode April s.d. Juni 2025.

d. Pembelian Barang Persediaan Barang Konsumsi.

Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Barang dan Modal) sampai dengan 30 Juni 2025 adalah
Rp962.873.487 (45,25%) dari total Rp2.127.914.000. Adapun kegiatan lain terkait pengadaan
barang/jasa yang dilakukan pada Triwulan Il diantaranya adalah menindaklanjuti surat Sekretaris
Jenderal KKP nomor B.22/SJ.7/PL.430/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Penggunaan Aplikasi
Monev PBJ.

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga
tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih
belum terlihat.

Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu mengumumkan rencana umum pengadaan PBJ pada aplikasi
SIRUP lingkup BPSPL Pontianak periode Tahun 2026.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi
badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan
perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya. Salah satu
pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan
informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev
keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Aspek penilaian dalam
keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:
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mengumumbkan informasi publik,
menyediakan informasi publik,
sarana dan prasarana,
kelembagaan, dan

digitalisasi

P00 o

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (Self Assesment
Questionnaire) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan
informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). SAQ disediakan oleh Biro
Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP. Hasil penilaian
keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan
yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %. Nilai dan predikat atas
hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

INTERVAL
PREDIKAT
SKOR
Informatif 90 - 100
Menuju Informatif 80 -89,9
Cukup Informatif 60-79,9
Kurang Informatif 40 -59,9
Tidak Informatif <399
Capaian IKM 20 Sebagai berikut:
Tabel 3.1.11-20. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak
SK-9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-20 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)
Realisasi Tahun 2025 Renstra DJPK 2025-2029
Tahun : fenci
Target s Kenaikan % Realisasi .
2024 Realisasi Target % Capaian thd
TZ%Z‘E” Tahhun 2025 2%“2“5“ pK2025 | MO | Target2029 Target 2025
91 100 - 91 120 95 105,26

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Desember 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak adalah sebesar 100
dari target 91, sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KKP
Nomor 25/PPID-KKP/X11/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP Tahun 2025. Kegiatan pendukung yang dilakukan
pada Tahun 2025 yaitu menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Selain itu capaian indikator kinerja ini juga didukung dari keaktifan media sosial BPSPL Pontianak
dalam menyampaikan informasi secara berkala. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL
Pontianak (Nilai) tercapai 100 dengan target 91, persentase capaian kinerja mencapai 109,89%.
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Pada tahun 2024 juga tidak terdapat indikator kinerja tersebut sehingga capaian kinerja pada tahun
2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mengukur perbandingan capaian Nilai Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik lingkup
BPSPL Pontianak tahun 2025 membandingkan dengan BPSPL Denpasar, hal ini dikarenakan adanya
tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan Nilai Keterbukaan
Informasi Publik BPSPL Pontianak adalah sebesar 100 dari target 91, sementara itu, BPSPL Denpasar
Nilai Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebesar 100.

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025 dapat mendorong
tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini
yaitu keaktifan dalam melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun
website PPID BPSPL Pontianak.

Terdapat efisiensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan karena melibatkan pegawal
yang kompeten serta telah mengikuti pelatihan pelayanan publik. Selain itu, penugasan Tim PPID
melalui Surat Tugas dilaksanakan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan keterbukaan
informasi publik hingga ke tingkat wilayah kerja. Penguatan kapasitas SDM juga didukung melalui
pelaksanaan bimbingan teknis mengenai keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh
BPSPL Pontianak, sehingga pemahaman dan kemampuan petugas dalam memberikan layanan
informasi semakin meningkat.

Perbandingan capaian kinerja dengan target pada Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029
menunjukkan bahwa target indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Renstra DJPK
ditetapkan sebesar 95 pada tahun 2029. Sementara itu, capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik
BPSPL Pontianak pada tahun 2025 telah mencapai nilai 100. Dengan demikian, capaian tahun berjalan
telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

a. Menindaklanjuti Surat Permohonan Data Rencana Kegiatan Juli — Desember sesuai surat nomor
B.779/DJPK.1/HM.330/V1/2025

b. Menyusun Draf Siaran Pers Kementerian Kelautan Nomor SP.268/SJ.5/V1/2025 tentang
Penanganan Dugong Terdampar di Kalimantan Barat pada bulan Juni 2025

¢. Menyusun agenda setting kegiatan BPSPL Pontianak bulan April s.d. Juni 2025.

d. Tindak Lanjut atas Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor
B.5033/SJ.5/HM.470/1X/2025 tanggal 20 September 2025 hal Perpanjangan Waktu Pengisian
SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025

e. Melakukan publikasi kegiatan BPSPL Pontianak bulan April s.d. Juni 2025 melalui media sosial.

f. Tindak lanjut atas Surat PIh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Nomor B.5893/SJ.5/HM.470/X1/2025 tanggal 12 November 2025 hal Hasil Verifikasi SAQ
Monitoring SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun
2025
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Gambar 3.1.11-6. Penghargaan Predikat INFORMATIF
8. Realisasi Anggaran
Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.958.051] Layanan
Kehumasan dengan pagu anggaran sebesar Rp29.800.000. Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar
Rp29.763.150. Rincian realisasi anggaran per Kilasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 3.1.11-21. Realisasi Anggaran IKM 20 Tahun 2025

1. | [2367.EBA.958.051] Layanan
Kehumasan

Rp 29,800,000 | Rp 29,763,150
TOTAL Rp 29,800,000 | Rp 29,763,150

Realisasi Anggaran

Rp50.000.000
Rp45.000.000
Rp40.000.000
Rp35.000.000
Rp30.000.000
Rp25.000.000
Rp20.000.000 Rp17.225.182 Rp17.225.182 Rp17.590.337
Rp15.000.000
Rp10.000.000

Rp5.000.000

Rp-

Rp29.800.000

.150

Triwulan | Triwulan I Triwulan Il Triwulan IV

mmm Realisasi ==@=Pagu Awal

Gambar 3.1.11-7. Tren Realisasi Anggaran
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Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada indikator
kinerja ini belum terlihat.

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang
dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang
eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

a. Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada
implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
menjadi KKPR Laut (KKPRL).

b. Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang
berlangsung.

c. Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.

d. Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Teknik perhitungan indikator kinerja ini yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen
operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi dan monitoring
pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Tabel 0-1. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

SK-21 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU-21 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Dokumen)

. Tahun 2025 Renstra DJPRL 2025-2029
Realisasi
Tahun ; %
2024 Target Realisasi K_?_r;?]zlj(:n Target Realisasi Taraet 2029 % Capaian thd
Tahun 2025 | Tahun 2025 2025 PK 2025 | thd Target g Target Renstra
PK
3 2 2 - 2 100 -

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PRL, Desember Tahun 2025

Capaian IKU Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah
kerja BPSPL Pontianak yaitu 2 Dokumen yang terdiri dari dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut
dan dokumen monitoring pemanfaatan ruang laut. Verifikasi pemanfaatan ruang laut berupa penilaian
teknis dan/atau verifikasi lapangan terhadap 94 permohonan KPPRL, dengan hasil diterbitkannya 45
persetujuan KPPRL dan 9 konfirmasi KKPRL, sementara permohonan lainnya masih dalam proses
perbaikan dan sebagian telah ditolak. Monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL
Pontianak Tahun 2025 dilakukan terhadap 31 lokasi, yang tersebar di 11 kabupaten/kota di 4 provinsi.
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Diantara 31 lokasi tersebut, 24 diantaranya berupa kegiatan identifikasi dan/atau monitoring
pemanfaatan ruang laut. Kegiatan monitoring PKKPRL dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat
sebanyak 10 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 11 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 2 Kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Timur
sebanyak 9 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 4 Kabupaten/kota. Provinsi Kalimatan Utara
sebanyak 1 subyek hukum/lokasi yang tersebar di 1 Kabupaten/kota. Sebanyak 7 subyek hukum/nomor
KPPRL berpredikat “Taat’. Sebanyak 13 subyek hokum/nomor KKPRL berprdikat “Taat dengan
Catatan” dan sebanyak 4 subyek hukum/nomor KKPRL berpredikat “Tidak Taat”.

Pada tahun 2024 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dengan target 3 dokumen. Jika
dibandingkan dengan tahun 2025 target 2 dokumen dengan capaian 2 dokumen. Tahun 2024 terdapat
dokumen sosialisasi pemanfaatan ruang laut, verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut,
sedangkan tahun 2025 terdapat verifikasi pemanfaatan dan dokumen monitoring pemanfaatan ruang
laut.

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan dapat mendorong tercapainya target di
akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dari kegiatan verifikasi,
sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut, hal ini disebabkan karena saat ini telah terbit regulasi
terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek
pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP
Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Laut pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang — undangan.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan
keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan
dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya
juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring. Selain itu, penggunaan
system aplikasi berbasis web E-Sea mendukung dalam penggunaan dan penguatan ruang laut. System
aplikasi berbasis web dan mobile ini memiliki fungsi dan kelebihan untuk mendukung penggunaan dan
penguatan pengelolaan pemanfaatan ruang laut, proses ini dapat mempersingkat waktu proses perizinan
pemanfaatan dan pengendalian ruang laut.

Tidak terdapat indikator yang sama, sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan pendukung untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu:

a. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di
wilayah kerja BPSPL Pontianak.di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan.
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b. Verifikasi Permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Kegiatan verifikasi permohonan KKPRL berupa penugasan dari pusat ataupun pendampingan
penilaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Kegiatan penilaian teknis
dilakukan secara daring melalui zoom meeting. Jika dibutuhkan, BPSPL Pontianak juga melakukan
verifikasi lapangan untuk memverifikasi kondisi lokasi dan kesesuaian dengan informasi yang
diberikan dalam permohonan. Sepanjang Triwulan IV tahun 2025, BPSPL Pontianak telah
melaksanakan penilaian teknis terhadap 113 Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut (KKPRL) yang tersebar di 5 provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak. Pelaksanaan
monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan di Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kalimantan Barat terdapat 10 pelaku usaha/subyek
hokum pemanfaatan ruang laut yang tersebar di 4 kab/kota. Kalimantan Selatan terdapat 11 pelaku
usaha/subyek hokum pemafaatan ruang laut yang tersebar di 2 kab/kota. Kalimantan Timur terdapat 9
pelaku usaha/subyek hokum pemanfaatan ruang laut yang tersebar di 4 kab/kota. Kalimantan Utara
terdapat 1 subyek hokum yang tersebar di 1 kab/kota.

Tabel 0-2. Jumlah Penilaian Teknis di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Triwulan IV 2025

Lokasi
Bulan Kalimantan | Kalimantan | Kalimantan | Kalimantan | Kalimantan | Total
Barat Tengah Selatan Timur Utara

April 2 2
Mei 2 2 4
Juni 1 1 2 6 10
Juli 5 9 2 16
Agustus 1 4 1 6
September 1 7 4 12
Total 11 30 7 50

7. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian
Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar
Rp655.400.000. Dengan rincian Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut sebesar Rp198.899.000
dengan realisasi Rp198.868.6000 dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut sebesar Rp456.511.000
realisasi Rp455.353.673.

Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 0-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 1

| No. |  Komponen/Subkomponen | Pagu | Realisasi | Blokir
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1 | [2366.PBT.009] Verifikasi Rp198.889.000 | Rp198.868.600 -
Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut (99,99%)
2 | [2366.PBT.009] Monitoring Rp456.511.000 | Rp455.353.673
Pemanfaatan Ruang Laut (99.75%)
TOTAL Rp655.400.000 | Rp654.222.273 -
(99,82%0)

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal Desember 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Tahun 2025 yaitu Rp654.222.273 atau 99,82%
dari pagu anggaran sebesar Rp655.400.000 Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan
Dinas Biasa, Belanja Sewa dan belanja bahan.

Realisasi Anggaran

Rp1.000.000.000
Rp200.000.000
Rp800.000.000
Rp700.000.000
Rp500.000.000
Rp500.000.000 & 22273
Rp400.000.000
Rp300.000.000 Rp18 331
Rp200.000.000

Rp100.000.000 .
Rp- R

_Rp- Rp- ) !
Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV

mmm Realisasi —O—Pagu Anggaran

Gambar 3.1.1-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 1 Tahun 2025

8. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta
mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum
terlihat.

9. Rencana Aksi Tahun 2026
Tahun 2026 BPSPL Pontianak tidak mendapatkan tugas untuk penilaian teknis KKPRL karena ada
perubahan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja yang berlaku.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di
bawabh ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memilki Indikator Kinerja yang serupa sebanyak
19 indikator dari 20 indikator kinerja di BPSPL Pontianak. Terdapat 5 (lima) perbedaan indikator
capaian yang tidak dapat dibandingkan dan 16 indikator yang dapat dibandingkan.

Tabel 0-1. Perbandingan Capaian UPT PSPL

Nilai Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi Nasional di . .
! Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 55 59,10 Tidak ada | Tidak ada

*0)

Daerah yang Difasilitasi Penilaian
2 Evaluasi Efektivitas Pengelolaan 1 1 1 1
Kawasan Konservasi Daerah di
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Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Provinsi)

Masyarakat yang Ditingkatkan
Kapasitas dalam Pemanfaatan
Kawasan Konservasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

24 24 30 30

Kerja Sama Konservasi yang
4 | Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL 1 4 Tidak ada | Tidak ada
Pontianak (Kesepakatan)

Jenis Ikan Terancam Punah yang
Dilakukan Pendataan,
Penyadartahuan, Perbaikan Habitat
5 | atau Pemulihan Populasi dan 7 10 Tidak ada | Tidak ada
Penanganan Biota Dilindungi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Jenis)

Jenis Keanekaragaman Hayati
Perairan yang Dimanfaatkan secara
Berkelanjutan di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Jenis)

Nilai Minimum Kinerja Pelayanan
Perizinan Pemanfaatan

7 Berkelanjutan Biota Perairan di 80 100 80 90
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Nilai)

Dokumen Identifikasi Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(Dokumen)

Lokasi yang Difasilitasi
9 | Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa 3 3 Tidak ada | Tidak ada
Bahari (Lokasi)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL

10" | pontianak (Nilai)

70 88,25 70 86,90

Indikator Kinerja Pelaksanaan
11 | Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak 89 95,79 89,5 94,11
(Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

121 (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)

715 98,57 71,5 97,86

Laporan SPIP yang Disusun
13 | Lingkup BPSPL Pontianak 4 4 4 4
(Dokumen)

Indeks Profesionalitas ASN BPSPL

14 Pontianak (Indeks)

80 86,43 80 86,51

Persentase Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan

untuk Perbaikan Kinerja BPSPL 95 100 9 100
Pontianak (%)

Persentase Penyelesaian Temuan
BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)
Nilai Unit Kerja Berpredikat

17 | Menuju WBK/WBBM Lingkup 85 90,81 75 75
BPSPL Pontianak (Nilai)

15

16 100 100 100 100

1
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Nilai Pengawasan Kearsipan

Internal BPSPL Pontianak (Nilai) 80 99,40 80 80

Persentase Rencana Umum

Pengadaan PBJ yang Diumumkan

pada SIRUP Lingkup BPSPL 76 100 76 76

Pontianak (%)

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

BPSPL Pontianak (Nilai) 9 100 9 a1

Dokumen Operasional Perizinan
Pemanfaatan Ruang Laut yang - .

2 disusun di wilayah kerja BPSPL 2 2 Tidak ada | Tidak ada

Pontianak

18

19

20

1
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3. 3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 BPSPL Pontianak
didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun
2025 Nomor: SP DIPA-032.07.2.477425/2025 tanggal 1 Desember 2024. Anggaran di BPSPL
Pontianak mengalami beberapa perubahan berupa penambahan dan/atau pergerseran pagu anggaran
sebagai berikut.

Anggaran Awal Pergeseran Anggaran Revisi  Tanggal Keterangan

Anggaran
16.846.280.000 - - | 1 Desember 2024 -
16.846.280.000 - 16.846.280.000 | 2 Juli 2025 Buka Blokir
PNBP
16.846.280.000 | 14.210.000.000 31.056.280.000 | 31 Oktober 2025 Penambahan
Anggaran Dana
PNBP
31.056.280.000 510.701.000 30.545.579.000 | 12 Desember 2025 Pergeseran
anggaran  pada
Kegiatan
Dukungan
Manajemen

Total pagu anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025 sebesar Rp30.545.579.000. Realisasi
anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di https://spanint.kemenkeu.go.id/ . Pada Tahun 2025,
realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp26.199.742.479 atau 85,77% dari Pagu Revisi
anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana
pada tabel dibawabh ini.

Tabel 0-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2025

Persentase Persentase

Kegiatan ng::r Pagu Revisi (Rp) Blokir Pagu Efektif Re(?!'psf - PaRge:Is:\f;si R%z:;?a
C) Efektif (%)

1. /(2362) PNP 16.360.000.000 | 2.446.260.000 | 13.913.740.000 | 13.287.941.675 81,22 95,50

Perlindungan dan

Pemanfaatan

Kawasan

Konservasi dan

Keanekaragaman

Hayati Laut
2. |(2363) Penataan PNP 700.000.000 0 700.000.000 699.757.450 99,97 99,97

dan Pemanfaatan
Jasa Kelautan

3. |(2365) PNP 200.000.000 0 200.000.000 199.822.692 99,91 99,91
Pendayagunaan
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

4. (2366) PNP 2.375.000.000 585.600.000 | 1.789.400.000 1.784.888.953 75,15 99,75
Perencanaan
Ruang Laut

5. |(2367) Dukungan RM 10.910.579.000 0| 10.910.579.000 | 10.227.331.709 93,73 93,73
Manajemen
Internal Lingkup
Ditjen Pengelolaan
Ruang Laut

Total 30.545.579.000 | 3.031.860.000 27.513.719.000 6.199.742.479 85,77 95,22
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Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per Desember 2025

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak

terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1.

Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan
kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat
sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit
organisasi pemerintah

Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai
untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar
kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang
dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya
pelayanan yang bersifat internal.

Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai
dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan
yang bersifat eksternal.

Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset
tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas
minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 0-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

(51) Pegawai Tahun 2025 7.872.395.000 7.191.137.406 91,35
(52) Barang Tahun 2025 15.452.684.000 11.907.139.807 77.06
(53) Modal Tahun 2025 7.220.500.000 7.101.465.266 98.35

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal Desember 2025)

Dari total Pagu Revisi anggaran berdasarkan revisi terakhir realisasi untuk belanja pegawai sebesar

91,35%, untuk belanja barang sebesar 77,06% dan untuk belanja modal 98,35%. Realisasi anggaran
per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

3.

Realisasi anggaran belanja pegawai pada Tahun 2025 sebesar Rp7.191.137.406 (91,35%). Belanja
pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/lstri PNS, anak PNS,
struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat
pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja
pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.

Realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2025 sebesar Rp11.907.139.807 atau 77,06% dari
Pagu anggaran Rp15.452.684.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut

a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman

surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi,
langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya,
pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.

b. Belanjabarang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya,

perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp7.101.465.266 (98.35%)
dengan pagu Rp7.220.500.000
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Capaian IKU yang ditargetkan pada Tahun 2025 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawaasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(%) tercapai 59,10 dari target 55 sehingga persentase capaian sebesar 107,54%

2. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengeelolaan Kawasan Konservasi daerah
di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Provinsi) tercapai 1 provinsi dengan target 1 provinis sehingga
persentase capaian sebesar 100%

3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai sebanyak 24 dengan target 24 orang sehingga persentase
sebesar 100%

4. Kerjasama Konservasi yanag Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai
4 kesepakatan dengan target 1 Kesepakatan dengan Persentase 120%

5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau
Pemulihan Populasi serta Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
tercapai sebanyak 10 jenis dari target 7 jenis, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%

6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja
BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai sebanyak 9 jenis dari target 4 jenis, sehingga persentase capaian
kinerja mencapai 120%.

7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai sebesar 100 dari target 80, sehingga persentase capaian
kinerja mencapai 120%

8. Dokumen Identitifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil yang Disususn di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dengan target 1 dokumen persentase capaian Kinerja
mencapai 100%

9. Lokasi yang Difasilitasi Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari (Lokasi) tercapai 3 Lokasi
dengan target 3 lokasi persentase mencapai 100%

10. Nilai PM Sakip Lingkup BPSPL Pontianak (nilai) tercapai 88,25 dengan target 70 sehingga
persentase capaian kinerja mencapai 120%

11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 95,79 dengan
target 89 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 107,63%.

12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 98,57 dengan
target 71,5 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%

13. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target
4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.

14. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai 86,43 dengan target 80 sehingga
persentase capaian kinerja mencapai 108,04%.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL
Pontianak (%) tercapai 100 dari target 95 sehingga persentase capaian sebesar 105,26%.

16. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dengan target
100% sehingga persentase capaian Kinerja mencapai 100%

17. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 90,81
dengan target 85 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 106,84%

18. Nilai Pengawasan Kearsipan internal BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 99,40 dengan target 80,
sehingga persentase capaian kinerja mencapai 120%.

19. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL
Pontianak (%) tercapai 100%o dari target 76%o sehingga persentase capaian sebesar 120%.

20. Persentase Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 100 dengan target
91, persentase capaian kinerja mencapai 109,89%.
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21. Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak (Dokumen) dengan capaian 2 dokumen dengan target 2 dokumen sehingga persentase
capaian kinerja sebesar 100%

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan
blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.

2. Melakukan koordinasi terkait anggaran Lautra dan mekanisme yang berlaku

3. Melakukan penyesuaian RPD dan rencana aksi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari PNBP.

Tindak lanjut dari rekomendasi laporan kinerja periode sebelumnya sebagai upaya optimalisasi capaian
kinerja pada tahu 2025.

Tabel 3.1.11-1 Tindak lanjut rekomendasi laporan Kinerja pada tahun 2025

No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | Data Dukung

Triwulan | 2025

1. - Melakukan Tindak lanjut dari upaya | https://drive.google.com/driv
koordinasi dengan | optimalisasi ~ capaian  target | e/folders/1tVVO8uRI48g5b U
Sekretariat Ditjen | kinerja pada Triwulan | Tahun | imk68U6FKnUIRWIBML?u
Pengelolaan 2024 yaitu telah dilakukan | sp=drive_link
Kelautan/Pengelolaan | koordinasi aktif dengan
Ruang Laut terkait | Sekretariat Ditjen Pengelolaan
dengan  pembukaan | Kelautan dan Pengelolaan Ruang

blokir anggaran yang
bersumber dari PNBP

Laut terkait dengan pembukaan
blokir anggaran melalui rapat

- Melakukan | pembahasan anggaran PNBP
koordinasi dengan | secara daring. Telah terbit
Sekretaris Direktorat | Persetujuan Penggunaan Dana
Jenderal Pengelolaan | PNBP  Ditjen  Pengelolaan
Kelautan terkait | Kelautan dan Ruang Laut
dengan Penyusunan | berdasarkan  Surat  Menteri
Dokumen Keuangan Republik Indonesia
Perencanaan Kinerja | Nomor S-76/MK/AG/2025
yang baru. tanggal 10 Mei 2025. Namun,

masih belum dilakukan
penetapan MP PNBP untuk
pencairan dana PNBP yang dapat
digunakan pada lingkup Ditjen
PK dan Ditjen PRL, sehingga
kegiatan yang bersumber dari

dana PNBP belum dapat
dilaksanakan sehingga tetap
perlu  melakukan koordinasi
dengan  Sekretariat  Ditjen
Pengelolaan Kelautan terkait
dengan anggaran yang

bersumber dair PNBP.

Triwulan 11 2025
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https://drive.google.com/drive/folders/1tV08uRl48g5b_Uimk68U6FKnUiRWlBML?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tV08uRl48g5b_Uimk68U6FKnUiRWlBML?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tV08uRl48g5b_Uimk68U6FKnUiRWlBML?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tV08uRl48g5b_Uimk68U6FKnUiRWlBML?usp=drive_link

2. - Melakukan
koordinasi  dengan
Sekretariat  Ditjen
Pengelolaan

Kelautan/Pengelolaa
n Ruang Laut terkait
dengan pembukaan
blokir anggaran yang
bersumber dari
PNBP.

- Melakukan
penyesuaian ~ RPD
dan rencana aksi
untuk persiapan
pelaksanaan kegiatan
yang bersumber dari
PNBP

telah  dilakukan  perubahan
dokumen perencanaan Kinerja
pada bulan Juni 2025,
menyesuaikan dengan
nomenklatur Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan. Dokumen
tersebut  meliputi:  perjanjian
kinerja, manual indikator kinerja,
rincian target, rencana aksi dan
penyesuaian  pada  aplikasi
http://Kinerjaku.kkp.go.id.
Namun, masih perlu melakukan
penyesuaian Rencana Penarikan
Dana dan rencana aksi dalam
rangka mempersiapkan
pelaksanaan  kegiatan  yang
bersumber dari PNBP.

https://drive.google.com/driv
e/folders/13WWNvUdU4Ztl
H923NXkXaR0JW 1gppXP

2usp=drive_link

Triwulan 111 2025

3. Menambahkan data
dukung pada laporan SPIP

Telah ditambahkan data dukung
laporan SPIP

https://drive.google.com/driv
e/folders/1iINYN5ppRmtO4
BKwI2R Vys5s0QWwJr7Z
M?usp=drive link

Demikian laporan kinerja (LKj) tahun 2025 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam
pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkungan Balai Pengelolaan Kelautan
Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
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http://kinerjaku.kkp.go.id/
https://drive.google.com/drive/folders/13WWNvUdU4ZtlH923NXkXaR0JW_1gppXP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13WWNvUdU4ZtlH923NXkXaR0JW_1gppXP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13WWNvUdU4ZtlH923NXkXaR0JW_1gppXP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13WWNvUdU4ZtlH923NXkXaR0JW_1gppXP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iNYN5ppRmtO4BKwI2R_Vys5sQWwJr7ZM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iNYN5ppRmtO4BKwI2R_Vys5sQWwJr7ZM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iNYN5ppRmtO4BKwI2R_Vys5sQWwJr7ZM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iNYN5ppRmtO4BKwI2R_Vys5sQWwJr7ZM?usp=drive_link
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1. Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak Awal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEXA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www kip 00 &1 SUREL sosondinemodiDids 00 of

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeitf, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kaml yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syarif lwan Taruna Alkadrie

Jabatan . Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Portianak
Selanjutrrya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ketautan dan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerfa yang seharusnya sesual
lampiran pedangian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan
pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinedja dari peranfian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta?$ Januari 2025
Pihak Kedua Pibak Pertama
Direktur Jenderal Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan Ruang Laut Pesisir dan Laut Pontianak
Victor Gustaaf Manoppo - Syarif lwan Taruna Alkadrie

1
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)

PONTIANAK
F SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1| Menngkatnys Pengeloiaan 1. Niai Efertivitas Pengeiolaan 55 |
dan Permanfaatan Kawasan Kawasan Kooservasi Nasional di !
Konservas c Weayah Kena Witayah Kerja 8PSPL Pontisnsk
BPSPL Pontanak %)
|
2. | Tedfashmsinga Penian | 2 | Dasrah yang Oawitas Penias |
Evaluasi Efekiivitas | Evaluasi Efektivitas Pengeloiaan |
- Pengeloiaan Kawasan | Kawasan Konservasi Daersh di
| Konservasi Daerah o Wilayah - Wiayah Kenja BPSPL Ponsanak
Kerja BPSPL Pontianak L (Proving) L
3. | Meningkatnys Kapasitas 3. Masyarakat yang Ditinghatan 24
Masyarakat dalam . Kapasitas dalam Permacdastan
Pemanfaatan Kawasan - Kawasan Konservasi & Wiayah
Konservas: & VWayah Keqa Kena BPSPL Pontianak (Orang)
BPSPL Pontanaik
4 | Meningiatrys Peiaksanasn 4 Kerja Sama Konservasl yang 1
Konvensi dan Kontibust Kedja Dérvsiasi 0l Wilayah Kana |
Sama. Jaanng. dan Kemraan BPSPL Porsanak (Kesepakatan)
untuk Mendukung Konservas
yang Efekti! di Wilayah Kerja
I 8PSEL Pontianak |
|
5. | Terkeioianya §  Jers lan Terancam Punab yang T
Keanekaragaman Hayat Oiakuian Pesdasan
Peraran yang Terancam Pervyyadariahuan, Perbakan
Punah dan'atay yarg Habtat 3ty Peernhan Populast
Dvndungl darvatau yang dan Peranganan Bucta Dilndung
Dilestarkan di Wiayah Kefjo di Wiayah Kerjs BPSPL
BPSPL Pontianak (Jenis)
|
8. | Terkeiolanya Perantaatan 6. | Jenvs Keanekaragaman Hayas 4
Keanekaragaman Hayat Perairan yang Dimantaatkan
Perairan yang Diindung: secara Berkelanutan ¢ Wiayah
canatau Appendis CITES Kevrja BPSPL Pontianak (Jenis)
secara Berefanjutan di
Wilayah Kera BPSPL
Pontianak

1
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

11| Nelai Kinena Perencanaan s

| |

| 12 | Laporan SPIP yang Osusun 4 T

1 :

| |
!

13 Indeks Profesionaitas ASN 87

14 Persentase Rexkomendasi Hasd 95

15 Persentase Peryelesaan 100

16, | Ndal Uni Kena Beeprecikat 85
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA . TARGEY

17 | Néai Pengawasan Kearsipan | ®
Internad BPSPL Pontanak (Néai)

——

| 18 Persentase Rencana Umum 76

. Pengadaan PBJ yang
Diumumkan pada SIRUP |
Lingkup BPSPL Pontanak (%)

719, Nial Kelertukaan Informass 91
l Pubick BPSPL Pontianaix (N&as)
|

————

1
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Data Anggaran

NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1. | Pengelotaan Konservasi dan Biota Perairan 4.350.000,000
2. | Pendayagunaan Pesisic dan Pulau-Pulau Kec 200.000,000
3. | Penataan Ruang Laut 875.000.000
Dukungan Manajemen internal Lingkup Ditjen
4| Pengelotaan Ruang Laut 11.421,280,000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025 16.846.280.000
Jakarta, 24 Januari 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama
Jendoral Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan Ruang Laut Pesisir dan Laut Pontianak
Victor Gustaal lanoppo/\ Syarif lwan Taruna Alkadrie

1
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2. Perjanjian Kinerja Revisi |

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL

| * ‘ PENGELOLAAN KELAUTAN
P SALAN NEDAN NIRDEXA TIMUR NOMOR ¢
JAEARTA I ROTAC POS 41500 20 10041

- o utmm')nm AACAK) FAREARLE (0211 3620587

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202§
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK

Dalam tangha mewuudian mangemen pemenniahan yang olelil ransparan,
shurtabel dan borodentas pada hasd, kar yang bertanda tangen & Sewah ine

Nava : Syard hwan Tarana Alkadrie

Jabstas : Kepalo Balse Pengelolaan Surmber Dayn Pesiak das Laut Pontarak
Selanputeya Saebul phak pertama

Nara A Kotvwara

Jahatan Deektur Jorceal Pengeiciass Kelautan
Selakos sasan pihak pertama. selanguinya SseOut phak kedua

Plak potama berjery skan mewgudias twegel Unats yang sehanmays sosasi
Bmpitan pecandan e dalam rangha mencapal Larget Lnega angha merergan seget
yang ielah dietapban dalam Cohumen perercansas. Kobermasian dan hegaguiem
pencapaian Swpet Knera tersebut meniad 1aNgQuUAg Bvad hami

Pirak kodua akan melabuban supervisl yang dperiucan sets akan melaksican evalasi
WrNA0AD CAPMAN Knenja dan penanian i dan mergamisl Indakan yorg dgeduban
datam tangka peTGarian penghaigaan dan sanka

Jakarts 30 20 2025
Prax Keaua Ahak Perara
Dwestur Jenderad Pengeoaan ¥ elautan Kepaa Baly Pergeiciaan Surnter Daya
Pasiar dan Lt Pontarak
¥ ) Serwes tesvann W )| Secers Bxairens
A Koswara Syan! wan Taruna Alkadro

1
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BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PONTIANAK

1| Menngeatiys Pengeiciaan 1| Mol Cloktwitas Pongetinen
don Pemarfastan Kawasan Kawasen Kosservasi Nasonal ¢
Konsorvas & Wawpah KXo Wikayah Kerjs BFSPL Pontanek
BPSSL Portlanat ™)

3| Veriuubiasirrys Panisian 3| Oaseah yang Dfisitas Poriain
Evoluan Elektvitas Evsluae Elebtvitas Porgeioaan
Pengoiciaan Kyassan Xawasan Koagervas Ooerah &
Kensorvas Dacrah & Wiaysh Wilayah Kerja BPSFL Postanak
Kerja PSP Portianak Prownal)

3. | Mennguanyw Kapastias 3 | Masyarakat yang DEwghascan
Mavyparahal catans Kapantay Suars Purarfastas
Pemantaaan Kaywasar Kawasar Konservast & Wikiyan
Konsorvas & Wiaph Xop Kerja BPSPL Portianak (Orang)
BPSPL Portanak

4 | Mennguatys Pelakasnasn 4. | Kena Sama Koeservas yang
Konvers dan Konkbus Kera Dirdsian @ Wiayoh Kerla
Sama Jepeng. Can Kemirsen BPSIL Portanat (Kesepaatan)
Unuh NMendusung Konservasl
yang Ededa & Wiayah Kena
BPSPL Portianak

8| Yorkakclarya 5 | Jerss than Yorascam Punsh yang
Kearebaagaran Hagat Odakasan Pendaaan.
Peravan yang Terancam Peayacatatuan, Perbakan
Punah dantatau yang Matdat stau Pemuinan Populay
DNndang canvitau yang dan Penangaran Bota Dandung
Ddentariie & Wikyah Kerg ¢ Wiayw Kena BPSPL
BPSEL Portianak Pontorak (Jers)

8 | Terkeiolarys Pemantastan & | Jervs Keansharagaman Hayal
Kearokaagorran Hayast Pecaran yang Dimantaathan
Peravan yang Dindung secars Bedelanjutan & Wikeyah
dandaioy Agpendhs CITES Kerla BPSPL Postianak (Jerss )
secara Seetargeten &

Witayah Keda BPSPL
Pontanak

INERJA TAHUN 2025

1
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mm-n::u Pen2iran Pemarfastan
Peraran & Wiaysh Berkatarytan Bota Perasan di
BPSPL Ponkanak Wikayah Kerjs BPSPL Postane

8 | Tersusunnya Dokumen A | Dokumen iortiias: i
Dentfias Pemaiaatar Pemantaatan Pulaw Pulay Kool

Pl Putau Keol o Wiaysh yang Dsatun & Waaysh Kera
Kerja BPSPL Portanak 0PSO Portanat (Dokurren)

Outirgan Masaenal yang Poatanak (Nds)
Bak Unghup BPSPL
Pootanas 10, | indiuricr Kineds Polsksanaan 86

Anggaran (BOPA) BPSPL
Pontanas (N

11 | Nl Knena Pelencanaan ns

13 | ndeks Profesionaitas ASN 0

14, | Persentane Rebomrendsas Had 5

Pontarak (%)
16 | Persentase Porysiesaan 100

10. | Nies Urst Kaos Bogrecicat s
Menuu WEBBM Linguep BPSFL
Pontarak (Nia)

1
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SASARAN REHATAN IRDEATON HKNERLA TARGET
17, | Mim Pengawasss Knarspan B

iniermal BFSPL Pondasak |l

18, | Perseniass Rencana Lmeim A
Pengadan PR pang
Dasrrearmivin pads SIRUP
Lingiue BPGPL Ponbarak %)

169, | Mg Kisberbusaan Infimmas -y
Puiia BPSPL Pondiarak [Feis |

1
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Data Anggaran

NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp )
1 mmmmm 4350 000 000
2 | Percayagueasn Pesser dan Putau-Putau Keal 200 002 000
W | st it o et 11,421 280.000
Jakana 30 e 2025
Pirek Keous Pihak Pertara
RS,  eSemei
W ) Secen Desnana Y ) Secers Custorns
A Koswars Syarlf wan Taruna Alkadrio
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3. Perjanjian Kinerja Revisi Il

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 10
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4120 JKP 10041
mvomomamoro (LACAK), FAXSIMILE (021) 3520057

LAMAN winm Ak 00 6 SUREL seaorainensi@isp oo &f

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PONTIANAK

Dalam rangka meaujudkan manajemen pamerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berodientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan & bawah ini:
Nama : Syarif twan Taruna Alkadrie
Jabatan : Kepala Balal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . Kartika Listriana
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaky atasan pihak pertama, selanpiya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanyl akan mewujudcan target kinerja yang seharusnya sesual
mpran peranjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasian dan
kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjad tanggung jawab kami,

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjang@an inl dan mengambl tindakan yang
dipeciukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Jund 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Kepala Balai Pengeiotaan Sumber Daya
Penataan Ruang Laut Pesisir dan Laut Portianai
| * | Secara Clektronik \ ? | Secara Dektronik
\O__/ O_,/
Kartika Listriana Syarif lwan Taruna Alkadrie

1
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

(BPSPL) PONTIANAK
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terselenggaranya 1. | Dokumen Operasionalisasi 2
Pemantaatan dan | Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
Pengendatan Ruang Laut di | yang disusun di Wilayah Kedja
Wikayah Laut, Pesisir dan BPSPL Pontianak (Dokumen)
Pulau-Putau Kecl di Wikayah I
| Kedja BPSPL Pontianak ,
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Data Anggaran

NG, KEGIATAN ANGGARAN [Rp.)

1, | Penataan Ruang Laut A7, 000.000
Total Anggaran Balal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir e
dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2025

Enterangar: [licki angoaran pebeesr FpSal 800 000 wshingos Pagu Efsksd BPHRL Pontarak Tabun

DS pebasar FpZee 00 000,
Jakara, 2 Jund 2025
PIHAK EEDLLA PIHAK FERTAMA
Direklur Jerderal Kepala Batai Pengelotaan Sumber Daya
Fenataan Fusamg Laut Pesisir dan Laut Pontianak
: . Dilsssdabangani !
L\\(*)ﬁ-‘hﬂim 1(*)-%
= l"m__..ffll
Kartika Listriana Syaril bwan Taruna Alkadrie

1
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4. Perjanjian Kinerja Revisi 111

©)

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PONTIANAK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

LALAN NEDAN MEROTKA TIMUR NOMOR 10
MAARTTA 10140 ROTAX POS 4130 40P 10041
l!urou KRY) MAI0PE AACAK ] FARSASLE (321) 320087

AMAN wwve bp g2 4 SOREL SpereiRans 00 o

Datam rangka mewupsdcan manaemen pemerrrahan yang eleas! yansparan,
shustabel dan boronertan pada hikd b yang Derlanda Mngan o b in:

Nara - Syard han Tarens Alkadele

Jabatan | Kepata B Pengeiolaan Sumder Dayn Pesisi dan Laut Pontanak
Selanutrya dastul pDRak pertama

Nara A Keawara

Jabatan . Divebtur Jerderal Pengeiolaan Kelautan
Selaky otasor phak pertama selanpitys Gsetut phas sedus

Prak pertama Derany akan mesapudisan Spet Unega yang sehansnya sosus

lmgiran peranyian @, dalam rangka mencapal target LNeG3 aNgha meronga sopert)
YANg 1elah GOCLAghan dNOM CONUTEN DOrOrCAnAan KoberMasion dan kegagoion
pencapaan Wwpel kner i tersabut modad langung waad) herm

P bochen aan melahuban senvisl ying Gperiicin sems SN molakuion evalas
Nerhadap capaian Knera dae petanan v dan mengambll Indakan yang @pedulan
Aaar 1IN PDETTRNAN DONGhAIaIn dan Sanks

Jakarta 31 Desember 2025

Praos Kodua Phek Pertarma
Diebtvr Jenderal Pengeiciaan Kelastan Kopsia Doy Pergeiclaan Suvter Dayae
Pesisr don Laut Portanak

A Koswars

mn—tmm

1
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)

SABANAN XECEATAN

INDIKATOR MOMESUA

Evaluas Efektvias Evoluse Elektvitas Porgeioinan
Peogalolaan Kaaasan Kawasen Korservasi Daerah &
Konsorvas Daerah o Wiayah Wilayah Kea EPSPL Postarak
Keda BPSPL Portiansk Provesi)
Mennguatiya Kapastas 3 | Masyarakat yang Diaghaan 28
Masyarahal Cosars Kapautas Guarn Pacrarfastan
Pemantaatan Kawasan Cawasan Korservast & Wiayah
Konsorvaw & Wiayah Xepa Kerja BPSPL Portanak (Orang)
BPSPL Portana
Menrguatinga Pelshasnaan 4. | Xera Sama Korservasl yesg ]
Konvers ¢an Xonrbus Koo Dirsalay & Wisyah Kerja
Sama Jeping dan Kemiras DPSE Portianash (Kesepacate)
unuk Mencukung Konservas!
yang Eteatd @ Wisyah Kens
BPSFL Portanak

8| Yerkaiolarya § | Jerss han Yorascamn Punshyang | ¢
Keaneka ogorrar Hayat Diauican Perdatoan.
Peracan yong Terancam Peayocytanuan, PerSakan
Punah danatau yanyg Habitat atwy Pemuihan Populas
Dindengt Cvatau yang dan Penanganan Bots Dandung
Dlestarhin & Wikyah Kens & Waaysh Kega BPSM,
BPSEY Portianak Pontarak (Jeres)
Termaanya Pemardaatan 4 | Jerws Kearebaragoman Hayas 4
Keanckayogaran Hayab Peraran yang Omaniaathasn
Peraivan yang Dilndung secara Sohclenjutan & Wiayah
dandatay Agpenciks CITES Keorje PSP Portiansk (Jerss)
secara Seelargitn O
Witayah Karja BPSPL
Pontanak

1
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SASARAN XEGIATAN INDIATON MONESUA TARGETY

Pecaran & Wiaysh Keqa Bernatarudan Oota Peracan di
BPSPL Ponkanak Wikayah Kerjs BPSPL Postuna

Dentfias Pemaaatar Pemantaatan Puas Pulay Kool
Pulsy-Putau ool d Wilayah yang Ducsun & Wiayeh Kegjs
Kerja BPSPL Portanak PSS Portianak (Dokurmen)

9. | Tersksananya Pencampingan | # | Lokasl yang olakukan 3
dalas Rangha Perasfastor Perdarpngen daam Rangha
Jaca Bakar paca Lokas & Penarfason Jasa Blahan o
Wilayah Kerja BPSPL Wilsyah Kera B8PSR Portianat
Pontonak {Lobas)

0 | Termujuonya Layanan 10. | Nl PM SAKIP Linghup BPSPL 70

Peatanae 11 | ndianer Kinera Pelaksanans &0

12. | Nim Koegs Paencanasn ns

13| Loporan 5PP yang Desveun Il

14, | noeks Pofesonallag ASN 80

16 | Persentise Porresaan 100

1
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KEGIATAM ANGOARAMN (Rp)

Feragasarongn = e rvasd E ko flan Blagts
L Paimiah | 18.390.000.000
7 | Perdaymsprasn Posesr den Pulg-Palsg Kecl ‘ 00 005 000
I | Perataan dan Perarfaaten Lasa Melaitan | Fo0 500050
" Muwll:ﬂmﬂmmummm | 10,690 78 000
Tatal Eaai Soamibe
Pasisi dan Laut (BPSPL) Pomtiansk Tabun 2055 | T
Jnkiin, 31 Deedesrmbeit TS
Pk Bt Fihak Pleriaa
Drrgkh Jenaderal Krepols Bals Pergedoiagn Sumbssr Daya
Pengeiclaan Keliutan Faumr dar La! Pontaran
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w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[/2025
Diberikan kepada

Saliyadi

Atas Partisipasinya sebagali Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

©

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Ditandatangani
Secara Elektronik

‘ol (8511, Badan Ser dan Sand Hegora

5. Sertifikat Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VI11/2025
Diberikan kepada

Sandi Jundira

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemantaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
i Secara Elektronik

M.si.
ir dan Laut Pontianak

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, §.T.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pe:

kot

9 Sortititosi
Sandi nogora

clokironik (85+€), Badan Sibe

e
; ©)

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

SUPYAN NOOR

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
! Socara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, 5.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

ektronk (8510, 8adan e dan sandi Negora
& ©

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
\ BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
2040/BPSPL.2/KP.540/V111/2025
Diberikan kepada

Tely Dasaluti

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, 5.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

lektronk (8518), 8odan Siber don Sandi Negor

| = I ————

w MENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAI

KEME| N
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VII11/2025
Diberikan kepada

Wildan Mathlubi

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

©

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, 5.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Ditandatangani
Secara Eloktronik

Ookumen ini telan

(8515) Badan Siber dan Sand: Negard

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Suwardi

Atas Partisipasinya sebagal Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 Jp), 28 Agustus 2025

, Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S,
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pe:

. M.Si.
r dan Laut Pontianak

). vacan

Dokumen i teloh dandatongond secaro slektranik m
Tontren (0

T T e —p——
3an Sane: Hegoro,

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VI11/2025
Diberikan kepada

UNGKAI MIHARJA

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan i (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen ni talan

Eloktroni (8516), Badon Siber don Sand Negora

A

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Yeni Hutanto

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 JP), 28 Agustus 2026

Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen ini telon ditandotangoni tronix menggunakan

ot oktron yong teian diarbitkan oish Bolol So
ronik (85+t), Badan 5 A

jan Sand: Negor

===
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
' BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

Yudha Ramadhani

Atas Partisipasinya sebagal Peserta dalam Kegiatan 8imbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.
Kepala Balai Sumber Daya

DoRumen il 101N (HHaNGOIONGan 15010 SAAIFONE MengGLnINan Tart Gt alebtIcA yON (840N dilerbiEan cieh A5l Serikat
oktronvk (851), Badan Sier San Sandi Negore.

©

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025
Diberikan kepada

Sahli

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2026

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.
Kepala Balai y:

Dokumen i telon o x yong telon a
ektronik (95€), Badan Siber dan Sand: Negora

O(.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

&

Rizky Fajar Hermansyah

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

rorik (85E), Badan Siver dan Sond: Negara

&

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

PREHADI

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, 5.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Eloktronik (85+0), Badon Siber dan Sand: Nogard:

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

2040/BPSPL.2/KP.540/VII1/2025
Diberikan kepada

NOMOR

Zulkarnain Lubis

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen i telon
loktronik (8511), Sadan Siber dan Sand: Negara.

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

Rozali

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatar
Sacara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, 5.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen i telon a ook
aktronik (365). Badan Sar dan Sond: Negara.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

040/BPSPL.2/KP.540/VII1/2025
Diberikan kepada

Rio Venli

NOMOR

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 Jp), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Socara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dorumen ini

loktronik (85/1), Badan Siber dan Sand: Negara

Ar

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

PATUT RAHMAN

NOMOR: B

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
{ Sacara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen initelan

0 s 1 olen Salai Sertiiasi
Floktronik (85+€), Badon Sioer dan Sand Negord
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

MUHAMMAD NUR

NOMOR

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, .T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen ini el Botoi seriiosi

laktronik (856). Hadon Siber dan Sand: Negoro

A

w ENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAI

KEMI N
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

MOH. ALI SADIKIN

Atas Partisipasinya sebagal Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dorumen

Elontronik (85/5), Badan Siber dan Sand: Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

MEDY

Atas Partisipasinya sebagal Peserta dalom Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRII
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pe:

M.si.
r dan Laut Pontianak

Ootumen i teloh candatongont vecora

ikt slektron yong tetoh diterbitka cleh Bova 5
‘dan Sanc egere

it menggunch
on (nzi), Bacan

———————
& ©

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

Masrul Jaya M

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
! Secara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, .T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

. oiektroni yang teloh diterbitean olen Baloi Sertitas!
ronik (85+1), Badon Siber dan Sand: Negora

A

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

JUAIDI

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

loktronik (85+t), 8adan iber dan Sandi Negora.

A

w KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

2040/BPSPL.2/KP.540/VIII/2025
Diberikan kepada

HANDRI

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi (5 JP), 28 Agustus 2025

itandatangani
Sacara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, 5.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Eloktronit (85+5), Hadon Siber don Sand: Negaro

S

A

w EMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

K
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
\ BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT
NOMOR: B.2040/BPSPL.2/KP.540/VIII[2025
Diberikan kepada

Herdyanto

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 JP), 28 Agustus 2025

Ditandatangani
Secara Elektronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

olektronk yang telan dterbitkan oleh Bolai Serikast
loktronik (35:5). Badon Sier dan Sand Negora

oA

w MENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KE
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

ERIC SAPUTRA

Atas Partisipasinya sebagai Peserta dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Drone untuk Desa di Kawasan (5 JP), 28 Agustus 2025

datangani
Sacara Eloktronik

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE, .T., M.Si.
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

Dokumen ini

loktronis (85+5). Badan Siber dan Sand: Negord:
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6. Berita Acara EVIKA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN NEDAN MERDEKA TINUR NOMCR 16
.wmmnnom!mroeamnm|
mmwmammm FAKSNILE (021) 3520367
LAMAN wiw. 60.50. 6 SUREL dlsnpksiin go i

BERITA ACARA EVALUASI
PENILAIAN EVALUASI EFEXTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVAS! Df PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada har nl Seb langgal Dolapan bulan November Shun Dus Ribu Dua puluh Lima
bersenpst o Kits Parsciso Hotd - Ball lefah diakukan svaleasi Wrhadap Kowasen
Kensmrvas & Persiean Mehakan Wiayah Hulu Kabupaten Kutsl Kanaregans yang telsh
dtaphan melalul Kepuhussn Masieti Kelsulan dan Parkaran Nomor 49 Tahen 2022 sntarg
Kewntan Kensarvas: @ Prestnn Madgean Wikyah Huu Katupaten Kuts Kattanegara

Penliaian diakukan dongan susunan S penisi den sskretanal sebaga | berkut:

1. Dr. Teotr Usclawsd, M, Kasubdtt Kelmetan dan Forkenon Diten Bea Bangsa
Kementenon Da'am Negert

2. Wonsy Fodd Arlangyan, 5.F1, M5\ M.Sc, APJK Abl Madga, Drektort Surber Daya
Kolautan, Difen Pengelciaan Kelautan, Kemenierian Kelautes dan Perkanon

3 Nuhamad lihza Mauema, SM., Penik Kepelstuhsnan Dialort Kopelabuhenan,
Direktorat Jendemi Perhubungan Laut, Kementeran Perhiubungan

4 Roky Pramutia. PELP Ahl Porlama. Diekiorsl Konssrvasi Exosistem, Digen
Pangeiclian Keleutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dan dhasn oleh parwnkies darl Saan Unit Qeganaasl Pengoiola Kowasan Komservs |
Nama - Andrian Saputrs
Jabatan S PELP Ak Muda, Balsl Pergeioinan Sumber Dayo Posisir dan Laut Pontanak

Hadl pendaian cisepabat] sebagal berkut:

1. Shor Penisnn Kritaria Input ;898 dan wial skor 1075 (#3%)

2. Skor Penftomn Kieris Proses : 205 dar total skor €30 (89%)

3. Skor Penlaian Kiieris Cutpul 340 dan totel skor 650 (52%)

4. Shor Pendadan Krieris Culcome 50 con total skor 825 (9%)
Jumlah Skor Peciaan : 1580 dan total shor 2700 (99,10%)

Bardasanan hasl penkasn, Kawasan Honservasi df Peraran Mahakam Vilapan Hub
Kabugaien Xutsé Kaanegars Timue dipiakan pada tohun 2025 mampuriys nii akhit
sebesy 50.10% dengon stodss Perak (Dikelola Optimum). Rekomendesl unluk
meningkatisn efekiniton pongelolian Kewasan Konsenvasl o Pamran Matakam Wikeysh
Hulu Katupsten Kutal Karanogara, yailu

1. Porks meninghatios serilfions kompetens) SOM untuk fungs pengelolnannya
2. nmmanmwlmmmmwumwmu

dan G - g SDM pengelola sesusl dengan witena penlalan (iofak, sosial
we peyRan, peog . pecyadartahoan, dan adminisiisl)
yang 0 wn Py
(RPBINGIP)
4, Poil mewrgkap sarans San prassana uolik keguian pesguiuess @an pamantiuan
urber Syn Kawasan

S Perh merpaun den mesbsngkapl SOP leron! pemaninsten kysosan konssevas!.
6. Porks menambahkan slkemen kawasan konservas & dalam sisiem nformasl pada hatansl

1
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Prrgecla
7. Peru menyusn mekanivne  salwm  pelazonon  pelanggaraniincaman | yang
terdohumentas|

8 Pemanisstsn Kawasan Kormarvas agor dessusian dengan PERMENKP Nomor 7 Tebun
2075 tartnrg Pemantsstan Kewssan Konsecrss.

9 Peru meningkatsan srogram pendampingan masysrskad dsebins Kawasan Koresrvos

10, Perlu manyusun kajan Daya Dukung Kawasan Konsecsss,

11, Parly dhkan pampaunan krleda uniuk menemukan kondii 2ons i taegetl spacke
yang mambedakansys dengan selain zona nk.

12. Parks dikubian dnotifeesi dan nventsrsasi data kelompok masyseskal yang beroda &
solar danviotou dalom kawssan koncarvasl yang deeris dengan jenis pekerjaan.
pendapaten, dan hasd langkepan,

13. Panetagen nial yang Wcanum pads dobumen inl bukan merupakan hasd akhr (fnal)
mPK ponlacan nie secars meami dalam 1acal pleno yang diskasnakan oleh Difen

“.D&Mm:ﬂ-mﬁmwn

Demsidan boacta acars ini dbua! uniuk adican pedomen.

Bek, 8 November 2025

Tim Paniai Kelompok V BOSPL Porrbenan

1
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

‘ DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
} JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA %01 %0 KOTAK POS 4130 P 10041
. TELLPON 021) 389070 (ACAK), FAKBMILE ((21) 3520057
ann? LAWAN e 0 SUREL aidenntilibbnan &1
—_—

—

BERITA ACARA VERIFIKASI
PENILAIAN EVALUASI EFEXTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Padde bl i Sabts, langoel Delagen Bulen Novenbe tatun Dua Ritu Dua push Lims
2025 Sarwrrpat di Kums Paradso Howl - Ball. selsh disiakan verfikast lerhadap Kawasan
Kossarvas & Parsican Mahsiam Wisyeh Huly Kabupaten Kits Kartaregaa yang telah
cietephas meiali Keputusan Memerl Kelautan dan Peritanan Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Kewesen Kosservasi & Peraran Mehskam Wiksyoh Mk Kabupaten Kutes Kortanegara

Verifhas dhade cleh beberaps pshak, srdars lan:

1. Dr. Tann Usdiewsti MSi Kasubdt Melautsn dan Pesbanan Digen Bina Banpde
Kementorian Dalass Negeri

2. Wendy Fadn Adesysh, SR, MSL MBc, APIK AN Vadys, Diesktoral Sumber Daga
Koauan, Dien Pengelolaan Kalaumn, Keewntsrian Kelautsn dan Packanan

3. Muhamad khza Madena EM, Perik Kepelsbuhanon, Divekionst Napslabuhanan,
Dirsiiorsd Sedenl Pornuzungan Laut. Kemantenan Perhubungan

4 mwma PELP AN Muda. Balal Pengelslans Burber Daye Pesar dan Lt

.

5 Reky Pramuda, PELP ANI Portama, Disekiorst Kormerwss [kosisem. Den

Pengelolaan Kelautan, Kementanan Kelasan dan Perkasan

ammmmm-owmumm

1. Pers mening bakan sertiias: Lompesens SOM antek fangel corgoiciaannya.

2 Ports dausun dan detaghu meksldl Sural Tuges untuk melaksanaban Lgas cen fungsl
Gatl manng ~ masing SDM pengelols sesym dorgan krbaria porvolan (iofisik, sosiel
ehonomw, pelayanan. penpasesan. peradarntuan, dan sdminsdias)

3. Park serencanalan dan mengaiokaskan anggeran sesusl dengan Dokumen Rencena

;:w yeng sedarns dengan Dokumen Perescarsan Perbangenan Nashonal

. Perks melenghaci sarans dan prasana uniuk keglatan penguiusan dan persntnan

sumrbor caya kawaaan.

Peariy mangusun dan meknghan S0P idcd! panantasian kawasan konsarvas

Periu menambarban sleman kaweser korsarves d dalom sistem nformasi pads mstsel

pe~geloia

Perts  menyusun  meknisme  salem  pelagonen  pelangparanancaman  yeng

tordokumortast

& Pemaniaanan Kasecan Konservasi agar deasusican dengan PERVENKS Nomer 7 Tetun

2025 tertarg Pomen laalan Kawasan Konservas!.

9. Perlu manngkaian program pendampngan masysmkst disshiruh Kamasan Konservas.

10, Parks mairpusun ajian Daya Dutung Kawasan Korssrvasd

11, Parks dlabuban permpisensn tiesa untuk menentukan bondsi zona 8 WIget spesies
yang membedakanmye dengas seian zons .

12. Parks Gliukan iharSfiinsi dan nvenladansi dals kelompok masyarshat yarg berada o
Soltar condotau calam hawaean konoarvas yang dserial dongon jenis pebatamn,
pendapaten, dan hast tangkapen.

13. Perstoces niai pang lercanium pada dokumen inl bukcan menipakan hast skbe final)
mmmummmmmmmmmm

14. Doflor hadhr menupakan sais kesstuan Sl berita scatn in

N o0 s

Derricar als Boara i divt otk dagal djaclien pefiman.

Ton Panidai Hslomgok ' BFEPL Panlaak

x4
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Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Pertanian UNTAN

, o~

“raneet’

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
DIREKTORAT

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN LAUT PO!

FARULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR ; B.358/BPSPL.2/K8.320/11/2028
NOMOR : 1157/UN22.3/PM.01.01/2026

TENTANG
PENGUATAN PENGELOLAAN KONSERVASI EXOSISTEM

DAN BIOTA PERAIRAN MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pade hari ini Senin, Sepuluh, bulan Februar, tahun dua ribu dua
puluh lima {10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di
bawah ini:
1 Nama :SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

Jabatan: Kepals Balai Pengelolasn Sumber Daya Pesisir dan Laut

dan
Ruang Laut, 1 dan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan

Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Husein Hamzah Nomor 1,

Provinsi Kalis Barat, 78114, selanjutnya disebut
muxlm'ru

2 Namas  : DENAH SUSWATI
Jabatan : Dekan

[2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Ferjanjian Kerja
Sama ini aken diatur dalam bentuk adendum danialau amendemen
yang disepakati cleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahlean darl Perjanjlan Kerja Sama ini,

Pasal 15
PENUTUP

jian Kesja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hard, tanggal,
bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama
inl, dalam rangkap 2 (dua] asli bermetersi cukup, dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitraan yang baik
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PTHAK.

2. Perjanjian Kerja Sama dengan POLTEKNIK Negeri Pontianak

" PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA FESISIR DAN LAUT PONTIANAK

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR : B.914/BPSPL.2/KS.320/1V/2025
NOMOR : 4172/PL16/KS.00.00/2025

PENGELOLAAN KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN
MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Di WILAYAH RERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Pada han ini Senin, tangeal dua pulub delapan, bulan April, tahun dus ribu
dua puluh lima (28-04-2025), bertempat di Pontisnak, yang bertanda tangan
i bawah ini:
1 Nama : SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
Jabatan: Kepala Balai Pengelolann Sumber Days Pesisir dan Laut
Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan stas nama Balai Pengelolaan
Sumber Daya Mﬂr dan Laut (BPSPLI Ponuanak, Direktorat Jenderal
dan Penk yang
betkaduduknn i Julun Husemn Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinss
Kalimantan Barat, 78114, selanjutnya’ discbut PIHAK KESATU

2. Nama :TOPAN
Jabutan : Wakil

IV Bidang Negert

dalam hal ini berundak untwk dan awms nama Pobiteknik Negen
Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jendernl Ahmad Yanl,
Pontianak, Provinai Kalimantan Bamat, 78124, selanjutnya discbut
PIHAK KEDUA.

Telepon 1{0S61) 736180

Handphone 1081352177797

Surat ik : ked @ ne.id
ikp@polnep.ac.id

12

Aplbﬂl rcmm pcrubnhan nlamnx pemberitahuan dan/atau struktur
pada ayat (1) PIHAK vang melakukan
perubahan alamat  dan/atau struktur organisasi  berkewajiban
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu
dilakukan amendemen atas Peanjian Kena Sama ini

Pasal 14
PERUBAHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK:

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam iﬂ]arumn Kerja
Sama ini akan diatur dalam bentuk ad dan/atau
yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama inl.

Pasal 15

Perjanjian Kerja Snmn mi dlbuat dan d:tnnﬂmamnl pada hari, tanggal,
bulan,.dan tabun sebagal pada awal Pegjanjian Kerja Sama
inl, dalam rangkap 2 {dual ash bermeterai cukup, den masing masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setedah ditandatangani oleh PARA
PIHAK

Perjanyian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kemitrman yang baik
untuk dipatubi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
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3. Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi

(YIAR])

Indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
'YAYASAN INISIAST ALAM REHABILITASI INDONESIA (YIARI)

NOMOR : B.359/BPSPL.2/KS.320/11/2025
NOMOR : 001/PK-KTG/11/2025

DAN BIOTA
'YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERANCAM PUNAH
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini Senin, tanggal Seputuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, vang bertanda tangan dl
bawah ini

I. Nama  :SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Days Pesisir dan Laut
Pontinnuk, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai lolaan Sumber

Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direkioat Jenderal Pengelolaan

Kelautan dan Ruang Laut, terian Kelautan dan Perikanan, yang

Dkeofudukan di Jsian Husein Hamzah Nomor 1, Poatianal, Provias

Kalimantan Barat, 78114, selanjutnys disebut PIHAK KESATU

2 Nams  :SILVERIUS OSCAR UNGGUL
Jabatan :Ketus Yayasan Iniskasi Alum Rehabilitasi Indonesia
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiasi Alam
Rehabilitasi Indonessa (YIAR)) yang berkedudukan d&i Jalan Curug
Nanf\m. Kampung Sinar Wang, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan

Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16610, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

.

(21 Perubahan dan/atau bhal-hal yang betum diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amendemen yang
disepaknti oleh PARA PIHAK dan merupakan begian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada har), tanggs, bulan,
dan tahun schageinana dissbutian peda swal Perjenjian Kerja Sama ini
dalam rangkap 2 (dua) asli cukup, dan

kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani uleh PARA PI'I!AK

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk
dipatuh dan dilaksanakan olel PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

4. Perjanjian Kerja Sama dengan Yay

asan WEBE Konservasi Ketapang

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
AN AN
DAN
YAYASAN WEBE KONSERVASI KETAPANG

NOMOR
NOMOR

360/ BPSPL.2/KS.320/11/2028
008 /WEBE.KTG/11/2025
TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

PERAIRAN
DI KABUPATEN KETAPANG DAN KABUPATEN KAYONG UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Puda hari ini Senin, tanggal Sepulub, bulan Februari, tabun dua ribu dua puluh

lima (10-02-2025), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini
1. Nema + SYARIF IWAN TARUNA ALKADRIE
Jabaten Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan
Laut Pontianak, Direktorat Jenderal
Kelautan dan Ruang Laut, Kementorian Kelautan dan
nan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balal Pengelolaan Sumber
Daya Peaisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan
di Jalan Husein Hamzah Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Borat,
78114, selanutnys disebut PIHAK KESATU.

2. Nama ETRA KUSUMARDANA
Jubatan Ketus Yaynsan WeBe Konservas! Ketapang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WeBe Konservasi
Ketapang, yang berkedudukan di Jalan RM Sudiono Nomor 493, Kelurahan
Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat, 78811, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian Kecja Sama ini dibuat dengan semangat keria sama yang baik untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

1
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8. Rekapan SAJI

Rekapitulasi Perdagangan Rekomendasi Teripang Mon Appendiks Berdasarkan Bulan

No  |Bulan Berat Produk (Kg) |Jum|ah Rekomend{Jumlah Pelaku Usaha
1|lanuari 2028,356 5 5
2|Februari 1.794,41 4 3
3|Maret 1.926,62 7 5
4|April 2.092,40 7 5
S|Mei 2.645,78 8 6
&[luni 3.469,22 7 6
7|Juli 3.285,79 10 8
8|Agustus 1.920,66 6 4
9|September 1.760,21 7 5

10|Cktober 2029,65 5 4
11|Movember 1995,536 7 7
12|Desember 1771,58 6 B

Grand Total 26.720,20 79 15

Rekapitulasi 5AJI Barang Bawaan Berdasarkan Bulan

No |Bulan Jumlah lkan Jumlah SAl Jumlah Pemohon
1{Januari 24 17 16
2|Februari 25 14 14
3{Maret 19 11 11
4| April 8 5 5
S{Mei 12 8 a8
6[Juni 12 g a8
7| Juli 22 14 14
8| Agustus 15 a8 8
9|September 3 3 3

10| Oktober 16 10 10
11{November 10 3 4
12|Desember 13 7 7

Grand Total 179 110 86

Rekapitulasi Perdagangan Rekomendasi LN Hiu dan Pari Non Appendiks Berdasarkan Rekomendasi Terbit Perbulan

Jumlah Pelaku Usaha

Mo (Bulan Berat Produk (Kg]Jumlah Rekomendasi

1|Januari 200 1 1
2|Februari 1.200 1 1
3|Mei 1.500 1 1
A{Juli 200 1 1
2| Agustus 200 1 1
6|Oktober 960 1 1
7|Desember 259,32 2 2

Grand Total 6.319 8 1
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REKAPITULASI PERDAGANGAN REKOMENDASI LUAR NEGERI TERIPANG NON APPENDIKS (Look Alike Species)

Jumlah Pelaku Usaha

Rekapitulasi Perdagangan Rekomendasi Teripang Non Appendiks Berdasarkan Bulan
No  (Bulan Berat Produk (Kg) |Jumlah Rekomendasi
1{Januari 64,2 1 1
Grand Total 64,2 1

1 MUHAMMAD EDY JHON

REKAPITULASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI ARWANA KALIMANTAN

Rekapitulasi Perdagangan LN Arw ana Kalimantan Berdasarkan Jenis

Mo Jenis Arwana Jumlah lkan Jumlah By Jumlah Pelaku Usaha
1| Scleropages formaozus [Banjar Re 1.685 26 2
2| Scleropages formosus [Gaolden) 4= =] 3
3| Scleropages formosus [Green] 20 2 1
4| Scleropages formasus [Super red 144 508 Taz2 20
Grand Total 146358 818 20

Rekapitulasi Perdagangan LN Arw ana Kalimantan Berdasarkan Bulan Terbit Dokumen SAJI

Mol Bulan Jumlah lkan Jumlah B4 Jumlah Pelaku Usaha
1| Jarwari 5,696 52 14
2|Februari 15,252 s 16
3[Maret 14.832 T3 15
& | April 6.3d3 45 12
5[ Mei 8.620 42 12
B Juni 11692 53 M
T Juali 14.230 a1 14
G| Bgustus 10.606 T0O 14
| September 3.881 =) 14

10| Oktober 11403 T3 14
M| Movember 1d.880 a7 1=

12| Dezember 13.317 101 1=

Grand Total 146.358 818 20

REKAPITULASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI ARWAMA BRAZIL

Rekapitulasi Perdagangan DN Arwana Brazil Berdasarkan Bulan Terbit SAJI

Mo Bulan Jumlah tkan [Jumlah SANl |Jumlah Pelaku Usaha
1{Januari 55.000 10 3
2|Februari 32.300 3] 3
3|Maret 17.600 2
4|April 33.442 9 2
5{Mei 18.203 2
glluni 46,120 10 2
Flhuli 11.100 5 2
8lAagustus 159.341 4 2
9|September 35.000 8 3

10|Oktober 106.800 17 4
11|Movember 64.636 13 4
12|Desember 42.602 13 4

Grand Total 482,144 114 4
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REKAPITULASI VERIFIKASI PEMANENAN IKAN ARWANA

Rekapitulasi BAP Verifikasi Pemanenan lkan Arwana Berdasarkan Bulan

No |Bulan Jumlah lkan |lumlah BAP |Jumlah Pelaku Usaha
1anuari 115992 45 24
2|Februari 15231 48 26
3| Maret 15.186 34 17
4|april 14 260 36 21
5|hei 17.223 42 24
BlJuni 232449 54 27
7 {duli 19.890 54 24
8|Agustus 12 602 50 27
9|5eptember 20086 55 25

10|Oktober 22511 BE 30
11|MNovember 15.118 39 25
12| Desember 23436 56 27

Grand Total 210.834 587 52

REKAPITULASI PENEREBITAM SERTIFIKAT ARWANA

Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Arwana Perbulan
No |Bulan Jumlah Sertifikat [Jumlah PermohonaifJumlah Pelaku Usaha
1{lanuari 5.629 42 15
2|Februari 19.588 99 24
3{Maret 22,478 101 21
4|April 19.8600 86 20
a{Mei 22.946 24 23
a{Jumni 21.692 73 27
F|duli 17.409 67 24
8| Agustus 16.288 63 25
9|September 12.424 44 18
10(Oktober 27.957 89 27
11|Movember 19.368 B3 21
12|Desember 26.379 B3 13
Grand Total 232.018 878 48
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Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Keberangkatan Perjenis Dokumen

Mo (lenis Dokumen  |Jenis lkan Jumlah lkan Jumlah Dokumen|Jumlah Pelaku Usaha
_1 SAINI DN Arwana Silver 538.208 282 13
_2 Arwana Kalimantan 85.185 1.600 42
3 Hiu dan Pari 1.082 11 3
_ 4[SAJILN Arwana Silver 418.300 97 6
] Arwana Kalimantan 124.966 695 23
6|SAll Kontes Arwana Kalimantan 43 ] 3
7|58l Pemerintah  [Hiu dan Pari 30 2 1
8|Tentengan Arwana Kalimantan 13 9 8
9|Rekomendasi Hiu dan Pari 12 1 1
Grand Total 2.702 b8
REKAPITULASI PEMERIKSAAN PENANDAAN ARWANA
Rekapitulasi Pemeriksaan Penandaan Ikan Arwana Perbulan
Mo Bulan Jumilah Ikan Jumlah Permohonan|lumlah Pelaku Usaha
1[lanuari 5.326 34 10
2|Februari 12 676 77 17
3|Maret 16.535 B9 16
4| April 12972 57 14
5{Mei 11.220 6B 18
&{Juni 9.061 52 14
7{Juli 11643 65 16
BlAgustus 9.855 59 17
§|September 9.633 52 14
10(0Oktober 10.664 70 17
11| November B973 52 16
12| Desember 11586 68 17
Grand Total 130,144 743 30
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9. Matriks Nilai Minimum

HILA| KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN EERKELANJUTAN EIOTA PERAIRAN
EP2PL PONTIANAK

TAHUM 2026
BOBOT HILAL
N3 | ASPEK INDIKATOR St HAaIL e KETERANGAN DATA DUKUNG:
1 [Penarbifsn BAN DH [£0%) i
-[Dasnecan: 2as 0% Dlupdate, dats lengkap 100 Dashzcard A dliskukan Updats secan barkals dangan dats |Destocerd pelayeran SAN EFEFL Fonbanak
yang dRamplican enspe Jumiah EAJ| =, Jumias kan yg i L
dmchonken, berst kan, selsin b Jumish FRES yang diedme
setinp bednn dan grafik harian
-|Rekep Penerikan 10% Rekap, dete lengkap foa Do idive gocgle,
Eajuruh dokumen pang kernk dliakuksn rekap setiap karnys Comy R ey 0 skl e o5 1 JING | oAl e LIBRFT
2o atam, pada desrscan LEE 1L gAML
-| Dakuman dizmipean 0% Carsipkar, dats |sngkap 100 hbipsidivegcale,
Exluruh dokormen yang berok dliekuken rekap sefiaphesinge | comidrye Ocidem EZEUE
o citamplcan peda dessccand SComEEy
- Keseserian Beku Wakiu A% Brsunl Eaku Maba 100
yeran E| DN yang dipeoses sasual dengan Deks muly EOF 5. Ae
STHEPEPL 0T H IVEHES
-| Perenganan Pengaduen 0% Diresoon, <14.X 24 Jam 100 E=panjang tatun 2005 didepatkan sebanyek 138 kal

pengadusn kepada BPEFL Pontianak dimana S kal [ ¥ v J
Eromes pemerniten | JOSvZAon s
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Piagam Penghargaan BPSPL Pontianak Tahun 2025
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BPSPL PONTIANAK
mendapat penghargaan predikat
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NOMOR: BISU/MEN K/I2025
Diberikan Kepada:
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lawt Pontianak
Divelctorat Fenderal Pengelolaan Ruang Laut
Sebugai
10 Terhaik Kelompok Kementerian pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)
dengan Predikat “Pelsyanan Prima” oleh Kementerian PANRB Tahun 2024

Jakarta. 11 Maret 2025
Menter Kelautan dan Perikanan

Ditandatangant
Socar Elentronix

Sakti Wahyu Tremggono
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Lampiran data dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman
https://bit.ly/Daduk LK]PNK2025. Lampiran ini mencakup:

1. Perjanjian kinerja Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Balai PK Pontianak Tahun 2025

2. Penghargaan yang diterima oleh Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2025:

- Piagam penghargaan BPSPL Pontianak atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik
(109,47) Triwulan | Tahun 2025

- Piagam Penghargaan BPSPL Pontianak dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

- Piagam Pengharagaan BPSPL Pontianak dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan predikat Informatif.

3. Matriks Kinerja Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2025

4. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 5/BPSPL.2/TU.140/1/2025
perihal penyampaian capaian kinerja IKU Nilai Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal
8 Januari 2026

5. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 7/BPSPL.2/TU.140/1/2026
perihal Penuyampaian capaian Kinerja IKU Masyarakat yang Ditingkatkan Kpaasitas dalam
Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026

6. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 8/BPSPL.2/TU.140/1/2026
perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah
Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026

7. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian nomor 9/BPSPL.2/TU.140/1/2026
perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan,
Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di
Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 8 Januari 2026

8. Nota Dinas ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor
12/BPSPL.2/TU.140/1/2026 perihal Laporan Kegiatan Perizinan Produk Konservasi Biota
Perairan tanggal 7 Januari 2026

9. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor
4/BPSPL.2/TU.140/1/2026 perihal Capaian Kinerja IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan
Perizinan pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan tanggal 7 Januari 2026

10. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat

11. Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor
13/BPSPL.2/TU.140/172026 perihal Capaian Kinerja IKU Lokasi yang Dilakukan pendampingan
dalam Rangka Pemanfaatan Jasa Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tnaggal 9 Januari
2026
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor
10/BPSPL.2/TU.140/1/2026 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Dokumen Operasional
Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak tanggal 2
Januari 2026

Surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.3742/DJPK.1/RC.610/X11/2025 perihal
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL
Pontianak.

Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP nomor 111/SJ.2/RC.610/V11/2026 tanggal 10
Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester 11 Tahun 2025

Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 138/SJ.2/RC.610/1?2026 perihal Capaian
Imdikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon | dan Level
Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2026

Surat Kepala BPSPL Pointianak nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/1\V/2025 tanggal 10 April 2025
perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan | Tahun 2025

Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.190/DJPK.1/KP.210/1/2025 tanggal 12
Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara Semester 11 Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.233/DJPK.1/TU.210/V11/2026 tanggal 14
Januari 2025 perihal Capaian IKU ‘“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025

Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan nomor 119/DJPK.1/TU.210/1/2026
perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK
Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2026

Nota Dinas Ketua Tim Kerja SDMAO nomor 127/DJPK.1/TU.210/1?2026 perihal Capaian Nilai
Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM) lingkup DirektoraT Jenderal Pengelolaan Kelautan

Nota Dinas kepala Biro Umum nomor 2087/SJ.6/TU.220/X1/2025 perihal Ralat Pemeringkatan
Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 tanggal 28 November 2025

Nota Dinas Plt.Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 41/SJ.7/PL.410/1/2026 perihal
Penyamapaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase pada SIRUP Triwulan 4
Tahun Anggaran 2025

Surat Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan nomor 25/PPID-KKP/XI11/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
tahun 2025

Nota Dinas Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut nomor
10/BPSPL.2/TU.140/1/2026  perihal ~Penyampaian Capaian Kinerja IKU Dokumen
Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL
Pontianak tanggal 2 Januari 2026.
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